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[.1. Umum

Undang-undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 ‘mrenyatakan
bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pefigelolaan‘tiskal, Menteri Keuangan
mempunyai tugas antara lain menyusun faporan Keuandan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. ‘ e S :

Undang-undang Nomor 17 Tahun ‘2003 tentang Keuangan Neguara Pasal 9 menyatakan
bahwa  Menteri/Pimpinan Lembaga $cbagai pengguna’ anggafan(penggL11151 barang
Kementerian Negara/Lembaga yang -dipimpinnya mempunyai tugas antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/t.embaga yang
dipimpinnya. : . E

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 avat (2)
menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawabun peluksanaan APBN kepadd DPR berupa laporan keuangan yang
meliputi Laporan Realisast APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan, yang dilampii'i dengan laporan keuangan perusahaan négara dun
badan lainnya, '

Undang-undang Nomor. | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20)
menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku- Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan sistein akuntansi dan pelaporan keusnigan Negara. ‘

Undang-undang Nomor { Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasat S1oayat (1)
menyatakan bahwa Mentert KeuanganPgjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku -
Bendahara Umum Negara‘Daerah menyelenggarakan  akuntansi  atas  transaksi
keuangan, aset, utang, dan ckuitas dana, termasuk transaksi pembiayaun dan
perhitungannya. ‘

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (2)
menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah
selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan. aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam
tanggung jawabnya.

Undang-undang WNomor | Tahun 200+ reintang Perbendaharaan Negara Pasal 85 ayat (1)
menyatakan bahwa Menteri Keuvangan sclaku pengelola fiskal menvusun Laporan
Keuangan Pemerintak Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka
memenuh pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan Negara Pasal 35 ayat (2)
menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keusngan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud ada ayat (1. moentert vmpman lembaga selaku Pengguna
T o o0
Anggaran/Pengguna Barang menyusun Jen tienvampaikan laporan Keuangan yang
g 2g g 3 vamy } g
meliputi Laporan Realisast Anggaran. Neiacn, dan Catatan atas Laporan Keuangan
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Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan
dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/Lembaga
masing-masing.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,
perlu. diselenggarakan Sistem Akuntansx Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari
Sistem Akuntansi Pusat.(SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerlan negara/lembaga

.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran. 2005 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa setelah Tahun Anggaran
2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban’ atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa

‘Menten/lepman Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan

.. dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca

~ Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden - melalui Menteri
Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden No.
72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan
APBN tersebut di atas, maka perlu dibuat suatu ‘mekanisme dan peraturan yang
mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
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2. Tujuan
Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pcmerintah Pusat adalah untuk
memben petunjuk umum dalam menyelenggarakan: ‘
1.2.1.  Akuntansi Pusat pada KPPN, Kanwil Ditjen PBN, dan Kantor Pusat Ditjen PBN;

[.2.2. Akuntansi Instansi pada tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon-1, Kantor Pusat
Kementerian Negara’Lembaga, dan Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan, serta-Koordinator Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat
dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan- Dekonsentrast
dan/atau Tugas Pembantuan- serta pelaksariaan Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan'.
Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini adalah :
a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Dacrah yang terdiri dari :
1. Pg:rpsahziaﬁ,?erseroan, dan . | |
2. Perusvahaaanmum.

c¢. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

)
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II. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT
11.3.Fujuan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Piisat (SAPP) bertujuan untuk :

a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
- pemprasesan dan pelaporan transaksi- Keuangan yang Konsisten sesuai dengan
.- -standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umuim;-

b.  Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional inaupun instansi yang
berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap

.. otgrisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabijlitas;
c.- -Menyediakan 1nfonna51 yang dapat dipercaya. tentang p05131 keuangan suatu
_ instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;

d.  Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

I1.4. Cini-cin Pokok

a. Basis Akuntansi . -
Cash toward Accrual. Basis akuntan51 yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. ; o

L.  Sistein Perubukuan Berpasangail

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu :
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet
sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

¢. Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional.
Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah
dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara
berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

e. Bagan Perkiraan Standar i
SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang
berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

f.  Standar akuntansi Pemerintah (SAP)
SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan
pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi
keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

o ke 4 g e e
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11.5. Kerangka leum

Laporan Keuanoan Perherintah Pusat  disampaikan kepada " DPR sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum  disampaikan kepada DPR,
laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulwoleh pihak BPK.

Lapoxan keuangan pemenntah pusat terdm dari:

a.. Laporan Reahsa%l Anggaran

Konsolidasi  Laporan Reahsasi Ariggaran dari seluruh - Kementerian
Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.

b. Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca
SAKUN. . ) .

c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidast Lapman Arus Kas.
dari seluruh Kanwil Ditjen PBN.

d. Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang

tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Pemenntah dan Laporah
Arus Kas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri_da'r;:

11.5.1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)~

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari:
a. SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN;
b. SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
SAU. g

Pengolahan data dalam rangka penyusunan lapdran keuangan SAU dan
SAKUN., dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari:

a.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

b.  Kantor Wilayah Ditjen PBN (Kanw11 Ditjen PBN)

¢.  Kantor Pusat Ditjen PBN.

11.5.2. Sisterm Akuntansi Instansi {(SAI).

Sistem  Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh _kementerian
negara/lembaga. Kementerian négara/iembaga melakukan;punrosesan data,
untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan ti/hfsam Amggman

Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. R *\ \:‘:“

Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembag”a membEka xﬁhl@ = .

akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

Unit akuntansi keuangan terdiri dari:
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Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); :

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon! (UAPPA- El)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA—W)
‘ Umt AkumanSl Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) :

. Umt akuntanm barang terdiri-dari:

Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Balang Eselon! (UAPPB El)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang — Wilayah (UAPPB-W);
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

oo o

I1.6. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan- laporan keuangan yang dapat d1has1lkan dari proses komputensa31 SAPP

adalah:
" Sistem Akuntansi Jenis Léporan: ; Pengguna Laporan:
Laporan Arus Kas - Kepala KPPN
V 1-Kepala Kanwil Dijjen PBN
, S o ' :.{,-Dirjen PBN' "+
SAKUN =~ .- . 4. . . |=Menteri Keuangan
' - Kepala KPPN
Neraca KUN . - Kepala Kanwil Ditjen PBN
- Dirjen PBN
Laporan Realisasi - Kepala KPPN -
Anggaran - Kepala Kanwil Ditjen PBN
- - Dirjen PBN
SAU . ‘, ‘ - | - Kepala KPPN
o ‘ ‘ | Neraca SAU } - Kepala Kanwil Dmcn PBN
o . - Dirjen PBN ~
-{ Laporan Realisasi v Kepala Kantor
| Ariggaran TR { - Kepala Kanwil
- Kepala Daerah
SAI ‘ - Pimpinan Eselon-I
L cot oo - Menter/Pimpindn Lemba.m
Neraca SAI - .. . |-Kepala Kantor
: ' - Ka. Kanwil, Kepala Daerah
- Pimpinan Eselon-]
- Menteri/Pimptnan Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya; ttd,-

Kepala Biro Umum
ot

JUSUF ANWAR
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SISTEM AKUNTANSI PUSAT

Gambaran Umum Sistem A‘kuntansi Pusat

Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP merupakan subsistem dari Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SiAP dilaksanakan Kementerian Keunangan cq Dlrektmat
Jenderal Perbendaharaan. SiAP terdiri dari:

SAKUN, yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN,
SAU, yang menghasilkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,

Ditjen PBN melaksanakan SiAP dengan melibatkan unit pemproses data sebagai berikut:

@ o o o

KPPN

Kanwil Ditjen PBN

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Direktorat Informasi dan Akuntansi

Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Pengelolaan Penerusan pinjaman

Direktorat Pengelolaan Barang Milik Negara

Prosedur pemprosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari:

a.

KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan
Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran . KPPN melakukan r.konsiliasi
Laporan Realisasi Anggaran dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. KPPN menyusun
Laporan Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi berupa ADK
ke Kanwil Ditjen PBN. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan Luar Negeri
(BLN) menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Informasi dan
Akuntansi (DIA).

Kanwil Ditjen PBN melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas,
Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari
seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN melakukan rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan
Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke DIA.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN) memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Negara melalui BUN,
serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada DIA.

Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (Direktorat PSUN) memproses transaksi yang

berhubungan dengan Surat Utang Negara serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada
DIA.

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (Direktorat PPHLN) memproses
transaksi yang berhubungan dengan pinjaman dan hibah luar negeri serta menyampaikan
laporan dan ADK kepada DIA.

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Direktorat PPP) memproses transaksi piutang
jangka pendek maupun piutang jangka panjang yang berasal dari pinjaman ° yang
diteruspinjamkan baik kepada BUMN maupun perusahaan daerah serta menyampaikan laporan
dan ADK kepada DIA.
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g. Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara (Direkiorat PBMKN) memproses
transaksi Barang Milik Negara, Penyertaan Modal Negara dan Investasi Permanen serta
Investasi pemerintah lainnya serta menyampaikan laporan dan ADK kepada DIA.

h. DIA melakukan konsolidasi seluruh laporan keuangan yang diterima dari kanwil, laporan
keuangan dari KPPN pengelola transaksi pengeluaran BLN, dan transaksi penerimaan dan
pengeluaran melalui BUN bersama ADK dari Direktorat PKN serta data neraca dari Direktorat
PSUN, Direktorat PHLN, Direktorat PPP dan Direktorat PBMN untuk penyusunan Laporan
Keuangan Pemenntah Pusat.
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GAMBAR II-1
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Penjelasan Bagan Arus

1.

W N

4l

10.
11.

12.

UAKPA mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke KPPN setiap bulan sebag
bahan rekonsiliasi.

KPPN melakukanrekonsiliasi dengan UAKPA setiap bulan.

KPPN mengirim semua fiter data dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil Ditjen PBN ¢
Bidang AKLAP. ‘

KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim semua file data setiap hari ke DIA.
UAPPA-W/Koordinator Wilayah menyampaikan file data dan laporan keuangan wilayah sece
bulanan ke Kanwil Ditjen PBN c.q. Bidang AKLAP sebagai bahan rekonsiliasi.

Kanwil Ditjen PBN c.q. Bidang AKLAP melaksanakan rekonsiliasi untuk tingkat wilayah deng
UAPPA-W/Koordinator Wilayah setiap triwulan.

Kanwil Ditjen PBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DIA seba;
bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Kementerian Negara/Lembaga menyampalkan file data dan laporan k,eu,angan secara triwulan
ke DIA sebagai bahan rekonsiliasi.

Apabila dlperlukan DIA dapat melakukan rekonsﬂlasx laporan keuangan tingkat eselon I sets
semester.

UPPA melakukan rekonsiliasi data dengan DIA

Direktorat PPHLN, Direktorat PSUN, Direktorat PPP, Direktorat PKN, Direktorat PBM/K
Kementerian BUMN, Kementerxan Negara/Lembdga dan umt terkait lalrmya menyampalkan da
rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Presiden c.q. Menteri Keuangait ¢g. Direktur Jenderal Perbendaharaan meny ampaikan Lapor
Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaik
Presiden.
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PROSES AKUNTANSI

I1.1. KPPN

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dimana salah satu fungsi KPPN adalah melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
anggaran melalui dan dari kas negara. KPPN memproses data transaksi penerimaan dan
pengeluaran, baik anggaran maupun non anggaran.

. Prosedur Akuntansi pada tingkat KPPN:

a. Menerima dan menatausahakan dokumen sumber :
1. Menerima data DIPA, SKO dan dokumen lain vang dipersamakan termasuk revisinya.

2. Menerima dokumen sumber pengeluaran anggaran dan non anggaran berupa SPM, SP2D,
SSPB, Nota Debet, Kiriman Uang (KU)-Keluar, Wesel Pemerintah, Daftar Penguji dan
‘buktl pendukung lainnya.

3. Menerima dokumen sumber penerimaan anggaran dan non anggaran berupa SSP, SSBP,
SSBC, Nota Kredit KU-Masuk dan dokumen pendukung lainnya.

'b.  Melakukan proses; perekaman dokumen sumber, verifikasi, posting dan pelaporan keuangan
untuk transaksi anggaran-dan non anggaran.

Proses perekaman dokumen sumber dilakukan di Seksi Perbendaharaan, Seksi Persepsi, Seksi
Bank/Giro Pos, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansj.

Dokumen sumber yang direkam di Seksi Verifikasi dan Akuntansi adalah estimasi pendapatan
yang dialokasikan (DIPA).

Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerima data dari Seksi Bank dan Giro berupa disket (file)
yang kemudian di-up load dengan menggunakan aplikasi SIK-AK. Kemudian Seksi Verifikasi
dan Akuntansi melakukan verifikasi transaksi kewangan dan akuntansi. Jika dalam proses
verifikasi tersebut ditemukan kesalahan, maka Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengirimkan
kembali kepada Seksi Bank dan Giro. Jika tldak ada kesalahan, maka Seksi Ver1ﬁkas1 dan
Akuntansi melakukan posting data. ’

c. Mencetak laporan keuangart SAKUN dan SAU tingkat KPPN

Setelah pfoses pOst‘ing'data, Seksi Verifikasi dan Akuntansi mencetak Laporan Keuangan
Tingkat KPPN. Jenis laporan yang dihasilkan SAKUN dan SAU, periode dan tujuan
pengiriman untuk tingkat KPPN dapat dilihat pada bab IV.

d. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SAU dengan satuan kerja (UAKPA).
I. Menerima ADK dari satuan kerja(UAKPA) setiap bulan
2. Melakukan up load ADK ke dalam Aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi
3. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data
transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Proses rekonsiliasi dapat dilihat pada Bab 11l
4. Membuat berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi dari KPPN
dan UAKPA.
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Membuat dan mengirimkan ADK, Bukti Jurnal/Daftar Transaksi dan Laporan Keuangan.

1. Membuat laporan dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) berupa laporan
kas dan neraca KUN serta mengirimkan laporan beserta ADK ke Kanwil Ditjers PBN.

2. Membuat laporan dari Sistem Akuntansi Umum (SAU) berupa laporan realisasi ang;
dan neraca serta mengirimkan laporan beserta ADK ke Kanwil Ditjen PBN.

‘3. Membuat bukti jurnal dan “data transak51 (BJ/DT) penenmaan dan pengeluman 1
dikirim ke Kanwil Ditjen PBN.

4, Mengirimkan data SAU dan SAKUN ke Kanwil Ditjeh PBN setiép hafi. Sedangkan
KPPN yang khusus memproses data pengeluaran BLN mengirimkan data SAL
SAKUN ke DIA setiap hari:

IL.2. Kantor Wilayah Ditjen PBN

Kanwil Ditjen PBN sebagai unit vertikal Ditjen PBN yang berada di bawah dan bertan,
jawab langsung kepada Dirjen Perbendaharaan mempunyai salah satu tugas pokok yaitu melaksa
akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah di w11ayah Kanwil Ditjen PBN memb
satu-atau lebih KPPN. : : :

Proses akuntansi pada Kanwil Ditjen PBN diawali dengan diterimanya General Ledger (GL)-
dari . aplikasi KPPN, kemudian diproses untuk menghasilkan laporan tingkat kanwil. Selan
laporan tingkat kanwil direkonsiliasi dengan laporan UAPPA-W. Laporan keuangan yang telah r
proses rekonsiliasi dikirimkan ke Ditjen PBN c.q. DIA setiap bulan.

Prosedur Akuntan51 yang ada di Kanwil Ditjen PBN sebagai berikut;

a.

Kanwil Ditjen PBN. menerima.data akuntansi berupa laporan keuangari.

Kanwil Ditjen PBN menerima data akuntansi berupa laporan keuangan yang disertai denga
dann KPPN dan UAPPA-W. ‘

Melakukan up load ADK-GL yang diterima dari UAPPA-W

Melakukan Rekonsiliasi data SAU dengan data yang diterima dari UAPPA W. Proses reko
dapat dilihat pada bab TIL.

Melaksanakan konsolidasi data akuntansi

Kanwil Ditjen PBN menggabungkan data akuntansi dari selurub KPPN.

Mencetak Laporan Konsolidasi.

Kanwil Ditjen PBN mencetak dan memyverifikasi laporan keuangan konsolidasi tingkat
Jenis laporan yang dihasilkan SAKUN dan SAU, penode dan tuJuan pengiriman untuk
Kanwil dapat dilihat pada'bab [V:

Mengirimkan data akuntansi ke Ditjen PBN c.q. DIA setiap hari. Pengiriman laporan ki
pada akhir periode tahun anggaran ke Ditjen PBN c.q DIA disertai dengan "Pernyataan T:
Jawab” yang ditandatangani oleh kepala kantor wilayah. Bentuk dan format “Pei
Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA KANTOR WILAYAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Pemerintah Kantor Wilayah .......... yang terdiri dari (i)
Laporan Arus Kas (ii) Neraca, (iii) Laporan Realisasi Anggaran dan (iv) Catatan atas
Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami. Laporan ini disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. .

Jakarta,

Kepala Kantor Wilayah
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GAMBAR Ii-2
BAGAN ALUR SiAP KANWIL

KPPN N ..................................... UAKPA

Ditjen PBN  [©

~ - Proses..

Lap Keu
I s
4 DIA

Kéterangan:

- Arus data dan laporan

"""""" >~ rekonsiliasi
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I1.3 Direktorat PKN

1Tt Penzelrlzan Kas Negara mengelola data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN

: wzmior nusat Data transaksi penerimaan dan pengeluaran vang dlkelola oleh
Torzetrrat PN diszmpaikan ke DIA untuk diakuntansikan. : ‘

Z s.menosomiter vang digunakan dalam pemprosesan data di Direktorat PKN adalah
s NPNISP2D Per zhan :

an dokumen pendukungnya.

can perekaman data BUN, yang terdiri dari:

s Perngeiuzran BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN.
* Peremmaan BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN.

‘ e zxuxan penceiakan Laporan Kas Posisi dan Laporan lainnya untuk disampaikan ke DIA
Terszmz SoKumen sumber dan ADKL

3. Sfemaiausanakan Buku Kas.

I1.4. Direktorat PBM/KN
szt PBM KN me:nprmes transaksi Balang Milik Negara, Penyex‘caan Modal Negara dan

DIA
Z women sumber yvang digunakan dalam pemrosesan data di Direktorat PBM/KN adalc™ :
: _arorzn BMN Kementerian Negara /Lembaga ‘ ‘
- Boxiimvenitans BMN
: T:vzm Perveraan Modal Pemerintah
2 Tifzinvestasi lainnya

11.5.Direktorat PPHL‘\ ~ : ~
Z.rextiorzt PPHLN mengelola data transaksi penerimaan pinjaman 1uar negeri dan pendapatan
-:23% Dat2 wransaksi penerimaan pinjaman luar negeri dan pendapatan hibah disampaikan ke DIA
_miix Sizkuntansikan, o '

3\ xmen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di Direktorat PPHLN adalah :
Loan %ureement

\MOU Pinjaman

. Widrawal Approval

NOD.

Ler LD

.‘.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Prosedur Akuntansi :

1., Melakukan perekaman data pinjaman luar negeri dan hibah
2. Mengetak laporan posisi pinjaman.dan hibah
3. Menginmkan laporan posisi pinjaman ke DIA

I1.6. Direktorat PPP ‘
Direktorat PPP memproses transaksi plutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang
berasal dari pinjaman yang diteruspinjamkan baik kepada BUMN maupun perusahaan daerah
menyampaikan laporan dan ADK kepada DIA.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pemprosesan data di Direktorat PPP adalah :
a. Loan Agreement
b. MOU Pinjaman

Prosedur Akuntansi :

1. Melakukan perekaman data pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan ke BUMN dan Pen
2. Mencetak laporan posisi pinjaman yang diteruspinjamkan.

3. Mengirimkan laporan posisi pinjaman yang diteruspinjamkan ke DIA.

I1.7. Direktorat PSUN
Direktorat PSUN memproses (ransaksi yang berhubungan~ dengdn Surat Utang Negara
menyampaikan laporan beserta ADK kepada DIA.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pcmprosésan data di Direktorat PSUN adalah :
s Sertifikat SUN yang sudah diterbitkan dan dijual oleh pemerintah

Prosedur Akuntansi :
1. Melakukan perekaman data SUN
2. Mencetak laporan posisi SUN
- 3. Mengirimkan laporan posisi SUN ke DIA

IL8. Direktorat Informasi dan Akuntansi

DIA merekam data APBN, melaksanakan konsolidasi data  akuntansi dari seluruh Kanwil
PBN serta melakukan verifikasi dan akuntansi data transaksi penerimaan dan pengeluaran
melalui kantor pusat yang diproses oleh Direktorat PKN. Di samping itu untuk keperluan penyt
laporan keuangan DIA juga menerima data dari Direktorat PPHLN, PSUN, PPP, dan PBM/KN,

‘Selanjutnya DIA melakukan proses verifikasi dan akuntansi data yang dltenma dari Direktora
dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Prosedur pemrosesan data akuntansi untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara {8A
dilakukan sebagai berikut:

1. Menerima data kas KPPN dan BUN berupa data realisasi anggaran dan non_ranggare
Direktorat PKN dan Laporan Arus Kas (LAK) dari setiap Kanwil Ditjen PBN

2. Melakukan verifikasi :lan akuntansi atas data yang berasal dari Direktorat PKN
3. Menyusun Konsep LAK KPPN, LAK Wilayah, dan LAK BUN

4. Membandingkan LAK yang diterima dari Kanwil Ditjen PBN dengan LAK yang dih
DIA

10
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5. Menyusun LAK pemerintah pusat

6. Menyusun Neraca KUN.
Prosedur pemprosesan data akuntansi untuk Slstem Akuntan51 Umum (SAU)
1. Melakukan perekaman data APBN.

Direktorat Informasi dan Akuntansi merekam data est1ma51 penerimaan APBN dan apropriasi
‘pengeluaran APBN.

[NS]

. Menerima Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/L.embaga, Neraca Kas
Umum Negara, dan Lapordn dari sumber lain ( Direktorat PPHLN, PPP, PSUN dan PBM/KN)
yang terkait dalam penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. - ~

(O]

.- Melakukan konsolidasi data-Neraca, Laporan Arus Kas maupun Laporan Realisasi Anggaran
- yang berasal dari instansi vertikal Ditjen PBN. :

I

. Melakukan pencetakan Neraca, dan LRA hasil konsolidasian.

wn

. Membandingkan Laporan Realisasi Anggaran SAU dengan Laporan Arus Kas.

=

Melakukan rekonsiliasi LRA dengan cara membandingkan antara LRA yang dihasilkan
kementerian negara/lembaga dengan LRA yang dihasilkan Ditjen PBN. Proses rekonsiliasi
antara UAPA dengan Ditjen PBN dapat dilihat pada Bab 11l

. Menyusun Neraca dan LRA Pemerintah

S

. Membandingkan Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas Pemerintah .

o

Membuat catatan atas laporan keuangan.

-
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PROSEDUR REKONSILIASI

PROSEDUR PROSES REKONSILIASI DI KPPN

>.oT.giin Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman, Daftar Buku Besar d
~2N-CL UAKPA danosawan kerja setiap bulan, kemudian dikirimkan kepada Seksi Verifik:

_,._.

~emZxasi dan Akuntansi melakukan up load ADK-GL UAKPA:
: Menemmi: ADK-GL UAKPA dari Subbagian Umum;

= Melzxuxan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK-GL UAKPA dengan regis
3 an: Apabila terdapat perbedaan antara ADK-GL UAKPA dengan regis

; . maxa ADK-GL UAKPA bersama register dikembalikan ke Subbagian Umu
-miox dixinmkan kembali ke satuan kerja.

. Mlemzsoskan ADK-GL UAKPA ke data base KPPN.

seas Verinixasi dan Akuntansi melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI deng
Tengounaxan apiikast SIA KPPN.

“lenleizx Cenmeneliti laporan rekonsiliasi SAT dan SAU.

=7 aTieterlzpal ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU:

= Apizxiz SAI (UAKPA) yang salah, KPPN mengirimkan Laporan Hasil Rekonsilii
ersedlr ke satuan kerja yang bersangkutan untuk dilakukan péngecekan ke dokum
s.mber vang Kemudian dilakukan proses perbaikan data, posting dan pencetakan Bu
J2ma. «BJ) Data Transaksi (DT). Satuan kerja mengirimkan kembali BJ/DT yang sud
Zizersaixi. ADK dan laporan ke KPPN, untuk dilakukan proses rekonsiliasi dan kemudi
2:T.2IX2n derita acara rekonsiliasi.

= Anz»ia SAU (KPPN) yang salah, KPPN melakukan pengecekan terhadap dokum
-, kemudian mengirimkan dokumen yang salah kepada seksi di KPPN yang terk

sniox drperbaiki dilakukan perekaman ulang, selanjutnya data diposting dan direkonsilia.
ATaTiz Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sesual antara SAI dengan SAU maka dibuatk
temi: zoira vang ditandatangani pihak KPPN dan pihak satuan kerja. Berita acara rekonsili
sin lepotEn Ha\ Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan ke satl
soro Zan L orsatu) rangkap diarsipkan.

. PROSEDUR PROSES REKONSILIASI DI KANWIL

forre: Bizan Umum omenerima Surat Pengantar, Register Pengiriman dan ADK-GL ¢
L APFALN scuap bulan, Kemudian dikirimkan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

NeTeaz 3.lang Axuntansi dan Pelaporan mendisposisikan Surat Pengantar, Register Pengirin
Zin ADN-CL UADPPA-W vang diterima dari Kepala Bagian Umum kepada Kepala Se
Pangllznan Datz Axuntanst (PDA).

sexst PDA meizkukan wp Joad data serta melakukan verifikasi dengan cara menge
se.enghanan Jon edbenaran ADK-GL dengan register pengirimannya.

(3]
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< Arz-.: tezster nr Jsad sudah sama dengan register pengitiman, Seksi PDA memasukkan
AZN T APPASW ke dalam data base Aplikasi Akuntansi Pelaporan. - Apabila terdapat
rerTeliin antarz register up load dengan register pengiriman dari UAPPA-W maka ADK dan
sster pengzimman dikirim kepada Bagian Umum untuk dikembalikan kepada UAPPA-W yang

> 34 meiaxukan rekonsiliasi data SAI dengan data SAU.

x .zroran hastl rekonsilias.

AT lerdapat Netidaxsesualan antara SAU dengan SAT maka:

= Arztiiz SALIUAPPA-W) yang salah

ADN-GL UAPPA-W dikembalikan ke UAPPA-W melalui Bagian Umum.
_'APPA-W selanjutnya mengirimkan data yang salah ke UAKPA yang bersangkutan.
3 T ANPA meakukan perbaikan dengan prosedur berikut:

s MNleiaxukan restore data back up periode yang salah (catatan sebelum melakukan
renginman data ke UAPPA-W harus dilakukan back up data)

. .nemperbalkl data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari UAPPA-W
* Mlelakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA-W

<. UAPPA-W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA

S, _UAPPA-W mengirimkan ADK~GL perbaikan ke Kanwil Ditjen PBN

4 Xanwil Ditjen PBN melakukan proses up load sampai dengan dikeluarkan berita acara
rekonsiiasi.

2ila SAU (Kanwil Ditjen PBN) yang salah:

)

i
iy
[}

~Nanwil Ditjen PBN memberitahukan data yang salah kepada KPPN yang
Sersangkutan.

2. XPPN melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber, memperbaxkx data serta
melaxukan posting ulang.

KPPXN mencetak laporan perbaikan dan melakukan verifikasi.
<. KPPXN mengirim data perbaikan ke Kanwil Ditjen PBN.

3. Kantor Wilayah menerima data perbaikan dan sclanjutnya melakukan proses
rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita acara rekonsiliasi-

1. Apadila laporan hasil rekonsiliasi sudah sesuai antara SAU dengan SAI, maka laporan hasil
rexonsiliasi diserahkan ke Seksi Pelaporan Keuangan untuk dibuatkan berita acara rekonsiliasi.

& Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh pihak Kanwil
Ditien PBN dan pihak UAPPA-W, 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada UAPPA-W
kementerian negara iembaga dan | (satu) rangkap diarsipkan.

¢. PROSEDUR PROSES REKONSILIASI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DENGAN DITJEN PBN C.Q. DIA

t2pan Kemenierian Negara Lembaga (UAPA)

:  Buinan rang digunaken untuk melakukan rekonsiliasi adalah back up data berupa ADK
Lingmenmst Busu Besar UAKPAL
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UAPA mencetak Buku Besar tingkat UAKPA
UAPA mengirimkan buku besar dan ADK ke Ditjen PBN c.q. DIA -

2. Proses Rekonsiliasi pada DIA

Mehghimpun data penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN dan Direktorat PKN;
Menerima buku besar dan ADK dari UAPA,;
Melakukan up load ADK yang diterima dari UAPA;

UAPA bersama-sama dengan DIA melakukan rekonsiliasi Buku besar UAKPA denga
data DIA,

Apabila terjadi perbedaan antara buku besar UAPA dengan data DIA maka:
1. "Apabila UAPA yang salah:

a)

b)

c)

d)
€)

)
h)

UAPA melakukan penelusuran dengan mencetak daftar SPM, SP2D dan SSB
berdasarkan UAKPA sesuai dengan kebutuhan;

Memerintahkan UAKPA melakukan perbaikan, data sesuai dengan prosedi
melélui UAPPA-EI dan UAPPA-W,

UAKPA melakukan perbaikan dengan prosedur berikut:

1. Melakukan restore data back up periode yang salah (catatan sebelu
melakukan pengiriman data ke UAPPA-W harus dilakukan back up data)

2. Memperbaiki ddta yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari UAPPA-W

3.  Melakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA-W

UAPPA-W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA

UAPPA-W mengirimkan ADK-GL perbaikan ke UAPPA-E] dan Kanwil Ditj

PBN :

Kanwil Ditjen PBN melakukan proses up load sampai-dengan dikeluarkan ber

acara rekonsiliasi.

UAPPA-E| menerima, mengkompilasi ADK-GL serta mengirimkan ke UAPA;

UAPA  menerima dan mengkompilasi ADK-GL dari UAPPA-El se
mengirimkannya ke DIA; 4
DIA melakukan up load, rekonsiliasi sampai dengan mencetak Berita Ac

Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi dari UAPA dan DIA

2. Apabila DIA yang salah:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

DIA memberitahukan terdapat’ kesalahan data kepada KPPN melalui Kar
Ditjen PBN; '
KPPN nienelusuri kesalahan tersebut;
KPPN melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur; - -
KPPN mengirimkan data perbaikan ke Kanwil D’itjenQPB#N;‘ o
Kanwil menerima dan mengkompilasi data KPPN dan mengirimkannnya ke D!
DIA menerima dan mengkompiiasi data KPPN yang dikirim oleh Kanwil D
PBN; -

14
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z UAPA melakukan rekonsiliasi, mencetak Berita Acara Rekonsiliasi

. anZ xemudian ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi-dari UAPA dan DIA
JSemletze Bemiz Acara Rekosihiasi yang kemudian ditandatangani oleh petugas

coxt Zzm UAPA dan DIAL
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IV.JENIS. JENIS LAPORAN

1. Laporan-laporan Kas Umum Negara yang dapat dihasilkan secara otomatis dari
komputerisasi adalah sebagai berikut:

A. Laporan KUN tingkat KPPN adalah:

No. Nama Laporan Periode Dikirim ke:
1. | Neraca KUN - KPPN T,S,B J
2. ) Laporan Arus Kas KUN — KPPN T,S,B,M,H J
3. | Neraca Percobaan KUN ~ KPPN T, S, B, M,H J
4, Laporan Penerimaan KUN —~ KPPN T,S,B,MH J
5. Laporan Pengeluaran KUN — KPPN T, S, B, M\H J
6. | Laporan Perubahan dan Posisi Kas - KPPN | T, S, B, M\H J

B. Laporan KUN tingkat Kanwil Ditjen PBN adalah:

No. Nama Laporan Periode Dikinm ke:
1. | Neraca KUN - Kanwi T, S,B K
2. {Laporan Arus Kas KUN — Kanwil T,S,B,MH K
3. | Neraca Percobaan KUN - Kanwil T,S, B, M\H K
4. | Laporan Penerimaan KUN — Kanwil T,S,B,M,H K
S, Laporan Pengeluaran KUN — Kanwil 7,8 B,MH K
6. | Laporan Perubahan dan Posisi Kas - Kanwil | T, S, B, M\,H K

C. Laporan KUN tingkat Direktorat PKN adalah:

No. Nama Laporan Periode Dikirim ke:
1. | Neraca KUN - BUN T,S,B K
2. | Laporan Arus Kas KUN - BUN T,S,B,M,H K
3. | Neraca Percobaan KUN — BUN T, S, B, M\H K
4. | Laporan Penerimaan KUN - BUN * T, S, B, MH
5. Laporan Pengeluaran KUN — BUN *»* 1 T,5,B,MH
6. | Laporan Perubahan dan Posisi Kas — BUN T,.5,B,MH K
D. Laporan KUN di tingkat Ditjen PBN c.q DIA adalah:
No. Nama Laporan Periode Dikirim ke:
1. | Neraca KUN T,8B
2. | Laporan Arus Kas T, S, B, M,H
3. | Neraca Percobaan KUN T,5,B,MH
4, 1 Laporan Penerimaan KUN * T,S,B, M,H
5. | Laporan Pengeluaran KUN ** T,S,B,M,H
6. Laporan Perubahan dan Posisi Kas T,S, B, M,H




= Laporan Penerimaan Non Anggaran

i_’:'f.":. Zergeuarar KUN terdirl dari Laporan Pengeluaran untuk Belanja, Laporan

~g2 .:Tin Pemdiavaan, dan Laporan Pengeluaran Non Anggaran

Jalak sebagal berikut: :

. Jenis-jenis iaporan SAU yang dihasilkan di tingkat KPPN adalah.

N: Nama Laporan Periode Dikiﬁm ke:
Neraca Gabungan Satker T.S J

z Neraca per Satker T,S J

: _aporan Realisast Anggaraﬁ ‘ ‘Tk,‘S ' J

< Laporan Realisasi Pen;iapatan dan Hibah Tr,B 3
menurut Bagian Anggaran menurut BA dan
satker :

s Laporan Realisast Anggaran Pendapatan dan ~Tr,B J
Hibah menurut MAP

2. Laporan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana Tr,B J

- Laporan Realisasi Belanja menurut Bagian Tt,B i
Anggaran

s zporan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tt,B J

< Laporan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana TrB J
dzn Kegatan o c

3 Laporan Pengembalian Pendapatan berdasakan Tr,B 3

MAP ‘ '
Laporan Pengembalian Pendapatan berdasakan Tr,B J
BA dan Satker

22 Laporan Pengembalian Belanja menurut Sumber Tr,B J

’ Dana S

:3. [ Laporan Pengembalian menurut Bagian _Tr,B g
Anggaran ‘

14 Laporan Pengembalian menurut Jenis Belanja Tr,B J

15 Laporan Pengembalian menurut Sumber Dana Tr,B I
dan kegiatan '
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. Jenis-jenis laporan SAU yang dihasilkan di tingkat Kanwil Ditjen PBN adalah

Dikirim ke:

Nama Laporan Periode

L. Neraca Gabungan Satker T8 K

2. Neraca per Satker T,S K

3. Laporan Realisasi Anggaran T,S K

4, Laporan Realisasi Pendapatan dan Hibah Tr,B K
Menurut Baglan Anggaran menurut BA dan
satker

5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Tr,B K

' Hibah menurut MAP

6. Laporan Realisasi Belanja menurut Sumber Tr,B K
Dana/Fungsi/Sub Fungsi/Program

7. Laporan Realisasi Belanja menurut Bagian Te,B K
Anggaran/Eselon I/Satker

8. Laporan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja " Tr, K

9. Laporan Realisasi Belanja menurut Sumber Tr,B K
Dana/Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan -

10. | Laporan Realisasi Belanja menurut Kegiatan T,B - K

11. Laporan Realisasi Belanja menurut KPPN/ Tr,B K
Bagian Anggaran/Satker

12. 1 Laporan Realisasi Belanja menurut KPP\I/MAK Tr,B K

13. Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
melalui KPPN dap. Bendahara Umum Negara - T ‘

14. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekomentras1 Tr,B K

f melalui KPPN ‘

15. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
melalui BUN

16. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
Per Kanwil ' BT

17. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
Per Wilayah o

18. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentras: Tr,B K-
Per BA dan Wilayah '

19. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut SD/F/SE/P

20. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut BA/ES1/Satker

21, Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut Jenis Belanja

22. | Laporan Realisasi Belanjg Dekonsentrast Tr,B K

menurut SD/F/SEF/P/KK
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23. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut Kegiatan

24, Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut KPPN/BA/Satker

25. Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut KPPN/MAK

27. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui KPPN dan Bendahara Umum Negara

28. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui KPPN ‘

29. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui Bendahara Umum Negara ;

30. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
Per Kanwil _

31. { Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
Per Wilayah ' ,

32. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
Per BA dan Wilayah

33. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut SD/F/SF/P

34. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut BA/ES1/Satker :

35. | Laporan Realisast Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut Jenis Belanja

36. |Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut SD/F/SF/P/KK ,

37. Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut Kegiatan

38. | LaporariRealisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut KPPN/BA/Satker

39. | Laporan Realisasi:Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut KPPN/MAK

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

No Nama Laporan Periode Dikirim ke:

1. Neraca Pemerintah Pusat T,S K

2. Neraca per Bagian Anggaran T,5 K

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Tr,B K
Hibah menurut Jenis Kewenangan

4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Tr,B K
Hibah menurut Bagian Anggaran

5. Laporan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana Tr,B K

6. Laporan Realisasi Belanja menurut Fungsi/Sub Tr,B K
Fungsi/Program
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7. Laporan Realisasi Belanja menurut Bagian Tr,B K
Anggaran/Eselon . o
8. Laporan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tr,B K
9. Laporan Realisasi Belanja menurut Belanja Tr,B K
Daerah
10. | Laporan Realisasi BelanJa menurut Baglan Tr,B K
Anggaran/Kegiatan o
11. Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi - Tr,B K
menurut Fungsi/Sub Fungsi/Program , i
12. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
| menurut Bagian Anggaran/Eselon I :
13. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B - K
menurut Jenis Belanja ‘ :
14. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi T1,B K
, Per Kanwil
15. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
Per Wilayah ‘
16. | Laporan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Tr,B K
Per BA dan Wilayah -
17. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut SD/F/SF/P ] :
18. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi - Tr,B K
menurut Jenis Belanja ' L
19. | Laporan Realisast Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut SD/F/SE/P/KK 3 -
20. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K-
menurut Kegiatan : )
21. | Laporan Realisasi Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut KPPN/BA/Satker : T
22. Laporan Realisast Belanja Dekonsentra51 Tr,B * K-
menurut KPPN/MAK '
23. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui KPPN dan Bendahara Umum Negara
24. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui KPPN
25. | Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
melalui Bendahara Umum Negara
26. | Laporan Reahsam Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K .
Per Kanwil
27. Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,.B K
Per Wilayah
28. Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
Per BA dan Wilayah
29.  }-Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut Jenis Belaija
30. | Laporan-Realisast Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K
menurut SD/F/SF/P/KK
31 Laporan Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr,B K

menurut Kegiatan
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N Lzrorin Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Tr.B K
? < KPPN BA Satker
R = Realisasi Beianja Tugas Pembantuan Tr,B K
! ': I\;DPN MAK :
|32 1gembanan Pendapatan dan Hibah Tr,B K
i : .' enis Kewenangan ‘
N oo 3e:gembaﬁan Pendapatan dan Hibah Tr,B K
! menunt Bagian Anggaran ,
| 2% _zporzn Pengembalian Belanja menurut Sumber Tr,B - K
Lo “vlbahan Belanja menurut Tr,B K
3 ngsi-Program , '
R embahan Belanja menurut Bagian Tr,B K
l Eselon I :
§ - embalian Belanja menurut Jenis Tr,B K
t - Pengembalian Belanja menurut Belanja Tr,B K
i
e _zporan Pengembalian Belanja menurut Bagian Tr,B K
Anggaran Kegiatan )
‘ <2 Lzporan Pengembalian Belanja Dana Tr,B K
| Dexonsentras! menurut Fungsi/Sub
! ~ungsi Program
< L zporan Pengembalian Belanja Dana Tr,B K
Oekonsentrasi menurut BA/E]
e Lzporan Pengembalian Belanja Dana Tr.B K
! Dekensentrasi menurut Jenis Belanja
i3 I 2noran Pengembalian Belanja Dana Tr,B K
De wonsentrasi Per Kanwil
<- Laporan Pengembalian Belanja Dana Tr,B K
Dekonsentrasi Per Wilayah
(<7 .aporan Pengembalian Belanja Dana Tr,B K
Dexorsenirast Per BA dan Wilayah
<s Laporzr Pengembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut SD F SEP
< Laporan Pergembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
: Jenis Belanja
: zn Pengembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
wrut SD F SF'P/KK
N Laperan Pengembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut Kegiatan
s Lapoxan Pengembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
! enurut KPPN BA Satker
R Laporan Pengembalian Belanja Dekonsentrasi Tr,B K
menurut KPPN MAK
IL Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
P wbantuan melalul KPPN dan Bendahara
Cmum Negara
i3 Lancran Pengerbalian Belanja Tugas Tr,B K

Pembanuan me.aivi KPPN

1)
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56. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan melalui Bendahara Umum Negara ' ‘
57. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan Per Kanwil ;
58. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan Per Wilayah
59. . | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
‘ Pembantuan Per BA dan Wilayahi
60. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan menurut SD/F/SF/P
6]. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan menurut Jenis Belanja
62. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan menurut SD/F/SF/P/KK
63. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan menurut Kegiatan
64. | Laporan Pengembalian Belanja Tugas Tr,B K
Pembantuan menurut KPPN/BA/Satker
65.! | Laporan Pengembalian Belanja Tugas - Tr,B K
Pembantuan menurut KPPN/MAK -
66 Laporan Realisasi Pembiayaan melalui BUN B K
67 Laporan Realisasi Pembiayaan melalui KPPN B K
Keterangan:
T. Tahunan
S. Semester J. KANWIL
Tr. Triwulanan K. DITJEN PBN
B. Bulanan
M. Mingguan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya; IUSUF ANWAR
Kepala Biro Umum

Kepal

u.b.
a Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito
NIP 060041898
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SISTEM AKUNTANST INSTANSI (SAI)

GAMBARAN UMUM

S sem Akuniznsi Instansi (SAI) dilaksanakan. oleh. kementerian negara/lembaga yang
el sansi xeuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi
_ 7 Asenianss Newangan (SA-UAK) dan Sisterh Akuntansi Unit Akuntansi Barang (SA-BMN).

s

Lo AN terdim dan: :

tste AXumiansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA); _

. Axunzansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W);
~ioumtznsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguita’Anggaran (SA-UAPPA-EY; dan

Wy tf. L S

z stem Axcntanst Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA:UAPA).
> A-3BNN terdir damn: -
= >stem Axuntanst Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB);
= S:stemt Axunianst Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W);
- sisiem Akuntanst Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (SA-UAPPB-EI); dan

-s7em Akuntansi Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB).

_niux melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi
ses.z Zengan hirarki organisasi. Unit akuptansi instansi terdiri dari unit akuntansi keuangan
AN dan umit akuntansi barang (UAB).

_rit akuntansi keuangan, terdin dari :

. Ut Akumansi Pengguna Anggaran. (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian
megara lembaga; T ' '
> Ut Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (WAPPA-E1) vang berada pada tingkat Eselon

. it Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat
wi.avah; dan

2 _nr Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja.
Unit akuntanst barang, terdiri dari :

m1t Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian

ncgara lembaga;

= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1.

¢ Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat
wiiavah; dan

2 Unit Akuntanst Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja.

?z2z tngkat wilavah kementerian negara/lembaga, dapat menunjuk satuan kerja scbagal

«:ordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi

menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga
- UAPPA-W UAPPB-W sesuai struktur kementerian negara/lembaga.
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'GAMBAR I1I-1

KERANGKA UMUM SAI

" KPPN

s

BA- 62,69

i ‘lBA-GZ,SQ

coe

BA-62,69

. UAPPB-EL

-

1
\ 4

> | ‘Ditjen PBN:

 UAPPA-EL

DitPA

- BA+62,69

N

s, ] uara

o= . . DB CENTER ‘_'-—-——
< BA-62,69

Keterangan :

- DITIEN PBN .
" (Dit.JA) -

“l Ditjen PBN

 KANWIL

APPL CENTER

Lap BMN

»  (Dit PBMKN)

DITJEN PBN =

arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

arus LPJ APP
rekonsiliasi data

pencocokan laporan BMN dengan laporah keuangan

arus data laporan APP

o~
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I PEL APORAN

¢ 1nstansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas
ual dengan tingkat organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan

< ggunJa\xaban peiaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik

somigi gnuial ;'\'-_-nzansi maupynr- bntitay- pelaporin: Laporan Kewangan kementerian

Tegirzzmozzzayang dth :“kan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari:

= L.:;J'.m Reaucaﬂ Anggaran

:rvcam Rezliszsi Angearan menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang

~—:<ngz-miasing ¢ihandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Veraca

Nerziz enggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansl dan entitas pelaporan

keuayban ekuitas dana per tanggal tertentu.

o C.ztatan atas Laporan Kéuangan B

) Laporan Keuangan- meliputi penJeIasan daftar rmc1, dan analisis atas nilai suatu

n dalam Laporan Realisasi Anggédran dan Neraca.

Ty

\

e ™

Nementeran negara lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan,
seimoing owztih menvusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib
TeToson Laporan Rea‘15351 Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah.

szs Dana Dekonsentrasi dan Tugds Pembantuan yang dilimpahkan/dialokasikan oleh
wooniman negara lembaga kepada pemermtah daerah, laporan, keuangannya merupakan satu
-erpisan dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
suniznsi dan laporan Keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di
xuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sister akunmiansi unit
:ncar (SA-UAK) dan sistem akuntansf unit akuntan51 barang (SA-UAB) yang

tad
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GAMBAR I11-2

MEKANISME PELAPORAN SAIL

, .“"A,i:(':"lxf

BA-62,69

2

L <

>«

BA- 62,69
Data UAPPA-W 52 )
: = -~ KANWIL
P‘ I ~:Ditjen
- PBN
LP) s12
" Ditjen BN |13
™| pitpa ¢ [———
7a s
| ' ; . NERACA,
, BA-62,69] - 14 V hﬁ:&:‘ A
52
15
LRA dan y
- S Y NERACA| prryew peN
: B e . Dit. IA) |«
UAPB" i P UAPA (=i ArSPLICENT)ER
e ::::::><= DB CENTER ‘_—--—-
bt _ BA-62,69
Sa ?
|12
DITJEN PBN
P (Dit PBMKN) - -
Lap BMN

Ceterangan :

arus data dan laperan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

arus LPJ APP
rekonsiliasi data

pencocokan laporan BMN dengan laporan kenangan
arus datalaporan APP

$a
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Flasan Flowchart
L AKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagal bahan penyusunan neraca.
AKPB menyampaikan secara semesteran ke UAPPB- WfUAPPb El berupa file data transaksi
EMN dan Laporan BMN untuk digabungkan.
#AKPA menyampaikan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 buTan berikutnya ke KPPN
: rupa ADK, LRA dan neraca termasuk file data transaksi pembiayaan dan perhitungan. UAKPA
felakukan rekonsiliasi data tersebut di atas dengan data di KPPN termasuk data transaksi
mbiayaan dan perhitungan.
KPA menyampaikan secara bulanan ke UAPPA-W/ UAPPA-E1 bagi yang tidak memiliki
PPA-W berupa file data, LRA dan neraca terrnasuk ﬁle data transaksi pembiayaan dan
hltungan untuk digabungkan.
: PN mengirim semua file data termasuk file data transaksi pembiayaan dan perhltungan setiap
an ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidarig AKLAP. o

FAPPB-W melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA- W
;J‘ PPB-W menyampaikan' file data dan laporan BMN ke UAPPB- El untuk digabungkan di
hokat eselon 1.
PPA-W menyampaikan file data dan laporan keuangan wilayah secara bulanan ke Kanwil
Bitien PBN cq. Bidang AKLAP dan melaksanakan rekonsiliasi untuk tingkat wilayah setiap
lan.
PAPPA-W menyampaikan file data, LRA, dan neraca termasuk file data transaksi pembiayaan
P perhitungan secara bulanan ke UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat-eselon 1.
BAPPB-E1 melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1.
,f" PPB-El menyampaikan file data dan laporan BMN ke UAPB untuk dlgabungkan di tmgkat
Menterian negara/lembaga.
\PPA-E] menyampaikan file data dan laporan keuangan termasuk ’mle data transaksi
embiayaan dan perhitungan secara bulanan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan
Puangan tingkat kementerian negara/lembaga.
wbila diperiukan UAPPA-EI dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I
igan data di Ditjen PBN cq~Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester.
mwil Ditjen PBN mengirim file data termasuk data transaksi pembiayaan dan:perhitungan ke
sat data base yang berada di- Ditjen .PBN' cq. DIA sebagal bahan rek0n5111a51 dengan
menterian negara/lembaga di tingkat pusat. .
B melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA secafd semesteran dalam rangka
unan neraca tingkat kementerian negara/lembaga.
menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembapa ke D1tJen PBN caq.
BM/KN. ‘
‘ A melakukan rekonsiliasi dengan DIA setiap semester.
FAPA menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. termasuk  transaksi
nbiayaan dan perhitungan ke DltJen PBN c.q. DIA dalam rangka penyusunan laporan keuangan
erintah Pusat,
it PBM/KN Ditjen PBN menyampaikan lap01an BMN Pemerintah Pusat ke DIA sebagax bahan
gnyusunan neraca Pemerintah Pusat.
"% usus dana pembiayaan dan perhitungan :
© UAKPA wajib menyampaikan laporan dilampiri bukti-bukti ke Ditjen. PB\I cq. Dit.
Pelaksanaan Anggaran secara bulanan
Kanwil Ditjen PBN menyampaikan secara bulanan file data belanja anggaran pembiayaan dan
¥ perhitungan (APP) yang ditcrima dari KPPN, ke Ditjen PBN c.q. Dit PA.

1
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14. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen
Perbendaharaan c.q. DIA dan Dit.PA yang. bertmdak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan.

15. Direktorat PA menyampaikan LRA has11 penggabungan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
ke Ditjen Perbendaharaa.n c.q. DIA

II1.Pelaksanaan SAI

3.1

3.2.

Dokumen Sumber o
Dokumen sumber yang digunakan di tingkat satuan kerja adalah :
a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari : R
o Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: (DIPA -PNBP, tidak termasuk estimasi
Pengembalian Belanja dan Pembetulan Pembukuan); -
¢ Realisasi Pendapatan: SSBP, SSP, SSBC, dokumen lain yang d1persamakan
b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dan
¢ Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dckumen lain yang dipersamakan;
e Realisasi Pengeluaran : SPM dan SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan.
c. Dokumen Piutang
d. Dokumen Persediaan
e. Dokumen Konstruksi dalam Pengeuadn -
f. Dokumen lainnya.
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebaga1
berikut: :
a. Tingkat UAKPA

Kegiatan Harlan/Bulanan/Trlwulanan/Semesteran
e Menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan:ADK BMN

¢ Merekam dokumen sumber. Apabila aplikasi tersebut terintegrasi, tidak perlu
dilakukan perekaman SPM/SP2D dan DIPA

¢ Mencetak dan memverifikasi RTH :

e Melakukan posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar'
» Mencetak dan memverifikasi buku besar

e Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN

» Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN, membuat Berita Acara Rekonsiliasi
dan melakukan perbaikan data jika dipertukan.

e Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya ke
UAPPA-W/UAPPA-E! beserta ADK sesuai jadwal penyampaian

e Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-
W/UAPPA-E1 setiap semester

e Melakukan back up data

UAKPA melakukan pemprosesan data mulai dgri perekaman dokumen sumber, baik

penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kemudian melakukan proses posting untuk
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.
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LRA, Neraca, dan ADK disampaikan UAKPA kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal
7 bulan berikutnya sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah batas
waktu penyampaian laporan keuangan ke KPPN, UAKPA menyampaikan laporan keuangan yang
telah direkonsiliasi ke UAPPA-W/UAPPA-E] beserta ADK dan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. Tingkat UAPPA-W

Kegiatan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

e Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima ‘dari
UAKPA setiap bulan

¢ Menggabungkan data laporan keuangan
e Melakukan rekonsiliasi internal antara UAPPA-W dengan UAPPB W

e Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Dltjen PBN sebagai bahan
rekonsilasi

¢ Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN, membuat Berita Acara
Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika diperlukan

* Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya ke
UAPPA-E] beserta ADK sesuai jadwal penyampaian -

¢ Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. dan menyampaikan ke UAPPA-E1
setiap semester

e Melakukan back up data.

Pada tingkat wilayah, UAPPA-W melakukan penggabungan data yang diterima dari satuan
kerja di bawahnya. UAPPA-W menyampaikan L.RA, Neraca, beserta ADK ke Kanwil Ditjen PBN
setempat setiap tanggal 17 bulan berikutnya sebagai bahan pembanding, dan setiap tanggal 17
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan rekonsiliasi data. Selanjutnya,
Kanwil Ditjen PBN merekonsiliasi data dari UAPPA-W dengan data yang diterima dari KPPN
setiap triwulan,

UAPPA-W menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan yang telah dlrekon5111a51 kepada
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-E1) selambatnya tanggal 20
bulan berikutnya. Jadwal penyampaian laporan dan jenis laporan yang disampaikan akan diatur
. dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan. :

.¢. Tingkat UAPPA-E1

Kegiatan Triwulanan/Semesteran

e Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W
setiap triwulan, termasuk Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

¢ Menggabungkan data laporan keuangan .

¢ Melakukan rekonsiliasi internal antara JAPPA-E1 dengan UAPPB-E|

e Menyampaikan data laporan keuangan ke Ditjen PBN cq DIA sebagai bahan
rekonsiliasi

e Melakukan rekonsiliasi data  dengan Ditjen PBN c.q. DIA, dan melakukan
perbaikkan data jika diperlukan

* Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran; dan me’nyampaakannya ke
UAPA beserta ADK sesuai jadwal penyampaian

¢ Menyusun Catatan atas Lapcran Keuangan dan menyampalkan ke UAPA setiap

-
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semester
e Melakukan back up data.

Pada tingkat eselon 1, UAPPA-El melakukan penggabungan data yang diterima dari
UAPPA-W/UAKPA pusat yang berada di lingkup kerjanya, dan dapat melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 dengan Ditjen PBN cq. DIA jika diperlukan setiap semester.

Selanjutnya UAPPA-E1 menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada UAPA
selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya. Jadwal penyampaian laporan dan jenis laporan
yang disampaikan akan diatur dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

4. Tingkat UAPA

Kegiatan Triwulanan/Semesteran

s Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang d1ter1ma dari UAPPA-E]
setiap triwulan. ‘

* Menggabungkan data laporan keuangan

o Melakukan rekonsiliasi internal antara UAPA dengan UAPB

e Melakukan rekonsiliasi data dengan DIA setiap semester, dan membuat Berita
Acara Rekonsiliasi: :

e Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. =

¢ Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

¢ Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SOR)

¢ Menyampaikan laporan keuangan beserta ADK ke Ditjen PBN c.q. DIA

e Melakukan back up data.

Pada tingkat kantor pusat instansi, UA.PA melakukan penggabungan data yang diterima
dari UAPPA-El yang berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan
Keuangan tersebut kepada Ditjen PBN cq DIA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
pemerintah pusat. Kementerian negara/lembaga melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN
cq. DIA berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Ditjen PBN dan transaksi pusat. Laporan
Keuangan kementerian negara/lembaga yang telah direkonsiliasi tersebut akan direviu oleh aparat
pengawasan intern kémenterian negara/lembaga. =

Apabila kementerian negara/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Sekretaris

Jenderal/yang setingkat menunjuk seorang atau beberapa orang pejabat di luar biro/bidang
keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga (termasuk Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan) dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang
digunakan oleh kementerlan negara/lembaga Ha511 rev1u d1tuangkan dalam Pemyataan Telah
Direviu. :
Laporan Keuangan kementerian negalaflembaga semesteran disampaikan kepada Menteri
Kevangan c.q Dirjen Perbendaharaan selambat-lambatnya 11 “(satu) bulan setelah semester
berakhir. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan disampaikan selambar-lambatnya 2 (dua) setelah
tahun anggaran berakhir. Khusus LRA disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan
¢.q. Direktur Informasi dan Akuntansi. Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan
Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab
(Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri /Pimpinan-Lembaga.

Laporan Realisasi,  Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah disampaikan secara terpisah, dis€rtai dengan

g -
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Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani 0léh'a'parat pangawas intern dan Pemyataan
Tanggung Jawab (Statement of Responszbzlzry) yang dltandatanqam oleh Menteri /Ketua
Lembaga/Kepala Daerah.

Bagi kementerian negara/lembaga yang memiliki entitas Badan Layanan Umum, Laporan
 Keuangan kementerian ‘negara/lembaga tahunan dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan
‘ Umum yang berada di bawah pengawasan kementerian negara/lembaga Tatd ‘cara penyusunan
¢ laporan keuangan BLU akan diatur tersendiri -dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN,

E Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintat pusat melalui kementerian
negara/lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah! Dana Dekonsentrasi merupakan dana
lvang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang
Imencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
bermasuk dana yang dialokasikan untuk imstansi vertikal pusat di ‘daérah. Dana Dekonsentrasi
'merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yarg ‘dialokasikan berdasarkan
frencana  kerja kementerian negara/lembaga dan dllaksanakan oleh -SKPD yang ditetapkan
EGubernur.
Dalam pelaksanaan ‘dekonsenirasi, Gubernur Wa_]lb mengusulkan daftar SKPD yang
emendapatkan alokasi dana dekonsentrasi kepada kementerian negara/lembaga yang memberikan
alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai- Kuasa Penggufia Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
Apablla Gubernur tidak menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian negaraflembaga dapat
Fmeninjau kembali pengalokasian dana dekonsentrasi.
1 Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi, berdasarkan usulan
tdari Gubernur, kementerian negara/lembaga -menetapkan SKPD sebagai - UAKPAAJAKPB
I Dekonsentrasi, dan Pemerintah Provinsi sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi.
iPenanggung jawab UAKPATUAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD yang menerima dana
'dekonsentrasi, sedangkan penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah
§Gubernur. Selanjutnya, pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan:Dekonsentrasi dilakukan
fsccara terpisah dari pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dan APBD.
{SKPD  mempertanggungjawaban pelaksanaan: Dana Dekonsentrasi képada kementerian
fegara/lembaga melalui Gubernur. Pertanggungjawaban .pelaksanaan dimaksud berupa Laporan
} euangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
pleraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. '

Dokumen sumber yang digunakan di tingkat SKPD, adalah:
Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dlpersamakan
Realisasi Pengeluaran ; SPM/SP2D;
Realisasi Penerimaan : SSBP,

iDana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
fdacrah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
Pbembantuan. Dana Tugas "Pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian
Inegara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian negara/lembaga dan
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dilaksanakan oleh SKPD yang dltetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, Tugas
Pembantuan adalah penugasan pemerintgh kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, dengan
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam pelaksanaan Tugas Rembantuan, Kepala Daerah wajib mengusulkan daftar SKPD
yang mendapatkan alokasi- dana Tugas Pembantuan kepada. kementerian negara/lembaga yang
memberikan alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan usulan daftar SKPD, kementeuan
negara/lembaga dapat meninjau kembali pengalokasian Dana Pugas Pembantuan.’

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana tugas pembantuan, beldasarkan
usulan dari Kepala Daerah, Kementerian negara/lembaga menetapkan SKPD sebagai
UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota atau Pemerintah
Kabupaten .  sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan. Penanggung jawab
UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan  adalah - Kepala - SKPD . yang menerima dana tugas
pembantuan, sedangkan penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas ‘Pembantuan adalah
Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Selanjutnya, pelaporan keuangan/barang atas
pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan. terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam
pelaksanaan Dekonsentrasi dan APBD. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas
Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala Daerah. Pertanggungjawaban
pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri
dar1 Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen sumber yang,digunakan di tingkat SKPD, adalah:

» Alokasi Anggaran:DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan;
e Realisasi Pengeluaran SPM/SP2D; - ~
e Realisasi Penerimaan : SSBP.

4.3. Prosedur Pé’nyusunan Liaporan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan
Tahapan perekaman dokumen sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
a, Tingkat SKPD/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Kegiatan Harian/Bulanan/Triwulanan/Semesteran

o Menerima dan memverifikasi dokumen sumber

o Merekam dokumen sumber. Apabila aplikasi tersebut terintegrasi, tidak perlu
dilakukan perekaman SPM/SP2D dan DIPA

o Mencetak dan memverifikasi RTH

o Melakukan posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar

o mencetak dan memverifikasi buku besar

¢ mencetak dan mengirim laporan keuangan ke KPPN

¢ Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN, dan melakukan perbaikan data jika
diperlukan

¢ Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menya1npa1kannya ke
UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPA-El beserta ADK
sesuai jadwal penyampaian

e Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 'dan menyampaikan ke UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPA El setiap semester '

¢ Metakukan back up data.
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Satuan kerja perangkat dacrah (SKPD) melakukan pemprosesan data mulai dari perekaman
‘dokumen sumber, baik penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kemudian melakukan proses
postmg untuk menghas1]kan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

LRA, Neraca, dan ADK disampaikan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan kepada
KPPN selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya sebagai bahan- rekonsiliasi data dan
:pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selambat-
lambatnya 5 hari setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan ke KPPN (tanggal 12),
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan laporan keuangan yang telah
direkonsiliasi ke UAPPA-W dan ke UAPPA-El kementerian negara /lembaga
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan beserta ADK-nya.

h. Tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Kegiatan Bulanan/Triwulanan/Semésteran

o Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap bulan

e Menggabungkan data laporan keuangan -

e Melakukan rekonsiliasi internal antara UAPPA-W Dekonsentras1/Tugas
Pembantuan dengan UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

e Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN sebagai bahan
rekonsiliasi

o Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN, dan melakukan
perbaikan data jika diperlukan

e Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampalkannya ke
UAPPA-EI sesuai jadwal penyampaian

e Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-EI
setiap semester -

e Melakukan back up data.

1 Pada tingkat wilayah, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan
fpenggabungan data yang diterima dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di
bawahnya, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan LRA, Neraca, beserta
DK bulanan kepada Kanwil Ditjen PBN setempat selambat-lambatnya tanggal 17 bulan
Berikutnya sebagai bahan  pembanding. UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
fnenyampaikan LRA, dan Neraca triwulanan kepada Kanwil Ditjen PBN setempat selambat-
fambatnya tanggal 17 setelah berakhirnya triwulan sebagai bahan rekonsiliasi data. Kanwil Ditjen
BN akan merekonsiliasi data dari UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas dengan data yang diterima
Blari KPPN. UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan Keuangan
iang telah direkonsiliasi kepada UAPPA-El pada kementerian negara/lembaga vang
inengalokasikan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
en'kutnya. Jadwal penyampaian laporan dan jenis laporan yang disampaikan akan diatur dengan
;eraturan Dirjen Perbendaharaan.
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c. Tingkat Eselon-1

Pada tingkat eselon 1, UAPPA-E] pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan
Dana Dekonsentrasi/Tugas ,Pembantuan melakukan penggabungan data yang diterima dari
UAKPA/SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan bersama UAPPA-W lainnya yang berada di
lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran (UAPA) setiap tanggal 25 bulan berikutnya,

V. SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila Kuasa Pengguna Anggaran tidak
menyampaikan Laporan Keuangan tersebut, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.

Penundaan penerbitan SP2D dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, SPM-LS, dan SPM
Pengembalian (SPM-IB, SPM-KP, SPM-KC). Penundaan penerbitan SP2D juga tidak
menggugurkan kewajiban satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, untuk menyampaikan laporan
keuangan. Pemberian sanksi didasarkan pada penerbitan Surat Permgatan atas keterlambatan
penyampaian laporan keuangan.

Prosedur Surat Peririgatan .

1. Laporan keuangan bulanan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) harus
diterima di KPPN selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

2. Jika sampai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima oleh KPPN, maka KPPN akan
menerbitkan Surat Peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

3. Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan, satuan kerja tidak
mengirimkan laporan keuangan bulanan maka KPPN akan memberikan sanksi berupa
pengembalian SPM yang diajukan oleh satuan kerja.

4. Sanksi pada point ke-3 tidak berlaku untuk SPM Belanja Pegawai, SPM LS, dan SPM
Kembiali.
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GAMBARIII-3 -~ ..
KERANGKA UMUM DEKONSENTRASI

UAPA/
UAPB

ADK & LAP

a UAPPA-El/
UAPPB-E!}

LAP

UAPPA-W/
UAPPB-W
DEKON

A

ADK & LAP

UAKPA/ UAKPA/ UAKPA/
UAKPB UAKPB UAKPB
DEKON DERON DEKON
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GAMBAR III-4
KERANGKA UMUM DANA TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/
UAPB

A

ADK & LAP
UAPPA-E!/

UAPPB-El

LAP T

UAPPA-W/
UAPPB-W
TP

ADK & LAP

UAKPA/ UAKPA/ UAKPA/
UAKPB TP UAKPB TP UAKPB TP
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.Jenis-Jenis Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara otomatis dari proses komputerisasi
SAT adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Tingkat Satuan Kerja <
Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran adalah:

No. Nama Laporan ) ; Dikirim
Ke
Laporan Realisasi Anggaran Belanja ™~ - LEM

1.1 Belanja Satuan Kerja
melalui KPPN dan BUN
Laporan Realisasi Anggaran Belanja LEM
2. | Belanja Satuan Kerja
melalui KPPN :
Laporan Realisasi Anggaran Belanja LE,M
3. | Belanja Satuan Kerja
melalui BUN :
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja LF,M
4.| Pengembalian Belanja Satuan Kerja
melalui KPPN dan BUN ;
; Laporan Realisasi Pengembalian Belanja T ILFEM
S.| Pengembalian Belanja Satuan Kerja
melalui KPPN
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja g LE M
6. | Pengembalian Belanja Satuan Kerja
melalui BUN ..
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hlbah LEM
7. | Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja :
meldlui KPPN dan BUN :
Laporan Realisasi Anggaran Pendapataﬁ T\Tegara dan Hibah LFM.
8. Pendapatan Negara dan Hibah Satuart Kerja ol '
meldlut KPPN
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah | [F,M
- 9.| Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja :
melalui BUN : ' 4
Laporan Realisasi Anggaran Pengembahan Pendapatan dan'| [ F, M
Hibah
Pengembalian Pendapatan dan Hlbah Satuan Kerja
melalui KPKN dan BUN :
Laporan Realisasi Anggaran Pengemballan Pendapatan dan | I, F, M
Hibah
Pengembalian Pendapatan dan H1bah Satuan Kerja
melalui KPKN :
Laporan Realisasi Anggaran Penszembahan Pendapatan dan LF,M
12| Hibah ‘
Pengembalian Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja
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melalut BUN o I ~ N
13.] Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja LEM
14.{ Neraca Satuan Kerja LE.M
[5.| Neraca Percobaan LLF.M A

2. Pelaporan Tingkat Wilayah

Lapbran yang dihasilkan oleh Unit vAkuntar‘isi Pembantu Pen

adalah

gguna Anggaran - Wilay

No.

Nama Laporan

‘DikKirim
- Ke

1.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

menurut Eselon I

Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN

T,G.M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melaiui KPPN
menurut Eselon |

LG M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui BUN
menurut Eselon |

J,G,M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
menurut jenis Satuan Kerja

TG M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

LGM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui BUN -~
menurut Jenis Satuan Kerja

TG M

Laporan Realisasi Anggaran Belanj'a

| Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN

menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja

TG M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Eselon [ dan Jenis, Satuan Kerja

J,G,M

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui BUN ]
menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja

G M

10,

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

TG M

1L

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

L,GM

S 12,

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui BUN

menurut Sumber Dana dan Kegiatan

I, G, M
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13.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja -
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
menurut Eselon I

J,G,M

14.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Eselon [

5,G,M

15.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui BUN
menurut Eselon 1

ILG,M

16.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalm KPPN dan BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

J,G,M

17.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

5,G,M

18.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

J,G,M

19,

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

LG M

20.

Laporan Realisast Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Sumber Dana dan Kegiatafi

,G,M

| Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja Wilayah melalui BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

I,G,M

J Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja

LG M

23.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui KPPN
menurut Eselon [ dan Jenis Satuan Kerja

I, G, M

24,

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Wilayah melalui BUN
menurut Eselon [ dan Jenis Satuan Kerja

7,G, M

25.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah

melalui KPPN dan BUN

menurut Eselon I

L,GM

26.] Laporan Realisast Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah '

Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui KPPN
menurut Eselon [

J,G,M

27.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui BUN
menurut Eselon I

LG, M

28.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara.dan Hibah Wilayah
melalui KPPN dan BUN

5, G,M
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menurut Jenis Satuan Kerja

Negara dan Hibah

29.| Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah | J, G, M
-Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalu1 KPPN ' :
menurut Jenis Satuan Kerja
30.| Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah {J,G,M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui BUN ‘
menurut Jenis Satuan Kerja ,
31.] Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah™ [J, G, M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah
melalui KPPN dan BUN
menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja
32.} Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah |J, G, M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui KPPN
© | menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja
33.) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah |J, G, M
- | Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui BUN
menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja
34 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara.-dan Hibah | J, G, M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah
melalui KPPN dan BUN
menurut Jenis Pendapatan dan Satuan Kerja
35.} Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah | J, G, M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui KPPN
menurut Jenis Pendapatan dan Satuan Kerja .
36.] Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah | J, G, M
Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah melalui BUN
menurut Jenis Pendapaian dan Satuan Kerja
37} Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan LG, M
Negara dan Hibah
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah
melalui KPPN dan BUN
menurut Eselon I
38| Laporan Realisasi Anggaran - Pengembalian Pendapatan |J, G, M
Negara dan Hibah ‘
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah |
melalui KPPN
menurut Eselon I
391 Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan | J, G, M
Negara dan Hibah '
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah
melalui BUN
menurut Eselon ]
40| Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan |J, G, M
Negara dan Hibah
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Wilayah
melalui KPPN dan BUN
menurut Jenis Satuan Kerja
41} Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

IL,G,M
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Pengembalian Pendapatan Negara dan beah Wllayah
melalui KPPN '
.menurut lenis Satuan Kerja ; :
42f Laporan Realisasi Anggaran Pengembahan Pendapatan‘ J, G, M
Negara dan Hibah ;
Pengembalian Pendapatan Negara dan H1bah "Wﬂayah
‘melalui BUN

menurut Jenis Satuan Kerja ‘ ' ,

43} Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan {J, G, M
Negara Dan Hibah

Pengembalian Pendapatan Negara dan Hlbah Wllayah
melalui KPPN Dan BUN

menurut Eselon I dan Satuan Kerja ; ‘
44| Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian P’end‘apatan LG M
Negara Dan Hibah ‘
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hlbah Wilayah |
melalui KPPN '
, menurut Eselon I dan Satuan Kerja :

45] Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan LG, M
Negara dan Hibah
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hlbah Wilayah |
melalui BUN

menurut Eselon I dan Satuan Ketja-
46 Laporan Realisasi Anggaran Pengembahan Pendapatan | J, G, M
~ 1 Negara dan Hibah ‘
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah ~Wilayah
melalui KPPN dan BUN '
menurut Jenis Pendapatan dan Satuan Kerja

47| Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan IL,G,M
Negara dan Hibah |
Pengembalian Pendapatan’ Negara dan Hibah Wilayah-
melalui KPPN

menurut Jenis Pendapatan dan Satuan Kerja ; ,
48| Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan J,G,M
Negara dan Hibah ‘
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hlbah Wilayah
melalui BUN

menurut Jenis Pendapatan dan Satuan Kerja '
49.{ Laporan Realisasi Anggaran Wilayah LG M
menurut Departemen
504 Laporan Realisasi Anggaran Wllayah ‘ IL,G,M
menurut Eselon | ‘ B
51.| Neraca W11ayah ‘ o ILLG,M
52 .y Neraca Percobaan _ ‘ J, G, M

) Pelaporah Tingkat Eselon 1

Laporan utama yang dihasilkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
adalah :
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No.

Nama Lapofan

Dikirim
Ke

.|:Laporan Realisasi Anggaran Belanja

.Belanja Eselon | melalui KPPN dan BUN

HM

Laporan Reglisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN ‘

HM

bl

.| Laporan Realisasi Anggaran Belanja

‘Belanja Eselon | melalui BUN

HM

1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Eselon;1 melalui KPPN dan BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon | melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon | melalui KPPN dan BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon | melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat - Wilayah

HM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui BUN -
menurut Satuan Kerja Pusat —~ Wilayah

HM

10.

Laporan Realisast Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN dan BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

HM

11.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

HM

12,

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon 1 melalui BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

HM

13.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon | melalui KPPN dan BUN

HM

14.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN

HM

15.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui BUN

HM

16.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN dan BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

17.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon | melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM
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)| Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Belanja Eselon } melalui BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

19:

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN dan BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

20.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

21

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah.

HM

22.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Eselon 1 melalui KPPN dan BUN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan. -

HM

23]
‘Belanja Eselon 1 melalui KPPN
‘menurut Sumber Dana dan Kegiatarr-

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

HM

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

‘Belanja Eselon | melalui BUN

menurut Sumber Dana dan Kegiatan

HM

| Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon |

.melalui KPPN dan BUN

HM

&

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui KPPN.

HM

9]

~3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

‘Pendapatan Negara dan Hibah Eselon | melalui BUN

0,M

39,

.] Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hlbah-

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1
melalui KPPN dan BUN

menurut Jenis Satyan Kerja

HM

:Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

30.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah |

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

, AT

31

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon |

melalui KPPN dan BUN

menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

32.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

33.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

34,

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

HM
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| Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon |
melalui KPPN dan BUN

- 35

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatanf

Negara dan Hibah -

1 Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui kPPN

H.M

36.

Laporan Realisasi - Anggaran Pengembalian Pendapatan
Negara dan Hibah '
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalui BUN

HM

37.

Laporan Realisast . Anggaran Pengembahan Pendapatan
Negara dan Hibah ‘

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon |

melalui KPPN dan BUN

menurut Jenis Satuan Kerja

- HM

38.

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan |

Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon | melalui IxPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

HM

39.

‘Laporan Realisast Anggaran Pengembahan Pendapatan
Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 'melalui BUN

| menurut jenis Satuan Kerja -

HM

40}

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

Negara dan Hibah -+

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1

‘melalui KPPN dan BEN

menurut Satuan Kerja Pusat - Wilayah

HM

41.
| Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Eselon | melalui KPPN

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

42.)

Laporan Realisasi Anggaran Pengembahan Pendapatan
Negara dan Hibah .

Pendapatan Negara dan Hibah Eselon 1 melalul BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

HM

43,

Laporan Realisasi Anggaran Eselon. 1

HM

4q.

‘Neraca Tingkat Eselon |

HM

45.

Neraca Percobaan Tingkat Eselon |

HM
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4. Pelaporan Tingkat Kementerian negara/lembaga

Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran adalah :

No

Nama Laporan

- Dikirim

Ke

1.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga
melalui KPPN dan BUN

KM

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN .

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga
melalui KPPN dan BUN

Menurut Jenis Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN

menurut Jenis Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga
melalui KPPN dan BUN

menurut Satuan Ketja Pusat - Wilayah

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

Laporan Realisast Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wllayah

10.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lerbaga
melalui KPPN dan BUN

menurut Stimber Dana dan Kegiatan™

KM

11,

Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

12.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui Bb\l |

menurut Sumber Dana dan Kegiatan

13.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga
melalui KPPN dan BUN

menurut Fungsi, Subfungsi, Program

KM

14.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja-
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Fungsi, Subfungsi, Program
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15.

Laporan Reahsam Anggaran Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN
menurut Fungsi, Subfungsi, Program

16.

Laporan Realisasi-Pengembalian Belanja

- Belanja Kementerian negara/lembaga
‘melalui KPPN.dan BUN .

KM

17.

Laporan Realisasi Pengembaliarf B_e,lanjzi

‘Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN

18.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja -

‘Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN

19.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja -

Belanja Kementerian negara/lembaga

melalui KPPN dan BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

20.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
‘menurut Jenis Satuan Kerja

21.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN

menurut Jenis Satuan Kerja

722

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja ;
Belanja Kementerian negara/lembaga

- melalui. KPPN dan BUN-

menurut Satuan Kerja Pusat - Wilayah

K.M

| Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Belanja Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat ~ Wilayah.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN
menurut Satuan Kerja Pusat ~ Wilayah -

M

|| Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Belanja Kementerian negarajlembaga '
melalui KPPN'dan BUN-:
menurut Sumber Dana dan Kegiatan

KM

| Laporan Realisasi Pengembalian Belanja |

Belanja Kementerian negara/lembaga melalul KPPN
menurut Sumber Dana dan- Kegiafan

27.

Laporan chhsasx Pengembalian Belanja
Belanja Kementerian negar&’lembaga melaiui BUN
menurut Sumber Dana dan Keglatan

28.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Belanja Kementerian negcua/lembaga v
melalui KPPN dan BUN :
menurut Fungsi, Subfungsi, Program ,

KM

29.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja.

Belanja Kementerian negara/lembaga mclalul KPPN ‘

menurut Fungsi. Subfungsi, Program

30.

Laporan Realisasi Pengembahan Belanja .
Belanja Kementerian negara/lembaga melalui BUN
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menurut Fung51 bubfungm Program

31.

‘Laporan Realisasi Anggaran Penaapatan Negara dan Hlbah
Pendapatan dan Hibah Kementerian negara/lembaga melalm
KPPN dan BUN

KM

32.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hlbah

Pendapatan dan Hibah Kementerian negara/lembaga melalux
KPPN

33.

Laporan Realisasi Anggaran-Pendapatan Negara dan: Hlbah

Pendapatan dan Hibah Kementenan negara/lembaga melahn ,

BUN

34.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan T\Jegara dan Hlbah
Pendapatan Kementerian negara/lembaga

melaluj KPPN dan BUN

menurut Jenis Satuan Kerja

KM

.| Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Kementerian negara/lembaga melatui KPPN
menurut Jenis Satuan Kerja .

36.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hlbah
Pendapatan Kementerian negara/lembaga melalui BUN
menurut Jenis Satuan Kerja

37.

1 melalui KPPN dan BUN

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan:Hibah
Pendapatan Kementerian negara/ 1embaga

menurut Satuan Kerja Pusat — Wilaya,h

KM

38.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

35.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatait Kementerian negara/lembaga melalui BUN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah

40.

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
Negara dan’ Hibah

Pendapatan dan Hibah Kementerian negara/lembaga melalul
KPPN dan BUN

KM

41.

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
Negara dan Hibah

Pendapatan dan Hibah Kementerian negara/lembaga melalui
KPPN

42.

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
Negara dan Hibah

Pendapatan dan Hibah Kementerian negara/lembaga melalui
BUN

43,

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
Negara dan Hibah ST
Pendapatan Kementerian negara/lembaga jooe
melalui KPPN dan BUN S s
menurut Jenis Satuan Kerja E

vy

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian ienﬁdpatan ’

Negara dan Hibah

"\.
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Pendapatan Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
| menurut Jenis Satuan Kerja
. 45] Laporan Realisasi Anggaran Pengemballan Pendapatan M

Negara dan Hibah \

Pendapatan Kementerian nega:a/lembaga melalui BUN
| menurut Jenis Satuan Kerja
46.| Laporan Realisasi’ Anggaran Pengembalian Pendapatan KM
Negara dan Hibah '
Pendapatan Kementerian negara/lembaga
melalii KPPN dan BUN" : :
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah
47| Laporan Realisasi - Anggaran Pengembalian Pendapatan M
Negara dan Hibah :
Pendapatan Kementerian negara/lembaga melalui KPPN
menurut Satuan Kerja Pusat — Wilayah ] ,
48, Laporan Realisasi Anggaran Pengembahan Pendapatan M
Negara-dan Hibah : '
Pendapatan Kementerian negara/lembaga melalui BU’N
menurut Satuan KeLPuSat ~ Wilayah

49, Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/lembaga KM
'50.| Neraca Kementerian Negara/lembaga S KM
51, Neraca Percobaan Kementerian Negara/lembaga = ‘L M

Keterangén:

A. UAKPB : G. UAPPA-E]

B. UAPPB-W H. - UAPA

-C. UAPPB:El 1" KPPN

D. UAPB . KANWIL =

E. UAKPA/SKPD - K. DITJEN PBN

F. 'UAPPA-W L. Dit. PA
~-Mo Arsip

MENTERI KEUANGAN RE;PTUBLIK INDONE!
- ttd,~

Salinan sesuai dengan aslinya; o -
Kepala Biro Umum ' - JUSUF ANWAR
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SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

I. GAMBARAN UMUM

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua bax‘ang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainya yang sah antara lain
berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan/sitaan. Tidak

termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh:

a. Pemerintah Daerah,

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
1) Perusahaan Perseroan, dan
2) Perusahaan Umum.

c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan darf mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat.

BMN meliputi unsur-unsur aset tetap dan persediaan. Asel telap adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
‘pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan persediaan adalah aset
lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem
Akuntansi Instansi (SAl). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan
informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta
pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh  suatu unit akuntansi barang.
Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian
Negara/Lembaga SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi

kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan manajerial
Kementerian Negara/lembaga lainnya. :

SABMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akustansi Biviiv dengan memegang prinsip-
prinsip:

1) Ketaatan, yaitu prinsip Akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah
ketentuan perundang-undangan.

2) Konsistensi, vaitu akuntansi BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai
dengan peraturan yang berlaku,




3)
4)

5)
6)
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Kemampubandingan, yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasi standar
sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
Materialitas, yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga
seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

Obyektif, yaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kelengkapan, yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

II. STRUKTUR DAN'-BAGAN ORGANISASI AKUNTANSI BMN-
2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Secara umum, struktur organisasi akuntansi Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan

sebagai berikut:

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

UAPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian negara/lembaga
(pengguna barang), penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPB
membawahi UAPPB-E].

-

. Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang (UAPPB-E1)

UAPPB-E!l merupakan unit = akuntansi BMN pada tingkat eselon I,
penanggungjawabnya adalah pejabat eselon 1. UAPPB-EI membawahl UAPPB-W
atau UAKPB,

. Unit Akuntasi Pembantu Penguasa Barang Wilayah (UAPPB-W)

UAPPB-W merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit
kerja lain di wilayah yang dltetapkan sebagai UAPPB-W, penanggungjawabnya
adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai
UAPPB-W. UAPPB-W membawahi UAKPB. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi
- penanggungjawabnya - adalah  Gubernur sedangkan untuk ~UAPPB-W Tugas
Pembantuan penanggungjawabnya adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai
dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian
negara/lembaga. "

. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

UAKPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna A
barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN serta .
menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab
UAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. Untuk UAKPB Dekonsentrasi
/Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
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2.2. Bagan Organisasi

| UAPB

L |
———_UAPPB- | | UAPPB- | ' | UAPPB- ——

| uAPPB- | [ uapPB- | | uAPPB- |

| uakpB | | uakeB |

| uakes | | uakee | [ uakes |
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Organisasi Akuntansi BMN UAPB

MENTERI/PIMPINAN
- "LEMBAGA

1

- ESELON I YANG
MEMBIDANGI
KESEKRETARIATAN

KEPALA BIRO YANG *
MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN

KEPALA BAGJAN YANG
MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN

1

— — — —— — — — — — — — — — — —— o— — — St

KEPALA SUBBAGIAN YANG
MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN

— e — s S— — — —— it — —— —— — Opoiman . m— e et S

PETUGAS

ADMINISTRASI

Keterangan:

VERIFIKASI

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi BMN



* MENTERI KEUANGAN
"REPUBLIK INDONESIA

2.2.2. Organisasi Akuntansi BMN UAPPB-E1

-

Keterangan:;

.
.
»,

SIS IRLAITACEINSESINAIISELS

(XEREXYRR Y FUY R XY

PEJABAT ESELONT - .

" (DIRJEN/BADAN/YANG ~
SETINGKAT)
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2.2.3. Organisasi Akuntansi BMN UAPPB-W

KEPALA KANTOR
. WILAYAH/GUBERNUR/KEP
. ALADAERAH/PIMBINAN
UNIT YANG DITETAPKAN

]

|

I

|

I

|

|

! ' KABAG. TU/ PEJABAT
l . .XANG MENANGANI
|

l

l

|

I

|

l

l

|

|

' . KASUBAG.
PERLENGKAPAN/

. PEJABAT DENGAN NAMA

- ~LAINPEJABAT YANG

|
|
|
|
|
l
|
|
PERLENGKAPAN l
l
|
I
I
|
DITUNJUK :

-

e, e rraf: sadie ) :

- PETUGAS ™~  PETUGAS
ADMINISTRASI VERIFIKASI

Keterangan:

== Penanggung Jawab

: Petugas Akuntansi BMN
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2.2.4 Organisasi Akuntansi BMN UAKPB

KEPALA SATUAN. .} -
KERJA

KASUBBAG
UMUM/TU/PEJABAT .
YANG DITETAPKAN
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I11. TUGAS DAN FUNGSI UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

3.1. TINGKAT UAKPB

Tugas pokok penanggung Jawab UAKPB adalah menyelenggarakan akuntansi BMN di
lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagal berlku’t :

a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,

b. Menyusun dan menyampaikan: laporarrBM;N secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungm tersebut, UAKPB melaksanakan kegiatan sebagaimana
uraian di bawah ini.

3.1.1. Penangguhgiawab UAKPB ‘

e -

Penanggungjawab UAKPB me]aksanakan keglatan sebagal berikut:

a.

®

Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi-BMN,

b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
c.
d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN, .

dengan pelaksanaan sistem,

Mengevaluasi-hastl'kerja petugas, pelaksana

Menelaah Buku Inventaris, Buku Barang Bergejarah, dan Buku Persediaan serta
menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB) Kartu Inventaris Barang (KIB),
Daftar Inventaris Ruangan_ (DIR) Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan
BMN,

Menyampa1kan data transaksi BMN ke unit akuntansi keuangan pads setiap akhir

bulan untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA,

. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan

Laporan Keuangan,

Menyampaikan Laporan BMN setiap semester dan akhir tahun anggaran ke
UAPPB-W atau UAPPB-El untuk UAKPB Pusat. Untuk penyampaian Laporan
BMN akhir tahun dilengkapi dengan LKB. UAKPB Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan  selain  menyampaikan Laporan BMN ke UAPPB-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke
UAPPB-El pada kementerian negara/]embaga yang mengalokasikan dama
dekonsentrasi/tugas pembantuan, o

Menerima BMN hasil pengadaan dengan berita acara serah terima.

3.1.2. Petugas akuntansi BMN

Petugas akuntansi BMN pada tingkat UAKPB yang terdiri dari Petugas Administrasi
dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.
b.

Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN,

Membukukan BMN ke dalam BI, Buku Barang Bersejarah, dan Buku Persediaan
berdasarkan dokumen sumber ,

Memberi tanda registrasi pada BMN,

d. Membuat DIR, KIB, dan DIL,

Menyusun data transaksi BMN pada setiap akhir bulan,
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f. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan

yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan,

g Menyusun Laporan BMN setiap semester dan Laporan BMN beserta LKB setiap

akhir tahun anggaran,

h. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun

anggaran,

3.2. TINGKAT UAPPB-W

Tugas pokok penanggungjawab UAPPB-W adalah menyelénggarakan akuntansi BMN pada

tingkat Kantor Wilayah atau Umt Kerja lam yang dltctapkan sebagai UAPPB-W dengan
fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,
b. Menyusun dan menyampaika‘n laporan BMN secara berkala.

Dalam

pelaksanaan tugas dan furigsi- tersebut UAPPB-W melaksanakan kegiatan

sebagaimana uraian di bawah ini.

3.2.1. Penanggungjawab UAPPB-W

Penanggung jawab UAPPB-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut: =~ *

o0 o

]

Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi BMN,

Menyiapkanrencana pelaksanaan sistem Akuntansi BMN,

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN, ‘
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SABMN di wilayah kerjanya,

Menandatangam laporan kegiatan dan surat-surat untuk plhak luar sehubungan
dengan pelaksanaan sistem,

Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,

Menelaah Buku Inventans dan Buku Barang Bersejalah menandatangam LKB dan
Laporan BMN, 0

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsxha51 mtemal antara laporan BMN dengan
Laporan Keuangan,

Menyampaikan Laporan ‘BMN setlap seinester da'n Laporan BMN beserta LKB
setiap akhlr tahun anggaran ke UAPPB-EL.

3.2.2. Petugas akuntansi BMN

Petugas akuntansi BMN pada tingkat  UAPPB-W yang terdiri- dari Petugas
Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebaga1 benkut

a.
b.

Memelihara Laporan BMN dan LKB dan UAKPB,

Menyusun - Buku Inventaris dan Buku Barang- Bersejarah berdasalkan
penggabungan Laporan BMN UAKPB,

Menyusun Laporan BMN tingkat UAPPB-W setiap semester dan akhir tahun
anggaran, ‘ ‘
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan’ - Lapdran
Keuangan yang disusun oleh petugas akuntans: keuangan serta mclakukan koreksi
apabila ditemukan kesalahan,

Menvusun LKB setiap akhir tahun anggaran,
“emvimran arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
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3.3. TINGKAT UAPPB-E1

Tugas pokok penanggungjawab UAPPB-E1 menyelenggarakan akuntansi BMN pada
tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai UAPPB-E] dengan fung51 sebagai berlkut
a. Menyelenggarakan akuntansi BMN, -

b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPB-El melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini. i :

3.3.1. Penanggungjawab UAPPB-E1

Penanggung jawab UAPPB-E1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi BMN, -

. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem.Akuntansi BMN,

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,

. Melakukan pembinaan dan monitoring pglaksanaan SABMN di wilayah kerjanya,

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan

dengan pelaksanaan sistem, -

Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,

g. Menelaah Buku Inventaris dan Buku Barang Bersejarah, menandatangani LKB.dan
Laporan BMN,

h. Mengkoordinasikan pclaksanaan rekonsiliasi internal-antara laporan BMN dengan
Laporan Keuangan,

1. Menyampaikan Laporan BW set1ap semester dan Laporan BMN beserta LKB
pada akhir tahun anggaran ke UAPB,

oo o

l o)

3.3.2. Petugas akuntansi BMN

Petugas akuntansi BMN pada tingkat UAPPB-EI, terdiri dari Petugas Administrasi
dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: ;
~a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat,

b. Menyusun Buku Inventaris dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan
penggabungan Laperan BMN UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat,

c. Menyusun Laporan BMN tingkat UAPPB-EI setiap semester dan akhir tahun
anggaran,

d. Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-W dan/atau UAKPB
Pusat setiap akhir tahun anggaran,

e. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi
apabila ditemukan kesalahan, .

f. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan prose tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.

3.4. TINGKAT UAPB

Tugas pokok penanggungjawab UAPB menyelenggarakan akuntansi BMN pada tingkat
Kementerian Negara/l.embaga yang ditetapkan sebaga1 ‘UAPB dengan fungsi sebagai
berikut: ;

a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,

10
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b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.

Datam pelaksanaan tugéé‘ dan fungsi tersebut, UAPB melaksanakan kegiatan sebagaimana
uraian di bawah ini.

3.4.1. Penanggung jawab UAPB

Penanggung jawab UAPB melaksanakan kegiatan sebagai l:)"erik'ut':

a.

o

Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi BMN,

b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,
c.
d. Menetapkan Penanggung jawab Organisasi Akuntansi BMN pada setiap tingkat

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,

unit organisasi Akuntansi BMN,
Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,
Menelaah Buku Inventaris dan Buku Bardng Befse}arah serta menandatanganl

laporan BMN tingkat UAPB,
. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan

Laporan Keuangan,

. Membentuk tim pemutakhiran data Laporan BMN,

Menyampaikan Laporan BMN ke Mentert Keuangan up. Direktur Pengelolaan
Barang Milik/Kekayaan Negara setiap semester. ‘Untuk Laporan akhir tahun
anggaran dilengkapi dengan LKB.

3.4.2. Petugas akuntansi BMN

Pe'fugas ulxantanm B\’[N pudu tingkat UADB yang terdm dari Petugas Administrasi
..., dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

f.@ poow

Memelihara Laporan BMN dan LKB dart UAPPB-EI,

. Menyusun BI berdasarkan penggabungan data BMN UAPPB-E1,

Menyusun Laporan BMN tingkat UAPB setiap semester dan akhir tahun anggaran,

,Melaksanakan rekon5111a51 internal antara Laporan BMN dengan - Laporan

Keuangan yang disusun oleh petugas akunfansi keuangan serta melakukan koreksi
apabila ditemukan kesalahan,

Melaksanakan pemutakhlran data BMN dengan Ditjen PBN cq. Dlrektorat
Pengelolaan BM/KN,

Menyimpan arsip data’ BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.

.PROSEDUR AKUNTANSI BMN
4.1, PROSEDUR AKUNTANSI TINGKAT UAKPB

41.1. Dokumen Sumber

UAKPB termasuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan proses perekaman
i dokumen sumber, verifikasi, dan pelaporan BMN. Dokumen sumber dalam SABMN
. témmiasuk yang berasal dari transaksi BMN yang sumber dananya berasal dari Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses akuntansi

E BMN pada tingkat UAKPB adalah sebagai berikut:

k
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“a. Saldo Awal

Menggunakan catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan = apabila
diperlukan, dapat dilakukan inventarisasi. -

b. Perolehan/Pengembangan/Penghapusan
o Berita Acara Serah Terima BMN;
¢ Bukti Kepemilikan BMN;
¢ SPM/ SP2D; '
¢ Faktur pembelian;
¢ Kuitansi;

[ == R,

¢ Surat Keputusan Penghapusan;
¢ Dokumen lain yang sah.

4.1.2. Jenis Transaksi Akuntansi BMN
Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN meliputi tiga Jems yaitu Perolehan,
Perubahan dan Penghapusan.

4.1.2.1. Saldo Awal

L

Saldo Awal, merupakan saldo BMN pada awal tahun.anggaran berjalan atau awal

- tahun mulai diimplementasikannnya SABMN yang merupakan akumulasi dari

seluruh transaksi BMN tahun sebelumnya.

4.1.2.2.Perolehan BMN -

Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dart hasil pembelian.

Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transter masuk dari
UAKPB yang lain dalam satu UAPB. : ‘
Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penerimaan dari pihak ketiga
diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan
putusan pengadilan.

Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil
penyelesaian pembangunan berupa bangunan /gedung dan BMN lainnya yang telah
diserahterimakan dengan Berita-Acara Serah Terima.

Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN " dari hasil pembatalan
penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.

Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dlcatat
dengan klasifikasi BMN yang lain.

4.1.2.3, Perubahan BMN

Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas BMN yang menggunakan
satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan
BMN hilang. ' '

Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang
mengakibatkan pemindahbukuan dari BI Ekstrakomptabel ke BI Intrakomptabel
atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.

Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.

Koreksi Perubahan Nilai, merupakan koreksi pencatatan atas nilai BMN yang telah

- dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.




. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

'4.1.2.4. Penghapusan BMN
. * Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan
" berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh instansi yang berwenang;
o Transfer Keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain dalam satu
UAPB.
o Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga.
* Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang
lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.
o Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah
N dilaporkan sebelumnya.
4.1.3. Klasifikasi dan Kodefikasi BMIN
Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang klasifikasi dan
kodefikasi BMN yang berlaku. Pada SABMN barang dapat diklasifikasi ke dalam :
. gelongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN
\a.ng belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar mengguna.kan klasifikasi dan kode
" barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya. :

4.1.3. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada

Buku Inventaris dan Buku Barang Bersejarah per sub-sub kelompok BMN, disusun
berdasarkan urutan perolehan.

4.1.4. Satuan Barang
Satuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku.

4.1.5, Kapitalisasi BMN

Penentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang
Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

Penerapan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, mengakibatkan Buku Inventaris dibagi
menjadi dua jenis yaitu:

1) BI Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria
kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan
kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan
dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari BI
Ekstrakomptabel - pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai
pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

21 BI Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria
kapitalisasi.

zrang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan
tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin
secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga
cerolehannya;

~ Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai
belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak. dikapitalisasi menjadi nilai barang atau
penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk
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menjadikan aset bersejalah tersebut dalam kond151 dan lokasi yang ada pada periode
berjalan. e

BMN yang memenuhi . kriteria aset bersejalah (he/ztage assets) dibukukan dalam Buku
‘ Barang Bersejarah. :

4.1.0. Penentuan Kondisi BMN:
Penentuan kopdisi BMN .mengacu kepada Lampiran II keputusan Menteri Keuangan
- Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Meéi 2001 tentang Pedoman
“Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Kriteria kondisi BMN terdiri dari
Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB).

4.1.7. Kode Lokasi

Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan’ untuk meng1dent1ﬁka51 unit penanggung
jawab akuntansi B‘\/IN Kode ini terdiri- dari 15 (lima belas) angka yang memuat kode
UAPR, UAPPB-El, UAPPB-W, UAKPB, dan UAPKPB dengan susunan sebagai berikut:

XX. XX, XX XXXXXX . XXX

L_"_ UAPKPB

UAKPB T
- UAPPB-W
UAPPB-E1
UAPB
o Kode UAPB, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

yang bersangkutan.

e Kode UAPPB-EI, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I pada Kemenuerlan
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

s Kode UAPPB-W, mengacu kepada Kantor Wilayah atau Kode Wllayah Anggaran
Unit kerja pada kantor pusat kementerian negara/lembaga dan unit eselon-1, kode
UAPPB-W diisi dengan 00. ;

e Kode UAKPR, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada DIPA.

e Kode UAPKPB (Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang), sebelumnya
mengacu kepada urutan nomor Bagian Proyek yang tercantum: pada kode DIP untuk
Bagian Proyek, karena saat ini sudah tidak ada proyek maka cukup diisi 000 atau diisi
kode UAPKPB. Pembentukan UAPKPB bersifat, opsional untuk UAKPB yang satu
atau beberapa bagiannya terpisah oleh jarak yang relatif jauh dan atau span of controll
yang terlalu besar. Pembentukan UAPKPB harus dikonsultasikan dengan dan disetujui
oleh penanggungjawab UAPPB-EI.

Organisasi akuntansi BMN yang tidak menguasal baglan anggaran atau yang mengelola
dana sendm (swadana), menggunakan kode khusus dengan persetujuan Ditjen PBN.

4.1.8, Kode Barang
Kode Barang terdiri dari golongan, -bidang, kelompok, sub keIompok dan sub-sub
kelompok, dengan susunan sebaga1 berikut;
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X. XX . XX . XX. XXX

Sub-Sub Kelompok

Sub Kelompok

Kelompok -

Bidang

Golongan

Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan dengan Sistem
Akuntansi BMN pada masing-masing jenjang organisasi Akuntansi BMN. Pada tingkat
UAKPB, BMN berupa aset tetap diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok, pada tingkat
UAPPB-W diklasifikasi ke dalam sub kelompok, pada tingkat UAPPB-El dan UAPB
diklasifikasikan ke dalam kelompok. Sedangkan BMN berupa persediaan pada tingkat
UAKPB dan UAPPB-W diklasfikasikan ke dalam sub kelompok, sedangkan pada tingkat
UAPPB-E1 dab UAPB diklasifikasikan ke dalam kelompok.

4.1.9. Kode Registrasi

Kode Registrasi adalah kode yang terdm dari Kode Lokasi dxtambah dengan tahun
perolehan ‘dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi
merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut:

UAPB
UAPPB-EI

UAPPB-W
UAKPB
UAPKPB

r——— Tahun Perolehan.

XX . XX . XX . XXXXXX XXX XXXX

X. XX . XX . XX . XXX. XXXXXX

L L__No. Urut Pendaftaran

Sub-Sub Kelompok
Sub Kelompok

Kelompok -

Bidang

Golongan

Contoh :

Pada Periode Akuntansi 2003 Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
(kode kantor 231421.000) melakukan pembelian Komputer Note Book. Pada saat perolehan
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barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai satuan kerja

vang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal tersebut UAKPB dapat memberikan
tanda pada Note Book tersebut sbb:

15.01. 00.231421.000. 2003
2.12.01. 02. 003. 000038

Pada umumnya BMN berupa persediaan tidak memerlukan kode registrasi barang.

4.1.11. Persediaan

Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo
perjenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan. Laporan Persediaan
disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Karena penyusunan
Laporan Persediaan didasarkan pada saldo pada’akhir periode pelaporan berdasarkan hasil
opname fisik, maka Laporan Persediaan pada tingkat UAPPB-W sampai dengan UAPB
dibuat berdasarkan penggabungan Laporan Persediaan organisasi BMN dibawahnya dan
disajikan dalam Bidang Barang. Sebagai pengganti Buku Persediaan adalah arsip Laporan
Persediaan dari seluruh organisasi BMN dibawahnya. ; -

Penyajian perkiraan persedlaa.n dalam Neraca didasarkan pada hasil proses mapping
klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 dengan
perkiraan buku besar neraca.

4.1.12. Keluaran dari SABMN tingkat UAKPB
Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SABMN tingkat UAKPB antara lain meliputi:

Buku Inventaris (BI) Intrakomptabel

Buku Inventaris (BI) Ekstrakomptabel

Buku Barang Bersejarah

Buku Persediaan

Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah

Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung
Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor
Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan
Daftar Inventaris Lainnya (DIL)

Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

Laporan BMN Semesteran

Laporan BMN Tahunan

m. Laporan Kondisi Barang (LKB)

mETER M a0 O

Laporan BMN meliputi Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan BMN Ekstrakomptabe
Laporan BMN Gabungan, dan Laporan Barang Bersejarah. Laporan BMN Gabunga
merupakan hasil penggabungan Laporan BMN Intrakomptabel dan Laporan BM!
Ekstrakomptabel. Laporan Barang Bersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai.

16
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4.1.13. Prosedur Akuntansi

1. Proses Bulanan dan Semesteran

* Membukukan data transaksi BMN ke dalam BI Intrakomptabel, BI
Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, dan Buku Persediaan
berdasarkan dokumen sumber.

Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL.

Membuat Laporan BMN pada akhir semester. ‘

Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas Laporan BMN.

Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan selambat-

lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat

UAKPA. ]

e Menyampaikan Laporan BMN berserta ADK ke UAPPB-W/UAPPB-EI,
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya suatu semester.
Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan
Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan juga wajib mengirimkan Laporan BMN beserta ADK ke
UAPPB-E! pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan.

e Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

~

2. Proses Akhir Periode Akuntansi

e .Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk
melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang: berada di ruangan
masing-masing. ,

e Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh
Penanggungjawab Ruangan ke dalam SABMN.

e Membuat LKB. 7

e Meminta pengesahan Penanggungjawab UAKPB atas LKB.

¢ Membuat Laporan BMN Tahunan berdasarkan saldo BI Intrakomptabel, BI
Ekstrakomptabel,-dan Buku Barang Bersejarah.

¢ Meminta persetujuan Penanggungjawab UAKPB atas Laporan BMN.

¢ Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-
W atau ke UAPPB-E! untuk UAKPB Pusat selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhimya tahun anggaran.
Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan
Laporan BMN: beserta ADK ke UAPPB-W  Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan juga wajib mengirimkan Laporan BMN beserta- ADK ke
UAPPB-E1 pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan.

e Mengarsipkan BI . Intrakomptabel, - BI Ekstrakomptabel, Buku Barang
Bersejarah, salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib.

e Melakukan proses back up data dan tutup tahun,

4.2. PROSEDUR AKUNTANSI TINGKAT UAPPB-W

Dokumen/Laporan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi BMN tingkat UAPPB-W
sebagai berikut:

a. BI Intrakomptabel

b. BI Ekstrakomptabel

17
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¢.  Buku Barang Bersejarah
d. Laporan BMN Semesteran
e. Laporan BMN Tahunan

f. LKB

Prosedur Akuntansi

1. Proses Semesteran

Menerima ADK dan Laporan BMN dari UAKPB.

Menggabungkan ADK/Laporan BMN yang diterima dari UAKPB ke dalam
Bl Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah
UAPPB-W.

Membuat Laporan BMN Semesteran.

Meminta pengesahan Penanggung jawab UAPPB-W atas Laporan BMN
Semesteran.

Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuangan
bersama UAPPA-W dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan,
Menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-El, selambat-
lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhimya semester yang
bersangkutan.

UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampalkan Laporan BMN
ke UAPPB-EI pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan tanpa ADK.

Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib. -

2. Proses Akhir Periode Akuntansi

Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab UAPPB-W atas
LKB,

Membuat Laporan BMN Tahunan,

Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuangan
bersama UAPPA-W dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan,
Menyampaikan Laperan BMN dan LKB ke UAPPB-El beserta ADK,
selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari setelah berakhunya satu
Periode Akuntansi.

UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan BMN
ke UAPPB-E! pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan tanpa ADK.

Mengarsipkan  BI  Intrakomptabel, -BI Ekstrakomptabel, Buku Barang
Bersejarah, salinan LKB dan salinan Laporan BMN secara tertib.

Melakukan back up data dan tutup tahun.

4.3. PROSEDUR AKUNTANSI TINGKAT UAPPB-E1

Dokumen/Laporan vang dihasilkan dari Sistem Akuntansi BMN tmwkat UAPPB-E!

sebagai berikut:

o o6 o

Bl Intrakomptabel

BI Ekstrakomptabel

Buku Barang Bersejarah
Laporan BMN Semesteran
Laporan BMN Tahunan
LKB

18
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Prosedur Akuntansi

1. Proses Semesteran

e Menerima ADK dan Laporan BMN dari UAPPB-W, UAKPB Pusat di
lingkungan UAPPB-E!l, UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

¢ Menggabungkan ADK/Laporan BMN yang diterima dari UAPPB-W,
UAKPB Pusat di lingkungan UAPPB-El, dan UAKPB Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan ke dalam BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan
Buku Barang Bersejarah UAPPB-E1, '

¢ Membuat Laporan BMN Semesteran, . ‘

e Meminta pengesahan Penanggung jawab UAPPB-E! atas Laporan BMN
Semesteran, ‘

o Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuangan
bersama UAPPA-E! dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan,

- o Menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPB, selambat-lambatnya
28 {dua puluh delapan) hari setelah berakhimya semester yang
bersangkutan, ,

e Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib dan teratur.

2. Proses Akhir Periode Akuntansi

o Menyusun BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Barang
Bersejarah, Laporan BMN, dan LKB.: '

¢ Meminta pengesahan Penanggung jawab UAPPB-E] atas Laporan BMN

~ dan LKB. '

o Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuangan
bersama UAPPA-E! dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.

e Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke UAPB selambat-lambatnya 33
(tiga puluh tiga) hari setelah berakhirnya Periode Akuntansi.

o Mengarsipkan Bl Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Bersejarah,
salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib dan teratur.

e Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

4.4. PROSEDUR AKUNTANSI TINGKAT UAPB

Dokumen/Laporan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi BMN tingkat UAPB sebagai
berikut:

BI Intrakomptabel

BI Ekstrakomptabel

Buku Barang Bersejarah
Laporan BMN Semesteran
Laporan BMN Tahunan
LKB

e a0 o

Prosedur Akuntansi

1. Proses Semesteran

e Menerima ADK dan Laporan BMN dari UAPPB-E1.
¢ Menggabungkan ADK/Laporan BMN yang diterima dari UAPPB-El ke
dalam Bl Intrakomptabel, Bl Ekstrakomptabel, dan Buku Barang
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Bersejarah UAPB.

Membuat Laporan BMN Semesteran dan meminta pengesahan Penanggun;
jawab UAPB atas Laporan BMN Semesteran. -

Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuanga:
bersama UAPA dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
Menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke Menteri Keuangan cc
Dirjen Perbendaharaan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setela
berakhimya semester yang bersangkutan.

Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

Proses Akhir Periode Akuntansi,

Mencetak LKB, BI Intrakomptabel dan Laporan BMN Tahunan.

Meminta pengesahan Penanggung jawab UAPB atas Laporan BMN,
Menyampaikan Laporan BMN beserta. ADK ke Menteri Keuangan cc
Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 40 (empat pulul
hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Ditjen PBN c«
Direktorat Pengelolaan BM/KN dan melakukan koreksi apabila ditemuka
kesalahan. ' -

Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuanga
bersama UAPA dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
Menyampaikan Laporan BMN yang telah dimutakhirkan beserta ADK k
Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 5
(lima puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Mengarsipkar” salinan, LKB, BI Intrakomptabel, dan Laporan BMN secar
tertib dan teratur.

Melakukan proses back up data dan tutup tahun.
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BAGAN ARUS LAPORAN BMN

,’ . &

- Ditjen PBN

UAPB
> UAPPB-E!
UAPPB-W
UAKPB >
I
Keterangan:
———»  Arusdatadan laporan BMN ‘
------ <4 Arus pemutakhiran data BMN,
_— Arus data dan laporan keuangan (neraca)

Unit Akuntansi Keuangan

e

UAPPA-EI

._.'.__._.___._.

UAPPA-W

A
1
1
1
1
¥
L

UAKPA
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V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Barang adalak bagian daxi kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat
dinilai/dihitung/divkur/ditimbang dan dinilai- tidak “termasuk uang dan surat berharga.
Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang
Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. ‘

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya
maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya
ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai
aset tetap.

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang
memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mémpunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa
Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, BMN
yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan
Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam
Pengerjaan. -
Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah
pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan.

5.1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai
seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku
cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku,
barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain- berupa cadangan” energi
{misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

5.2.1.Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik.
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Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan
pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset
untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

5.2.2. Pengukuran-

Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya'lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga,

rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang
digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar
persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi
dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi
dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperﬁ donasi/rampasan.

5.2.3. Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai monéternya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:
(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

(2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat ;

(3) Kondisi persediaan;

(4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persedlaan, mlsalnya persedlaan
yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2. ASET TETAP
5.2.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang dipercleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. -

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah
yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui -bila
kepemilikan tecrsebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-
undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat
permanen.
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-5.2.1.1. . Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan
hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila
perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukwm maka tanah tersebut harus
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya,

5. 2.1.2, Pengukﬁran ,

. Tanah .dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau
biaya- pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, pemmbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. -

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

5.2.1.3. Pengungkapan -.

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan
keuangan harus diungkapkan pula:

Dasar penilaian yang digunakan ‘: } -

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhlr periode menurut jenis tanah yang
menunjukkan: ~

Penambahan;
¢ Pelepasan;

e  Mutasi Tanah lainnya.

5.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasmnal pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa
Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

5.2.2.1. Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi
ketika asset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk
aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh-dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan
tersebut diterima dan hak kepemlhkarmya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan: ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan,
pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan
Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan
dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

24
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Pengembangarn -adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan
manfaat - yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan
penurunan biaya pengoperasian. '

‘Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya
kuantitas asset tersebut.

5.2.2.2. Pengukuran

Gedung dan Bangunan-dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian  Geduhg dan
Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung .dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai
kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5.2.2.3. Pengungkapan ‘

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraua sebesar nilai monetemya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

(D Dasar pemlalan yang digunakan untuk menentukan nilai.

(2) Rekonsiliasi Jumlah tercatat pada awal. dan akhlr periode yang menunjukkan:
e Penambahan;
¢ Pengembangan; dan
. Penghapusan;

3 Kebijakari akuntansi unfuk kapifalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

5.2.3. Peralatan dan Mesm

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor alat elektronik, dan
seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan:dan Mesin bisa meliputi: Alat
Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah
Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat
Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi,
Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta
Unit Proses/Produksi.

5.2.3.1. Pengakuan

Peralaian dan Mesin yang diperoleh ,bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi
ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk
aset tersebut.

Peralatan dan Mesin vang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin

cram et dieseiann i Amen by

ersenut Zienimiz Jan hax xepenulikannva berpindah



5.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yan
termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, lnstala51 da
Jaringan.
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Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya . mmeliputi:
penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai
Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya
penambahan dikapitalisasi dan d1tambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesm
tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan
manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan eflslen51en51 dan
penurunan biaya pengoperasian. S

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya
kuantitas asset tersebut.

1 5.2..3.2. Péngukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakal. Biaya
perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui’ kontrak mélfputi‘ ‘nilai
kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola. meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin
tersebut.

5.2.3.3. Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai monetemya Selam 1tu di dalam
catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula;

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkad:”

Py

¢ Penambahan;

e Pengembangan; dan

;;

J Penghapusan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang.dibangun- olg
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5.2.4.1. Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari. donasi-diakui pada periode akuntansi
“ketika aset tersebut 51ap dlgunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk
i‘aset tersebut - o

lJalan IngaS1 dan Janngan yang d1peroleh dan donasi’ diakui pada saat Jalan Inga51 dan-
J aringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi:
penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah' peningkatan -nilai
Jalan, Irigasi Jan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
- Biaya. penambahan d1kap1tallsas1 dan dltambahkan ‘pada hax‘ga pero]ehan Jalan, Irigasi dan
;Jaringan tersebut. .

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan
manfaat -yang rberakibat pada: duras1 masa manfaat, penmgkatan eflslenswnm dan
penurunan biaya pengoperasian. :

Lengurangan adalah: penurunan n1la1 Jalan Irigasi dan Jaringan dlkarenakan berkurangnya
-kuantitas asset telsebut . ‘

5.2 2.4.2. Pengukuran

Blaya perolehan Jalan irigasi, dan jaringan menggambarkan ‘seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi- dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak mehputl
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk falan, irigasi dan jatingan yang dibangun secdra swakelola meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga
kerJa sewa peralatan biaya. perencanaan dan pengawasan, blaya perizinan, - biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5.2.4.3. Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam
catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: '

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai, ..

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
. Pen'ambahan'; | : '
» ' Pengembangan; dan
« Penghapusan;

(3) Kebijakan akuntan51 untuk kapitalisasi yang, berkaitan dengan Jalan, Irigasi-dan
Janngan. , .
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5.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dlkelompokkan ke dalam kelon
Tanah Peralatan dan Mesin; ‘Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jarmgan 3
d1peroleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset iniadalah Koleksi Perpustakaan/ Bw
Barang Bercorak Keseman/Kebudayaa/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tamaman!

: 5.2.5.1. Pengaku-an

‘Aset Tetap Laipnyawyang di;ﬁeroleh b‘,‘ubkah dari ‘dorll‘asi diakui pada periode akuntansi-ke
aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui.untuk
tersebut.

Aset Tetap Lamnya yang dlperoleh dan dona51 diakui pada .saat Aset Tetap Lair
tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpmdah

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan. jenis. transaksinya meliputi: penambe
‘dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya y
disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi
ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut,

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya d1kalenakan berkurang
kuantltas asset tersebut. . L T :

5.2:5.2, Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan ur
memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. :

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kofitrak mehputr pengelu:
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan;

Biaya perolehan asset: tetap lainnya yang diadakan melalui swakelold meliputi b
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari‘biaya bahan baku, tenaga keija, s
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. -

5.2.5.3. Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca:sebesar -nilai monetemya Selam 1tu di da
catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

(2) Rekonsiliasi jumilah tercatat pada -awal dan akhir periodef yang menunjuk
Penambahan dan Penghapusan;

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

5.2.6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangu
pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peral:
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya y
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode w
tertentu dan belum selesai. Karena Konstruksi Dalam Pengerjaan belum diatur da
Keputusan Mentert Keuangan Nomor {8/KMK.018/1999 tanggal 14 Januan 1999 tent
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Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, maka Konstruksi
Dalam Pengerjaan belum diproses dalam SABMN sechingga langsung dibukukan oleh
Unit Akuntansi Keuangan dan hanya disajikan dalam Neraca. Konstruksi Dalam
Pengerjaan belum dicatat dalam buku inventaris namun. telah tercatat’ dalam  Perkiraan
Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

5.2.6.1, Pengakuaﬁ

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan
dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat’ dalam Jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi” ‘Dalam Pengerjaan _]lka biaya

_perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses penge1 )aan

-Konstruksi Dalam’ Pengerjaan d1p1ndahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah

pekeijaan konstruksi- telsebut dmyatakan selesa1 dan SIap digunakan sesuai dengan
tujuan perolehannya.

5.2.6.2. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya peroiehan..

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakélola meliputi: -

-

* Biaya yang berhubungan ]angsung dengan keglatan konstruksi yang mencakup
biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana,
peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan
peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung
dengan kegiatan konstruksi.

* Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan: pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan
dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan derigan konstruksi
tertentu; ‘dan biaya-biaya lain yang dapat dudentlflka51kan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya 1nspek51

Biaya perolehan konstruk51 yang, dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

*  Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan;

s  Pembayaran klaim kepada kontraktor atau plhak ketlga sehubungan ‘dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi.

5.2.6.3. Pengungkaﬁan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilal moneternya. Selain itu
di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

(1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan
jangka waktu penyelesaiannya;

(2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
(3) Jumlah biaya yang telab dikeluarkan;
{4) Uang muka kerja yang diberikan;
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(5) Retensi..

5.3. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap 'yang dlpeloleh secara gabungan dltentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbdndmgan mla1 waJar
masing-masing aset yang bersangkutan.

5.4. ASET BERSEJARAH (HentageAsseIs) , o o o

Aset bersqarah (herltage assets) tidak disajikan di neraca namurn aset tersebut harus
dlungkapkan dalam Catatan atas Lap01an Keuangan :

Beberapa abet tetap leelaskan scbagax asef bersejarah dlkm enakan ‘kepentingan budaya,
lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan  bersejarah,
monumern, tempat- tempat purbakala (archaeolog1cal 31tes) seperti candi, dan karya seni

(works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dlang,gap sebagai ciri khas
dari suatu aset bersejarah,

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya. tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; ,

b. Peraturan dan hukum yang : berlaku  melarang atau  membatasi - secara ketat
pelepasannya untuk leual

-~

“¢. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berJalan
, walaupun kondm flSlkI’ly& semakm menurun,

d. Sulit untuk- mcngestlmamkan masa. manfaatnya Untuk beberapa ‘ kasus dapat
mencapai ratusan tahun. .

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah dibuktikan:dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin 1 mempunyax banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-
tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasarn,
ataupun sitaan. Aset berseJarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah
unit koleksi yang dimiliki atau’jumiah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai
belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
pada periode berjalan

Beberapa aset berselalah Juga membenkan poten51 manfaat lamnya kepada pemerintah
selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan p1m51p pr1n51p yang sama
seperti aset tetap lainnya. -
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'1 MAPPING KODE BARANG KE KODE BUKU BESAR

— Mappmg ‘kode barang ke kode buku besar dlperlukan karena pencatatan BMN
- menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusam
Mentéri Kenanigan: R‘epnblrk 'Indonesia No. 18/KMK.0T8/ 1999 tangg;xl 14 Januari 1999
tentang Klasifikdsi~ ‘dah - Kodefikasi Barang’ Inventatis Mlllk/Kekayaan ‘Negara yang:
berbeda dengan perk1raan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagal aset

© tetap | dan persedxaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke
kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.

‘Mapping kode barang ke kode perkiraan buku besar aset dilaksanakan dengan ketentuan
sebagalmana diatur pada halaman selanjutnya lampiran ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

"

MAPFING KLASIFIKASI BUN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET

’ x'LKlaSifﬂ{ii‘si BMN M,ekn.uyruf" “ ‘.
' $K Menkeu No,18/KMK.018/1999

1 . Perkiraan Buku Besar.!

> Aset dalam BPS:

Nama Bidang

Kode

Nama Perkiraan |

Tanah

Alat Besar

Alat Angkutan

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Pertanian

Alat Kantor & Rumah Tangga’

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Laboratorium

Alat Persenjataan

Komputer

Alat Eksplorasi

Alat Pemboran

Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian
Alat Bantu Eksplorasi

Alat Keselamatan Kerja

Alat Peraga

Unit Peralatan Proses/ Produksi

Bangunan Gedung
Monumen

Bangunan Menara
Rambu-rambu

Tugu Titik Kontrol/Pasti

Jalan dan jembatan
Bangunan Air
Instalasi

Jaringan

Koleksi Perpustakaan/Buku
Barang Bercorak Kesenian
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan

Tkan

Tanaman

Tidak ada dalam: SK Menteri Keuangan
No.18/KMK.018/ 1999

1311t
131311

131511

131711

131911

132111

| Tanah ‘

Peralatan dan- -

} Mesin

Gedung dan
Bangunan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam
pengerjaan
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

[ MAPPING KLASIFIKASI PERSEDIAAN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET J
Klasifikasi Menurut .
SK Menkeu No.18/KMK.018/1999 Bagan Perkiraan Standar SABMN

Kode .
Ba?ang Uraian Kode Nama Perkiraan

4 Persediaan 1151 Persediaan

11511 Persediaan untuk Bahan Operasional
4.01.03.01 Alat Tulis Kantor [15111 | Barang Konsumsi

4.01.03.02 Kertas dan Cover
4.01.03.03 Bahan Cetak
4.01.03.04 Bahan Komputer
4.01.03.06 Alat Listrik

4.01.01.03 Bahan Peledak 115112 | Amunisi
4.01.03.05 Perabot Kantor 115113 | Bahan untuk Pemeliharaan
4.01.02.00 | Suku Cadang 115114 | Suku Cadang

11512 | Persediaan untuk dijual/ diserahkan

kepada Masyarakat

Belum  diatur  dalam  SK  Menkeu | 115121 | Pita Cukai, Meterai dan leges

No.18/KMK.018/1999 115122 | Tanah dan Bangunan untuk dijual atau
- diserahkan kepada Masyarakat

115123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau

diserahkan kepada Masyarakat

11513 Persediaan Bahan untuk Proses
Produksi

4.01.01.01 Bahan Bangunan dan Konstruksi 115131 | Bahan Baku

4.01.01.02 Bahan Kimia

401.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas
4.01.01.05 Bahan Baku

4.01.01.06 Bahan Kimia Nuklir

Belum diatur  dalam SK Menkeu | 115132 | Barang dalam Proses
No.18/KMK.018/1999

11519 Persediaan Bahan Lainnya
Belum  diatur  dalam SK Menkeu | 115191 | Persediaan untuk tujuan strategis/

No.18/KMK.018/1999 berjaga-jaga
|
402.01.00 | Komponen 115192 | Persediaan Lainnya
4020200 | Pipa
103.01.00 | Komponen Bekas dan Pipa Bekas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umup

ttd,-

JUSUF ANWAR
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BENTUK DAN FORMAT LAPORAN
PEMERINTAH PUSAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NERACA. . . .
PEMERINTAH PUSAT

PER 31 DESEMBER XXX1, DAN xxxg

{ DALAM RUPIAH )

LAMPIRAN VB
PERATURAN MENTER] K
EUANGAN
INDONESIA NOMOR  59/PMK.06/2 TeruBLIK

SISTEM AKUNTANS]
DAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

005 TENTANG
PELAPORAN

KODE LAPORAN I NPPT
TANGGAL :

HALAMAN X
PROGRAM 10  RXXAAXXX

AL T B G T

JUMLAK: .

NAMA PERKIRAAN ' . A Kenﬂlkah"Penurunan)
_ NS XXX1_ 1. XXX0 Jumiah- |- % -
1 T ; — 3 3 - 3
ASET )

ASET LANCAR

Rekening Kas Negara di BankIndonesia

'. 99é,999 999,999 | 999,999 | 999,999

Rekening Kas Negara yang dikelola KPKN

.999,999 | 999909 | 999,999 | 999,999

Kas dalam Transito .

999,899 | 999,999 | 999,999 | 999 999

Kas di Bendahara Pengeluaran

999,999 | 999,899 | 999 999 | 999,999

Kas di Bendahara Penerimasan =

899,999 | 999,999 | 999,999 | 999 999

Uang Muka darl Rekening BUN""

999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 |

Uang Muka dari Rekening' Khusus

999999 | 999,999 | 999,999 | 999,998

Piutang Pajak ™"

999,999 | 999,999/ 999,999 | 999,999

Piutang Bukan Pajak

999,999 | 999999 | 999999 | 999,999

Bagian Lancar. Tagihan PeQLualan Angsuran

989,999 | 999,999 | 989 9891999993

Bagian Lanca?umutan Ganti RugJ

999,999 .- 895,899 999 999 | 999,998

Piutang Lainnya ©

999,999 | 999,999°|999 9931 999 999

Investasi dalam] szosxto k

999,989 | 999,999 | 999 399 :099 998

Investasi dalam Sarat Utanﬂegara» .

999,898 | 999,999 | 999,999 | 999,999

Investasi Jangka Pendek tainnya

999,999 | 999,999 | 999999 | 999,999

Persediaan .

999,999 : 999,999 | 999,999.! - 989 989

JUMLAH ASET CANGAR. ™70

999,998 - | 899,899 [/999;999

4999,999. i

INVESTASI JANGKA PANJANG

INVESTASI NON PERMANEN

Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah

999,899 | 999,999 | 999 9997| 999999

Dana Resthuﬁsas[Perbankan

998999 | 999,999 | 999999 | 999,999

Dana Bergulir™ o

899,999 | 999,999 | 999999 | 999 999

Investasi dalam Obligast

999,999 | 999,999 : 999,999 | 999,999

Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan

959,999 | 999,999 | 999,999 | 999,998

Investasi Non-Pernidhen Lainnya

999,993 | 999,999 | 999,999 | 899,999

JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN

999,999 {-999;999 | 999,999 | 999,999

]

INVESTASI PERMANEN . o

Investasi Permanen Penyenaan Modal Pemenntah

990,999 | 999,999 | 999,699 | 969095 |

investasi Permanen Lainnya

989,999 | 899,898 | 995,999 | 999,699

JUMLAH INVESTAS| PERMANEN -

999,999 1-999,999 | 899,999 | 999,999 |

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

999,999 | 599,999 | 999,999 | 999,999 os

ASET TETAP . @ . % . . : : . . B
Tanah s L 999,099 | 999,999 ;999,099 |, 999,999 |
Peralatan dan Mesin. . 993,999 | 999,999 | 999,099 | -899,99%
Gedung dan Bangtnan . : = 999,999 {-989,998 1.999.999 | 899993 |
Jalan, Irigasi dan Jaritigan L ommee cveme - 999999999099 | 999,099 |- 999,989 |-
Aset Tetap-Lainnya -, . e 899,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
Konstruksi Datam Pengerjaan 999,999 | 999999 | 999,999 | 999 999

JUMLAH ASET TETAP 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

999,999 | 999,999 | 999:999 | 999,999

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rug|

999,999 | 999,999 | 999,999 | 999999

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

999999 | 999,999 | 999 999 | 999,993

Aset Tak Berwujud $69.999 | 999,899 ! 999 999 | 959 999
Aset Lain-lain 690,098 | 999,999 | 999,998 | 999,990 {
JUMLAH ASET LAINNYA 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH ASET 999,999 | 999,999 { 999,999 | 999,999




LAMPIRAN V A
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SI§TEM AKUNTANS! DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2XX1 dan 2XX0

APBN 2XX1 APBN 2XX0
URAIAN Anggaran Rualisasi %) Anggsran Reatisas) )
{Rp.) (Rp.} {Rp.) {Rp.)
A, PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
i.  PENERIMAAN DALAM NEGER! 999,999,999,989 | 999,899,999.999 | 99,99 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 99,99
Penerimaan Perpajakan 999,999,909,000 | 900.999,900,098 | $B.00 | 999,899,999.500 | ©99,999,998,009 §9.90
Penerimaan Negara Bukan Pajak . 9990,090,999,990 | 099,999,909.909 | 99.99 | 990,990.999,999 { 999,999,999,989 99,99
Il. PENERIMAAN HIBAH $89,999,599,990 | 999,899.999,009 | 99,39 } 299.383.999,599 | 995,993,598.999 | 99,99
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (Al + A.ll) $93,999,999,999 | 998,009,909,990 | 99,99 | 999,409 999,959 | 999,9989,999,989 99,99
B. BELANJA NEGARA
1. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | $9.99 | 999,999,999,999 | 999,999,099.989 | 99,99
Belanja Pegawat 999,999,009,900 | 999,009,990,000 | 99,80 | 999,990,090,990 | 999,008,999,099 9999 ’
Belanja Barang 995,999.909,099 | 990.999.099.999 | 90,90 ( 999.009,000.990 | 999,980.909,900 | 8999
Belanja Modal 999,099,090,990 | 999.099,999.990 | 900,89 | 990.999,989,999 | ©99,999.999.980 | 90,89
Pembayaran Bunga Utang 999,999.909,000 | 999.999.960.999 | 99.90 | 906,899.990.009 | ©90.080,999.099 | 99,88
Subsidi 999,999,009,999 | 990,099,999,080 | 99.99 | 999,909.999.996 | 999.989.899.999 |  60.99
Hibah 999,909,999,999 | ©09,099,999,090 | 99,99 | 999,999,099,999 | ©990,909,009099 | ©99.99
Bantuan Sosta 999,899,990,995 | ©699,099,099,950 | 99,09 | 995,999,999,909 | ©990,009.999,999 | 9.9
Belanja Lain-Lain 999.999,899,990 | ©99.500,999,999 | 99,98 | 999,399,009,998 | ©999,999.599,989 99,98
il. ANGARAN BELANJA UNTUK DAERAH 999,999,999,999 | 999,999,995,999 | 99,99 | 999,999,999,099 | 999,996,999,999 99,59
Dana Perimbangan 969,909,809,999 | 999,999,999,000 | 99,90 | 999,099,9990,990 | ©95,009,000,990 99,99
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang 9909,990,900,000 | 900,990,909,089 { 90,00 | 990.990,990.009 { 999,099.999,5:" 99,09
JUMEAH BELANJA NEGARA (B.L. + B.IL) 999,993,999,999 | 599,999,999.999 | 99,99 | 099,999,509,950 | 999,995,099,999 | 99,89
€. DEFISIT ANGGARAN (B - A) 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 69,99 | 999,999,999.998 | 999,999.999.899 |  99.99
D. PEMBIAYAAN
|.  Pembiayaan Dalam Negeri {Neto) 999,999,899,990 | 999,900,999.999 | 90,90 | 009.980.099.999 | ©909,900.998.990 | 99,95
. Pemblayaan Luar Negeri (Neto) 999,909,009,999 | ©999,080,999,995 | 69,99 | 999,090,989,999 | 909000998009 | 09.99
JUMLAH PEMBIAYAAN (D.I. + D.IL) 999,999,999,999 | $99,999,995,999 | 99,88 | 998,950,999,998 | 999,999,995,999 | 9§39
E. SiSA LEBiIH FEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN iNi (D - C) 999,009,099,999 | 90,99 999,099,920,080 |  ©99.99
F. SISA ANGGARAN LEBIH S.D TAHUN ANGGARAN 200X 999.990,999,000 | 99,09 999,099,999,999 |  99.99
G. SISA ANGGARAN LEBIH S.D TAHUN ANGGARAN INI (B + F) 999,999,999,999 | 99,99 999,999,999,998 | 99,99

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



NERACA
PEMERINTAH PUSAT

PER 31 DESEMBER XXX1 DAN. xp(u o

{ DALAM RUPIAH }'
KODE LAPORAN NPPT
TANGGAL :
HALAMAN X
PROGRAM 1D 2 XXXXKHXK,
TNAMA PERKIRAAN. ... e ~JUMLAN = | ‘Kenalkarr{Penurunan)
XXX1 ¢ XXX0:-F Jumiah %
- B N - 17 - - - . ,‘,2 PPN M 3 - -4 5 -
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Foo
Utang Perhitungan Fihak Ketiga - 999,999 1 999999 | 989999 | 999,998} . -
Utang kepada Pinak Ketiga 999,999 999, 999 ] 1,999 1. 999,989 :
Bagian Lancar Uitang Jangka BMO 999899 [ 999999 1999999 | 999909 |
Utang Bunga ~ 999,999 | 999,999 1 999099 1. 999999 | .
Utang Subsidi . 999,999 [ 999,999 | 9998991 999,909 |
Utang Kelebihan Bayar Pajak 999,999 | 999,999 | 999999 | 889,998 .|
Utang Jangka Pendek Lainnya 999,999 | 999899 | §95,999° 999,899 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKAPENDEK 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG . : 1w .
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 999999 | 999,999 | 999993 |- 999.099 | .
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obhgasn 999999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | .
Utang Dalam Negeri.Lainrya . ° $99,999 | 999,999 | 999,999 |- 989,999 | .
Utang Luar Negeri Perbankan: 999,999 999,993 | 999 999-1 ‘993 599
Utang Luar Negeri Non Perbankan 999,999 | 999,999 | 899999 | 999,999
Utang Luar Negeri-Lainnya"® - - 999,999 999,999 | 899999 | 599 999 |
JUMLAR KEWAJNBAN JANGKA PANJANG 999,999 999,999 | 999,899 | 999,999 |
JUMLAH KEWAJIBAN )
EKUITAS DANA .
EKUITAS DANA LANCAR C S L] . o
SAL 999999 | 999999 | 999,999 | 999,999 3
SiL.PA 999,939 | 999,999 | 999,999 | 999,999 .
Cadangan Piutang e 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
Cadangan Persediaan +999,998 | 999999 | 999,999 | 999,939
Pendapatan yang Dxtangguhkan i L 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
Diinvestasikan daiam Investasi Jangka Pendek it 959,999 | 999,999 | 999,899 [> §99,993
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 99,999 | 999599 | 989 999! 999939
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 999999 | 999,999 | 999,999 | 999,899
EKUITAS DANA INVESTASI o :
Diinvestasikan dalam Investasi Jangks F'an;ang 989,999 | 899 999 i.-998;999 & 999998
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 999,699 899-|-989 899 - 839.999
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 999999 | 999999 | 999899 | 999998
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 999959 | 959,999 | 999,999 | 999999 |- .
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI B 999,999 999,999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH EKUITAS DANA e 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,939
JUMLAH KEWA.JIBAN DAN EKUlTAs DANA 999,999 | 999,999 | 999,999 099,999

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito.
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE

ttd.

JUSUF ANWAR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTER|( KEUANG BLIC

AN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN
- REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun yang berakhir sampal dengan 31 D xxxQ dam xxx1
KODE LAPORAN + JOOKKKX
TANGGAL T XXXXPXXX
HALAMAN T XXX
PROG4D + JOOXXX
Daiam Rupish
) URAIAN XXX1 XXXo
(1) (2) (3}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS!
KAS MASUX
Penerimsan-Pamajakan $99.999.999.99 299.999.999.89
Pendapatsn Pejak Oslam Negeri 993.998.999.9% $99.999.999. 99
Pendapatan PPh Migaa (netto) 999.998.959.99 999.999.999.9%
Pendapatan PPh Migas 999.995.999.99 999.996,999.99
Pendapatan PPh Minyak Bumi 999.999.995.99 999.999.999.99
Pendapatan PPh Gas Alam 909.999.995.99 999.959.999.99
Pendapatan PPh Lainnya der Minyak Bumi 999.999.999.99 999.999.999.99
" Pendapatari PPh Migas Lairnya .999.99 999.999.899.99
Pengentbalian Pendapetan PPh Migas 999.999.585.99 $99.999.999.98
Pengémbaian Pendapatan PPh Minyak Bumi 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Pendapatan PPh Lalnnya dari Minyak Bumi 999.999.999.99 999.999.999.99
-Pengembaiian Pendapatan PPh Migas Lainnys §99.999.999.99 999.999.989.99
Pandapatan PPh Non-Migas {netto) $99.959,999.89 999.999.999.89
Pendapatan PPh Nondfigas 999.999.999.99 $99.999.999.59
Pendapatan PPh Pasal 21 999.999.999.99 999.999.999.99
Petdapatan PPh Pasal 22 999.999.909.99 §99.999.909.99
“ Pgndspatan PPA Pasal 22 lmpar 999.999.999.99 999.999.598.99
Pandapatan PPh Pasal 23 99.999.999,99 999.999.999.99
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 999.999.999.99 999.999.999.89
Pendapatan PPl Pasal 2529 Badan 999.999.999.99 999.995.999.59
Pendapatan PPhPasal 26 . 999.999.999.99 999.999.099.99
Péndapatan PPh Final dan Fiskal Luar Neger 999.999.999.99 999.089.999.09
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 999.998.999.99 $99.999.989.98
Pengembalan Pendapatan PPh Non-Migas 999.999.889.99 999.999.593.99
Pérgembalian Pendapatan PPh Pasal 21 $99.999.699.99 999 999.999.99
Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembaiian Pendapatan PPh Pasa 22 Impor $99.999.999.99 999.990.999.99
Pengembaian Pendapatan PPh Pasal 23 $89.999.9%0.99 999.999.999.99
Pangemblian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 999.999.999.99 999.999.999.99
_Pungeribalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 909.999.990.99 999.999.990.60
- JPangsmbalisn Péndapatan PPh Pasal 26 999.999.999.99 $09.999.999.98
Perigemibalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri '999.999.999.99 999.999.999.99
F Pend PPh igas Lainnya 999.995.999.99 999.999.999.99
Pendspatan Pajak pertambahan nild {netto) £51.999.999.99 $99.599.998.99
Pendapatan Pejak partambahan nilai 989,999.999.99 993.993.993.99
Pendapatan PPN Dalam Negert $99.999.999.98 999.999.999.99
Pandapatan PPN impor ; 999.899.999.99 999.999.999:39
Pendapatan PPN Lainnya 999.999.999.99 $99.999.999.99
Pengembalian Pandapatan PPN 999.099.999.59 999.999.359.99
Pengembalian Péndapatan PPN Dalam Negeri 999.999.999.99 999.999.999.69
‘Pengembalian Pendapatan PPN Impor 999.999.999.99 $99.909.809.99
Pengembafian Pendapatan PPN Lainnya | 999.999.999.99 959.999.999.99
Pendapstan PPAEM {nettc) $99.999.999.99 $99.993.989.39
Pandapatan PPRM 939.999.993.99 999.939.992.99
Peridapatan PPrBM dalam Negeri 999.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan PPnBM Impor 999.999.599.99 999.999 90008
Pendapatan PPnBM Lainnya 999.999.999.98 996.999.995.99
Pengembalian Pendapatan PPnBM 993.999.993.9% 989,999.999.99
Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri $99.999.993.99 999.999.999.99
Pengembakan Pandapatan PPnBM impor 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Pandapatan PPnBM Lainnya $99.595.599.99 $99.999.899.99
Pendapatan Pajek bumi dan'bangunan {netto) $99.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Pajak bumi dan bangunan 959.999.989.99 $92.999.999.09
Pendapatan PBB Pedesaan 969.999.990.95 999.999.999.69
Persapaan FB8 Perxotaan 999.999.999.99 969.999.999.99
Pencapatan P88 Pervetnan 999.999.989.99 969.999.998.99
Seczxagn 293 Xanzatan 999.999.999.99 999.992.999.99
Fecacatar P83 Pewartaniat 999.999.999.99 999.999.999.99
Sevx g 252 . a2 999.999.999.98 999.999.999.98




MENTERI KEUANGAN
" REPUBLIKINDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT

. Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember xxx0 dam xxx*t

KODE LAPORAN t OO
TANGGAL ¢ OURKIXXXX
HALAMAN ;XXX
PROG-I0 XXX
Dalam Rupiah
URAIAN XXX1 XXX0
1) (2) (3)
Pendapatan BPHTS {netto) 999.939.999.99 999.099.999.99
Pendapatan 8PHTB 399.999.999.95 959.099.999.99
Pendapatan BPHTB 999.999.999.99 999.999.999 99
Pengembalian Pendapatan Pajak BPHTB 999.999.999.99 999.999.999.99
R Penqemb§lian Pendapatan BPHTB '999.999.999.99 89 999.998.99
Pendapatan Cukai 999.929,999.9% "999.995.999.98
ox+2r -~ Pendapatan Cukel 999.999.999 98 999.999.999.99
Pendapatan Cukai Hasil T_embakau 9997999 999.99 999.99%.893.99
- = * Pendapatan Cukai Ethyl Alkchol 999.998.999.99 999.999.999.09
Pendapatan Cukal Minuman mengandung Ethyl Alkahol 999.996.999.59 999.999 §99.99
Pendapatan Denda Administrasi Cukai 999.699.999.99 $99.9689.999.99
Pendapatan Cukai Lainnya 999.999.999.59 999.999.999.99
rﬁngombalian Pendapatan Cukai 999.999.959.99 999.999.999.99
: _‘Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 999.999.999.99 999.§99.999.99
. Pengemuahan Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 999.995.999.98 999.999.999.99
. gemba Cukai Minuman g Ethyl Alkehol - 999.999.999.99 999.899.998.99
F ian-Pend Denda Administrasi Cukat 999.999.999.99 999.999.999 99
g Feﬂgembahan Pendapatan Cukai Lainnya 889.999.999.99 999.999.999.99
999.999°999.9% 999,999.999.93
Pondapalln Pajak Lainnya *999.999.999.99 999,999.999.99
-+ -Pendapatan Bea Meterai - *999.999.999.99 998.999.999.99
AR Pendapatan dari Penjualan Benda Materai ' 999.999.999.99 998.999.999.88
kS Pendapatan Pajak Tigak Langsung Lainnya 999.999.999.99 989.999 993 98
k O " Pengembajian Pendapatan Pajak Lainnya 999.999.999.99 959.999.999.99
o Pengembalan Pendapatan Bea Metrai 999.990.909.95  [v 999.999.999.99
g T patan P dari Penjualan Benda Materai 989.999.999.99 999.999.999.99
E Pengemnahan Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya '999.099.999.99 999.999.999.9¢
: Pendapatan Bunga Penagihan Pajsk {netto} 999:999,999.99 999.999.999.89
Pendapmh 8Bunqa Penagihan Pajak 939.999.999.93 399.999.999.99
Pendapatan Bunga Penagihan PPh 999.959.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Bunga Penaginan PPN . 999.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Bunga Penagihan PPnEM 999,959 sas 99 999.999.999.99
Pandapatan Bunga Penagihan PTLL 996.999.999.99 999.989 998.99

f f p Bunga f ihan Pajak
. Pangembalian Pendapatan Bunga Pensgihan PPh
Igg,,ggmbuhan Pu\dapmn Bunga Penagihan PPN

—— F P Bunga Penagihan PPnBM
o Peng i Bunga Penagihan PTLL
ol P tan Pajak Perdagangen | lonal

. Pendapatan Bas masuk (netto)

Pendapatan Baa masuk
Pendapa(an Bea masuk

" Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Ninit)
" Pendapatan Denda Administrasi Pabean

n-. - - RendapatanPabean Lainoya
Pengembalian Pandapatan Pajak Bea masuk
Pengembalian Pendapatan Bea masuk

P F Py Denda Administrasi Pabean

Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya

Pendapatan Pajakipungutan ekspor {netto)

Pendapatan Pajakipungutan ekspor
z Pendagatan Pajakipungutan ekspor
T F Paj ekspor
I Pendapatan Pajak/pungutan exspor

E:“‘Pmoﬁmun Negara Bukan Pajak
puce —~== Penarimasn SumaerDaya Alem

S

_‘ Pendapatan Minyak bumi (nefto)
Pendapatan Minyak bumi
Pendapatan Minyak Bumi

Pung Minyak Bumi
. 9ngembahan Pendapalan Minyak Bumi

Pandapmn Gas Alam (nmo)
Pendapatan Gas Alam
Pendapatan Gas Alam
Pangemballan Pendapatan Gas Alam

Pengempalian Pendapatan Gas Alam

Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)

Pengembahan Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hiban (SPM Nihil}

Pengembdian Pendapatan Bsa Masuk dalam rangka Kemudahan impor Twjuan Ekspar (KITE)

999.999.998.99

L L
o §PR9R9,980.8%

999.999.968.99
999.989.999.99
999.999.999.99
$99.999.899.99
£99.983.539.59

999.999.899.99
999.999.999.99

.999:989.909.99 999.999.999.98
999.999.999.99 999.999.999.99
999.999.999.99 999.999.999.99
999.999.989.99 999.999.999.99
999.959:939.59 99.999.999.99
999:999.999:99" 999.999 995.99
994.989.959.98 999.999.999.99
" 599.960.699.99 $59.999.995.99
" 999999'999.99 999.999.999.99
9999998909 ¥ 959.999.999.99

A ‘ “0‘!‘“ 999.99

999,999.999.99
969 999.999.99

L 20goYedye.es
4 . 2991990999 8B

2 Jees- ST
% 9. 9A0:809.99

999.98%:90D.99 £99.899.999.99
909.989.900.98 999.959.989.99
sy

999.959.99! 959.999.999.99
.- 99549989 $09.998.999.29
999.899.88! 999.999.899.96
998.099.999.99

999 998.996.99

999.999.999.59
999.999.999.99

999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.899.89
999.999.999.99

999.999.999.99
999.999.999 99
999.999.999.99
29% 999.999 99
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Untuk Tahun yang berakhirsampat dengan 31 Desember xxx0 dam xxx1
i o KODE LAPORAN' T XXXXXXX
TANGGAL © XXUXXIXXXX
HALAMAN T XXX
'PROGAD XXXOUOX
Dalam Rupish
... . URMAN | XXX1 XXX0
e (1), (2} €3}
S par gan-umum{netto) L 3
Pendapatan Pertambangan umum 99.999.999.95 . 999.999.989.99
_Pendapalan Iuran Tetap 999.999.989.99 999.999.990.99
Pendapatan Royalti Batubara 998.999.999.99 999.99.999.99
P lian Pend: t Per Umum 998.999.999.99 999.999,999.99
Pengembalian Pendapatan luran Tetap 998.990.999.99 999.995.994.99
Pengembalian Pendapatan Royall Batubara 999.999.999 .99 899.999.999.99
Pendapatan Kehutanan (netto) .
Pendapatan Kehutanan 999.999.099.99 999.999.999.99
- Pendapatah Dana Reboisasi 999.999.999.99 099.999.995.99
) Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 998.999.999.99 999.999.99%.99
Pendapatan IMPH Tanaman Industi 999.999.990 89 999.999.998.99
Pendapatan IHPH Bambu 999.999.990.99 999.699.899.99
Pendapatan IHPH Tanaman Rotan $99.899.999.99 999.999.999.98
Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 999.999.999.99 999.969.999.99
Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 999.969.969 99 999.999.995.99
Pendapat ap il dan My Satwa Liar 999.999.999.99 999.999.999.99
P balian Pendapatan Keh 999.999.999.99 999.999.998.99
Pengetnbaiian Pehdapatan Dana Reboisasi 999.999.909.99 999.999.969.99
Pengembalian Pehdapatan Provisi Sumber Daya Hutan 999.999.999.99 999.999.999 99
Pengartibalian Pendapatan 1HPH Tanaman lndustr 999.999.999.99 999.999.999 99
Pengembalian Pendapatan IHPH Bambu - 999.999.990.88 . 999.999.999.99
Pengembalian Pehdapatan IHPH Tanaman Rotan 999.999.999.99 999.990.999.99
Pengémbalian Pendapatan Dana F Hutan 999,999,998 99 999.999.999.99
Pengernbalian Pendapatan Denda Pelanggaran Exsploitasi Hutan 999.999,999.99 999.999.999.99
. Pefjembalian Pandapatan luran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar 999.999.9¢9.99 999.960.990.99

Pendapatan Perikanan (nettd)
Pandapatan Perikanan
Pendapatan Perikanan
BanAa N g

P patan F Dana Kemp i P ian Sumber Daya Alam Kelautan
Pengembalian Pendapatas Satwa Liar dan Perikenan

: Pengembalian Pendapaten Perikanan .
Fengembalian Péndapatan Peneri Dana Pai

Sumber (aya Alam Ketautan

Pendapatari Baglan Parnérintaf atas Laba BUMN
Pebdapaten Bagfan Pemarintah atas Laba BUMN {netto)

Pendabalan BagiA Pemerintah atas Laba BUMN
Penapalari Labd BUMN Perbankan hid

. ‘Pindapaidii Laba BUMN Non Perbankan

Pengemballan Perdapatan atas Laba BUMN
Pengeinbalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan
Pengembalian Péndapatan Laba BUMN Non Perbankan

Pendapatan PNBP Leinnya
Pendapatan Perijualan HasifProduksi/Sitaan (netto)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
_Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perkanan
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan

; . Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
) Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Masil Cetakan Lainnya
B Pendapatan Penfualan Dok dokumen F

P Pendapatan Penjualan Lainnya
Pengembalian Pendapatdn Penjusian Hasil Produksi/Sitaan
. Pengembatian Péndapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
Pengembaiian Pendapalan Penjuaian Hasil Peternakan dan Perikanan
Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Sita dan Harta Peni
Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasi Farmasi Lainnya
Pengembalian Pendapatan Penjualan informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasi Catakan Lainnya
Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumer: Pslelangan
Pengembaiian Péndapatan Penjualan Lainnya

Pendapatan Sewa (netto)
Pendapatan Sewa
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negen
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak
Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
A Pengembalign Pendapatar Sewa
Pengembalian Pendapatan Sews Rumah Dinas/Rumah Negeri
Pengembalian Pendapatan Sewa Gedung. Bangunan, dan Gudang
Pengembaiian Pendapatan Sewa Benda-bendz Bergerak
Pengembaiian Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

$99.999.999.99
999,899.999.99
999.999.998.99
999.999.999.99
99.999.999.99
999.999.99999

999.999.999.99

999.999.999.99
999.999.998.99
999.999.999.99
899.999.999.99
999.995.999 99
899.999.999.99

999.999.995 59

999.999.999.99
999.990.999.99
. 999.999.999.99
* 999.999.999.99
999,999.999.99
909.999.989.99
9%3.999.999.60
999.999.906.99 .
999,999.989.99
999,999.969.99
999.099.699 89
999.999.939.99
999.999.999.99
999.999.909.99
999.990.999.99
899,§69.999.99
929.999.999.99
. 999.999.992.99

999.998.989.89
999.999.989 99
§99.999.999.99
999.999.999 99
999.999.999.69

.. £99,999.990.99
| 999.999 909 98
999.999.999 99
999.999.999.99
999.999,999.99

¥
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
998.999.999.09
999.990.996.99

999.999.999.99

299.999.999.99

999.900.99.99
999.999.999.89
999.999.999.99

999.999.986.99

999.999.905.90
999.909.94.99
999.960.890.99
999.009.990.99
999.999 999,99
999.909.990.99
999.999.990.99
999,999.999.99
999.999 649,98
999.992.999.99
999.999.999.99

999.999.099.99
999.999.999.99
999399.99]9_99
999.999.06).98
!
909 999.999.99
999.999.099.99

999.999.999.98
999.999.9%9.99
999.999.999.99
599.999.989.99
999.999.989.98
999.999.999.99
999.999.989 .99
999.999.999.99
999.999.989.99
999.999.999.99

2
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REPUBLIK INDONESIA
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Untuk Tahun yang barakhir sampaj dengan 31 Desember xxx0 dam xxx1
‘ KODE LAPORAN * OO0
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HALAMAN T XXX
PROG-ID ! XXKXNRX -
o - . ’ T Dalam Ruplah
i
PR URAIAN T . - o 0
;:. - W . .- Coe . (1) '(Z)"' -(»3)"
Pandapatan Jasa ! {neito) A
" Pendapatan Jasa! - 999.999.999.99 999.999.999.99

PRV S

o R - T RS

on e v

o . et

Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam {PUPA}
Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
Pendapatan Hak dan Perijinan
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
Pendapatan JasaBandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
Pendapatan Jasa] Lainnya
Pengembalian Pendiapatan Jasa !
Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
Pengembalian Pendapaian Tempat Hiburan/TamanMuseum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
F Pend. Surat & Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKS
Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan
Pengembalian Pendapalan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, DJ8C
Pengemmbalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
Pengembalian Pendapatan Jasa | Lainnya

Pendapatan Jasa Il (netto)

Pendapatan Jasa ll
Pendapatan Jasal.ambaga Keuangan (Jasa Giro}
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pendapatan luran Lelang untuk Fakir Miskin
Pendapatan Jasa Catatan Sipil
Pendanatan Biaya Panagihan Paisk Negara dengan Surat Pakss
Pendapatan Uang Pewarganegaran
Pendapatan Bea Lelang
Pendapatan Biaya Pengurusan Piulang dan Leiang Negara
Pendapatan Jasa il Lainnya

Pengembalian Pendapatan Jasa il
Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan {Jasa Giro)
Pengembalian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pengembalian Pendapatan iuran Lalang untuk Fakir Miskin
Pengembaiian Pendapatan Jasa Catatan Sipl
Pengembanan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Faksa
F Pend UangF
Pengembahan Pendapatan Bea Lelang
Pengembalian Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
Pengembalian Pendapatan Jasa il Lainnya

Pendopatan Bukan Pajak dari Luar Negeri (netto)

Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri
Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan R
Pendapa!an dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri

ngombalnin Pendapatan Bukan Pajak darni Luar Negeri
Peng dariF ian Swrat Perjalanan R

) dari Jasa P Dokumen Konsuler

Pengambaﬁan Penaapatan Rutin Lainnya dan Luar Negeri

Pendapatan Bunga (netto)
Pondapatan Bunga
Pendapatan Bunga atas investasi dgalam Obligasi
Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
Pendapatan Bunga Lainnya
Pengembakan Pendapatan Bunga
Pengembalian Pendapalan Bunga atas Investasi dalam Obiigasi
Pengembalian Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
Pengembalian Pendapatan Bunga dari Piutang - Penerusan Pinjaman
Pengemaasan Pendapatan Bunga Lainnya
Pandapatan Kejaksaan dan Peraditan
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
Pendapatan Uang Meja {Leges) dan Upah Pada Panilera Badan Pengadilan (Peradilan)
Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
Pengdapatan Ongkos Perkara
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
' Kejak dan Peradilan
Pengembahan Pendapalﬂn LEanlsaSl Tanda Tangan
F F Surat Dibawah Tangan
Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peraditan)
Pengembalian Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara

Pengembalian Pendapatan Kejsksanaan dan Peradilan Lainnya

999.989.999.99
| 969.999.999.99
999.999.999 99
999.990.909.99
'999.999.969.89
99.999,999.69
999.900.999.99 |
999.999.000.09
999.999.969.99
999.999.990.99
©99.999.999.99
$99.690.909.99
999.999.999.99
999.999.929.99
©99.999.999.99
= - §60.999.999,99
$99.999.990.99
999.996.999.69
999.999.999.99

| 999.999.999.99
©99.999.999.94-
999.990 999 89
999.999.999.99
999,899.999.99
999.590,999. %
999.999.995.89
. 998, 999 .988. 99
" 999 sss 999.99
. 999.999.999.99
999.999. ‘i' 99
 999.999.599.90
999.999.999,99

* 996.669.999.99
999.990.999.99
999.809.998.99
"999.999.999.99
999,999.999.99

999.999,.990.99
999.999.999.99
£09.999.999.99

. 999.999 .999.09
999 999.999.99
999.999,999.99
999.999.999.99
999.990.999.98

998, ii' Di! 99
‘909.600.659.98
'998.590.809.99
989.995.999.95
999.999.009.99
999.999.999.99
$99.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999 99
'999.959. 998 08

DOD 999, 9!9 99

999.599.599.99
099,999 999.99
) 995’ 999'08
" “9guh95.993.99
"~ ' 099.999.989 99

"§6.6951009.90

" $99.999.899.99
'999.999.999.99
- -999:999.999.09 - -

998.998.998.99

99.999.989.99
999.999.999‘99
‘999.999.99!.99
909.999.969.59
999.999.999.89
999.959.999.99
999,999.999.99
999.999.986.99
999.999.999.99
999.990.990.99
999.999.998.99
©99.999.998.99
£95.999.998.99
999.999.999.98
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.989.99
909.969.999.99
999.999.999.99

990.999.990.99
9099.990.990.99
999.999.984.89
989.999.999 .89

. 999.989 999 99

999.999.999.99
999.999.999.99
999 999.999.99
999.999.999 99
999.999.999.99
999.999.990.99
999.999.99_9.09
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
599.999.996.59
999.999.999.99
999.999.009.99
999.999.999.99
999.999.999.99

909.999.999.99
©09.990.999.99
$99.999.999.99
$99.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999 99
990.909.999.99
999 998 8¢b 99

999.999.999.99
999.999.989 99
999.989.999.99
999.995.999.99
999.999.969.99
999.999.995.99
999,999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
§99.899.935.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.969.99
989.999.969.90
999.995.999.99
999.999.999.99
©99.999.999.99
990.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
929,090.099.99
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" 699:999.090.98

.+ KODE LAPORAN + XXX
TANGOAL o OOUXXIXNXX
HALAMAN XXX
PROG-ID- ~ -~ - TRXROUKR
N Lo Dalam Rapiah
T A e o s P A’
URAIAN XXX1 XXX0
(1) (2) (3%
Pendapatan Pehdidikan 999'999.899.98 © 999.999.999.99
Pendapatan Uadg Pendidikan 999:969.599.99 999.999.999.99
Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhi Pendidikan 999.9901999.99 599.999.989.9
Psndapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praklsk_ 999:999999.99 999.999.995.99
Pendapatan Peqdjdjkan Lainnya 999:999.999.99 995.999.989.89
Peng P p Pendidik 999.$99.889.99 999.999.989.99
F Pendapatan Uang F - '999.999.99.99 999.999 .699.99
Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan * 999.999.099.90 999.909.999.99
Pengembaiian Pendapatan Uang Uiian untuk Menjalankar Praktek 905:699.999.99 959.999.999.99
P ian Ppndapatan Pendidikan Lainnya 999.999.999.99 999.999.999.98
Pendapatan dari Panerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 909.989.999.99 999,999.999.99
Penetimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 999.996:999.99 999.998.999.99
Penedmaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 999:999.899.98 999.999.999.99
Penenimaan Kermbali Belanja Lainnya RM TAYL 999:099.988.99 999.999.999 99
Penerimaan Kemibali Befanja Lainnya Pinj. LN TAYL 999:999.999.99 999.999.999.99
Penerimaan Kembali Belanja Lainftya Hibah TAYL 999.999.999.89 999.939.989.99
Penerimaan Kerfibali Belanja Swadana TAYL 999.999.999.98 999.990.999.99
Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjuatan Bahan Bakar Minyak 999.999.999.99 $99.999.999.99
_Pendapatan Laba Bersih Hasit Penjualan Bahan Bakar Mintyak 999.999.999.99 996.999.980.99
Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hasit Penjualan Bahan Bakar Minyak 999%999.999.99 999,99‘2.99:9.99
Pendapatan Pelunasan Piutang 999,999.999.99 989.999.869.99
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 999:996.999.99 999.998.999.89
Pendapatan Pelinasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR] Bendahara 996.999.999.99 999.990.999.99
Pengembalian Péndapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara ° 909:999:989.99 999.995.999.99
Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara  * 959:999.999.99 999,999.9@9.99
Pendapatan Lain4ein 999:899.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Laid-lain 998:999.999.99 999.999.999.99
Pembetulan Pembukuan Befanja RM TAYL 999.999.999.99 $99.999.999.99
Pembetulan Pembukuan Beianja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL £99:890.999.99 999 999.990.99
Pembetutan Pembukuan Belanja dar Hibah TAYL ' 999.999.999.99 089.999.989.99
P Pembukuan Belanja Swadana TAYL 999.999:999.99 999.999.989 99
Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL 996.998.999.99 609.999.999.99
Pembetulan Pembukuan Belarja Subsidi Bea Masuk TAYL 989.989.898 63 985.990.999.69
Penerimaan Kembai Persekot/Uang Muka Gaji 999.§99.999.99 999.999.946.99
Pendapatan Denda K Penyelesaian Pekerjaan f 99Y.599.999 99 999.999.990.99
Py atas Denda Administrasi PBHTB +'59Y.999.999.89 999.999.999.99
Penerimaan Premk Penjaminan Perbankan Nasional 969.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal L -998.960.999.99 99,995.995.98
Pendagatan Anggaran Lain-lain 595,955 .995.95 995.596.988.99
Pengembalian Fendapatan Lain-lain 999999 99809 999.999,999.69
Pengembalian Penerimaan Kembali PersekotUang Muka Gaji 990.999.069.09 990.999.999.9¢
P dian Pend Denda K Penyelesaian Pekerjaan Pemeri! $99.999.999.99 990.999.599.99
. Peng ian P atas Denda Admin; PBHTB 999,969 990.99 999.990.9%0.99
Peng ian Péneri Premi Penjaminan Perbankan Nasional - 96 §99.909.99 999.990.995.99
Pengembatian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal ! 999599:999.99 $99.990.948.00
Pengembalian Péndapatan Anggaran Lain-lain T §99.999.999.99 999.999.9@.99
Penerimaan Hibah . 999,999.999.99 999.999.999.99
Penerimaan Hibah Dalam Negeri §99.999.999.90 sss.ees.sn@.w
Pandapatan Hibgh Dalam Negeri © 999.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan $00.590.699.09 999,990,990 99
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha 999.999.899.99 999.989.999.99
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya 999.999.999.99 998.990.999.99
Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Nageri 999.096.650.00 999.999.9#9.99
. Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Petorangan 999.999.999.99 999.999.995.99
- . Pengembaiian Pendapatan Hibah Dalam Negen - Lembaga/Badan Usaha - : 999.899:999.99 989.990.999.99
Pengembaiian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya i - ' 989.9%9.999.08 999.999.999.99
Penerimaan Hibah Lusr Negari 999.999.099.99 999.999.999.99
Pendapatan Hibah Luar Negerl 999.955:999.98 999,998.999.99
Pendapatan Hibah Luar Negsri - Perorangan 999:999.999.99 999.699.999.99
Eendapaten Hibah Luar Negeri - Bilateral 999.999.990.99 999.999.999.69
Pendapatan Hibah Luar Negei - Multilateral 999.999.999.89 999.999.989.99
Pendepatan Hibah Luar Negeri Lainnya 999:999.699.99 999.999.999.99
Pangembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri 998.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan 996:9%5.989.99 999.999.988.99
Pengembelian Pendapatan Hibah Luar Neger - Bilateral 999:999.999.99 999.999.998.99
Pengembalian Pgndapatan Hibah Luar Negeri - Multlatera! 999:969.999.99 999.890.949.99
Pengembaiian Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya * 990i999.609.90 999.999.965.99
JUMLAH ARUS MASUK KAS 999.990.990.99
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fHejanja Tunj. Suamifistri PNS

BelanjaTunj Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural PNS
Betanja Tunj. Fungsional PNS
BelanjaTunj, PRh PNS

. Belanja,Tunj. Baras PNS
Belanja Tynj. Kemahaian PNS

Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
Beianja Uang Makan PNS

. Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
- Betanja Tynj. CaCat PNS
*' Belanja Tuny. Khussus Peralian PNS

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

Belanja Tunj. Dagrah Terpencil/Sangat Terpencii PNS
Belanja Tunj, Kewanitaan PNS
Befanja Tunj. GurwDoservPNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
Belanja Tunj. Tuas Belgjar Tenaga Pengajar Biasa pada PT uniuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
Befanja Tunjangan Khusus Pagua PNS
Belanja Tury. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)

Betanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staf i LN}

Belanja Tunj. Sogial Security PNS (Staff i LN)

BalanjaJunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff oi LN)
Belanja Tunj. Penghidupan Luar Neger uniuk Home Staft PNS (Staff di LN}
Betanja Tury. Penghidupan Luar Negen untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS daiam dan Luar Negeri

Pangembalisn Belanja PNS
Pengembafian Belanja Gaji Fokok PNS
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
Peng! ian Belanja Tunj. i PNS
Pengembalian Belanja Tunj, Angk PNS
Pengembaiian Betanja Tunj. Struktural PNS
Pengembaian Belanja Tunj, Fungsional PNS
Pengembalian Bglanja Tunj. PPh PNS-
Pengembalian Bétanja Tury. Beras PNS
Pengamb, Bglanja Tunj. X lanPNS -

. . Pangembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
Pangambalian Bélanja Uang Makan PNS
. -Pengemhalian Bélanja Tunj, Perbakan Penghasian PNS

Pangembalian Befanja Tunj. Cacat PNS
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS

o

i ge Bilanja Tunj. Komp i Kefja PNS
Pengemhalian Belanja Tunj. Daerah TerpencilSangat Terpencil PNS
P halian Bglanja Tun. Kewanitaan PNS :

Pengamhatian Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolahvPT Swasta PNS
Pengembatian Belanja Tunj, Tugas Belgjar Tenaga Pengajar Bias pada PT uniuk mengikuli pendioikan Pasca Sarjana PNS
Pengembatian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di Luar Negen)

Penggrubaiian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staf di Luar Negeri)

Pengembalian Batanja Tunj. Social Security PNS [Staff di Luar Negeri)

Pengembatian Belanja Tunj. Asuranst Kecelakaan PNS (Staff di Luar Negeri) Lo
PongH ian Belanja Tunj. Penghi Luar Negen untuk Home Stati PNS (Staff di Luar Negeri} 8 -
P batian Befanja Tunj, Panghidupan Luar Neger untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
Pengymbalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk yang duka PNS dalam dan Luar Negeri
Belanja.Pegawal TNUPolrt

Belanja Gaj: Pokok TNUPOLR!

Belanja Prmbutatan Gaji TNVFOLRE

deianja Tunj. Suamilstri TNYPOLRI

Belanja Tunj. Anak TNUPOLRI

Beianja Tuny. Stuktural TNIPOLRI

Beiapja Tunj. Fuagsional TNI/POLRI

Beianja Tun. PPh TNIPOLR

Bewanja Tunj. Beras TNUPOLRI

Belanja Tynj. Kemahalan TNIPOLR!

Belanja Tunj. Lauk pauk TNUPQLRI

Beiania.Uang Makan TNIPOLR

Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNi DDA TNPOLRI

Belania Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI

Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLR!

Beianja Tunj. Knusus Papua untuk TNI dan PNS TNIPOLRL

Balanja Tunj. Komp i Kerja Bidang ndian TN) TNIPOLRI

Belanja Turj. K i Kerja Bidang Persandian PNS TNPOLRI

Belanja Tunj. Brevet TN/POLR!

Belanja Tunj. KeahliarvKeterampian TNUPOLRI

Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNY/POLRI

Belanja Tunjangan Medis TNVPOLRI

Belanja Tunj, L ain lain termasuk uang duka TNYPOLR

S 0099.090.968 99
§ 999.499:959.99

999:999.999.09
"909.999:999.99
* 999.499 999,99
999.999.999.99
$99.999.969.93
§99.999.999 99
999:899.999.99
©99.899.969.99
999.999.999 99
959.999.999.99
999.999.909.99
999.999.999.99
999.999.899.99
999.999.9589.99
999:090.999.99

< 899.999:999.99
999/999.999.69
999:999.999.89
999:999.999 29

© 9991999.995.99
989:9%89 999 99
999.999.999 9%
999:999.959.99
990.999.995.99
999,950,999 99
999.999.989.99
999.999.999.99
989.999.999.99
99.999.999.99
§99.999.999.99
999.999.999.99

+ 999.990.989.99
1 ove:089.969.99
= gu0:9eh999.98
995.969.999.99
999:989:999.99
968.999.90.99
.:999.999.999.99
999.999.999.99
998,999.099.99

* +989.088.990.99
989.999.999.98
999.999.999 88
999.699.969.99
999.999.999.99
899:986.990.99
'969.999:909.99

- 998.999.999.99
L 99%,099.999.99
19991008 999,99
$09985.999.99
909(989.989.99

r* 309i0GD.009.99
999.699.899.99
999:999:999.99
908:899.999.99
999739:095.99

. 989.989:999.99
“ . 999:8@9/999.99
*  999i089.999.99
'999/989.999.99
999.999.999.99

i gy9:898:999.99
... .895,989.999.89
$09.999.999.59
99.999.999.99
999.999.999 99
999.999.999.99
999,999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.98

5 X000
- TANGGAL §XXIOUXHHX
HALAMAN T XXX
- . PROGHD 1 XIOURXX
PR Dalam Rupiah
URAIAN Looxxa XXX0
b sos = = . )
‘ (1) : - (2) 3%
2 T o
KAS KELUAR
Balanfa Pemerintahan Pusat e . I v i 909:099:998:08 < < ] D99:999.998.98
T T BolanjaPegawah. ) - ; © 938.099/900.99 999.999.999.99
: Belanja.PNS ' '999:999.999.99 998.990.999.99
Belanja Gajj Pokok PNS 099:099.999.99 930.990.999.99
Belanja.Pambulatan Gaji PNS [~ '999:899.999 99 $99.995 989,99

099.995.999 99
$99.999.988 99
999.999.989.69
999.999.999.99
999.999.999.99
999.896.959.99
999.999.989.99
$99.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.949.99
999.999.899.89
999.999.999.59
999.999.999 99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999 89
999.999 998.99
999.959.999.99
999.999.999 99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999 999 008,00
999.999.999.80
999.999.999.99
999.999.990 99
999.995.935.98
999.999.999.99
989.999.998.99
999.989 999.99
§83. 9999%999
999.999.999 99
999.999.999 99
999.999.999.59
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999,999.90
999.999.999.99
909.999.939.99
999.999.998.99
999.999.998.99
999.999.995.99
999.999.999.99
999.999.959.99
989.999.995.99
999.999.899.99
999.990.595.99
999.999.995 59
999.999.999.99
999.999.999.99
909.999.999.99
999.969.999.99
999.999.949.68
939.999.99%.99
999.999.999.99
999.999 599 .99
999.999.999.99
999.999.99.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.899.99
999.969.999.99
999.999.999.99
999,999 989 99
994.999.999.6%
998.999.999 99
299.990 999.99
999.999.999.99
999.999.949.99
989.999.999 .99
909.999.999.99

999.999.998.98 999.890.999.99
996.999.999 99 999.999.999.99
999.999.999.98 999.999.999.99
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Pengembaiian Betanjs TNiPoiri ) N COTT e e 090,999,990 99
Pengembalian Befanja Gaji Pokok TNi/Polri 999964900 99
Pengembatian Belanja Pembulatan Gaji TNI/Poiri 999.990.099.90
Pengembasian Befanja Tunj. Suamifistsi TNIPolr $99.969.999.99
Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ©99,999.999.69
F lian Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri 999.990.990.99
F jian Belanja Tunj. F1 TNIPoiri 999.990.098.98
Pengembalian Befanja Tunj. FPh TNI/Poki 999.890.999.99
Per‘gembahar Belanja Tun;. Beras TNI/Polri P 999.999.999.99
P ian Belanja Tunj. K TNIPoln 999.999.999.98
Pengembalian Bebanja Tunj. Lauk pauk TNI/Poiri 999.999.999.99
Pengembafian Befanja Uang Makan TNI/Palri 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Tunj. Anggota Cadangan TN! DDA TNI/Polri . 999.989.900.99
Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TRt TNI/Pokri 999.999.999.90
Pengembalian Belanja Tunj. Babinsa TNI/Pairi 999.999.999.89
Pengembaian Befanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNIPolri 999.999.99 98
Belanfa Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/Palri " 999.999.999.99
P ian Belanja Tunj. X i Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri 999.899.999.99
Pengembaﬁan Belanja Tunj. Brevet TNIPoiri 999.999.999.99
P tan Belanja Tury. Keahlian/k pifan TNIPaln . ’ 999.960.998.99
Peng ian Belanja Tunj, K ipilan Khusus TNIPolri 999.959.999.99
Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNIPOLRI ' 999.999.999.99
‘Pengembalian Betanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka . '999.999.999.99
Balanja Pegawai Pejabat Negara : ©99.999,999.99
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara . . 990.999.989.99
Belan|a Pembulatan Gaji Pejabat Negara 999.999.999.99
Belatia Tunj. Suamiflstri Pejabat Negara 999.999.999.99
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 998.999.999.99
Belanja Tunj. Stniktural Pejatat Negara 999.999.999.99
Bolanja Tuni PPh Pejabat Negara £30.590.988.53
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 999.999.899.99
Belanja Tunj. Kamunikasi Intensif Pejabat Negara 999.399.959.99
Belanja Lang Kehematan Pejabat Negara 999.999.998.89
Belanja Uang Paket Haran Pejabat Negara 999.999.999.99
-Belanja:Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara . o ©09.999.999.99
Belanja Pelayandn Sidang dan Penyelesalan Tugas Mendesak Pejabat Negara ’ 999.959.999.99
Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara 999.999.999.09
Belanja-Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara ©99.999.999 99
Pengembalian Belanja Pejabat Negara $99.999.998.99
Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejatat Negara $595.999.899.99
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negasa ‘ 999,959,096 .99
Betanja Tun;. istri Pejabat Negara 999.999.999.99
Pengembahan Belanja Tunj. Anak Pejabal Negara 999.999.999.99
‘ ian Belanja Tunj. Struitural Pejabat Negara 999.999.999.99
Pengembauan Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 999.999 999.99
Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara ©94.999.909.99
P ian Belanja Tunj. ikasi Intensil Pejabat Negara $99.999.999.99
Pe lian Belanja Uang K Pejabat Negaca . 999.999.999.99
- ‘Pengembalian Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara 999.999.999.99
" Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara 999.099.999.99
Pengembalian Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara 999.999.999.99
Pengembalian Betanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Xhusus BPK Pejabat Negara 999.999.699.99
Pengembalian Beanja Tunj. 1.ain lain termasuk uang duka Pejabat Negara . 999.999.989.99
Belanja Pegawai Perjan 999.999.999.99
Belanja Pegawai Perjan 999.999.999.89
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan 999.989.999.99
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan 999.999.999 99
Eeng:mbali-n‘&clan]a Pegawai Perjan 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Pegawai Perjan . ! 999.999.999.59
Pengembalian Betanja Tunj. Lain-lain lermasuk uang duka 999.909.999.99
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan 999:999.999.99 999.999:999.9¢
Belanja Gaji Dokter PTT 999.990.999.99 999.999999.98
Beldnja'Gaji Ddkter dan Bidan PTT 9091989.999.99 999.999:998.99
Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT 999.999.989.99 999 999H99.99
Befanja Tunjangan Daerah Terpencil Ookter dan Bidan PTT 999.999.999.99 999.99%899.99
Belanja Tunjangan Ookter dan Bidan PTT 999.969.999.99 999.996kD99.99
Pengembalian Belanja gaji Dokter PTT 999.999.999.99 999.595999.99
PengembafianBetanja Gaji Dokter dan Bidan PTT ©89.999.999.99 999 8959099.99
Pengembatian Belanja Tunjangan Pajak PPh Ookter dan Bidan PTT 999.989.999.99 999.9991999 98
Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT 999.099.989.99 999.894:999.99
Pengembalian Belanja Tunjangan Dolter dan Bican PTT 090.995.959.8% 999.995.999.99
Belanja Monorarium/LemburfVakasiiTun; Xhusus & Betanja Pegawai Transito 999.989.999.99 989,998.999.989
Belanja Uang Hener Tetap 999,996 999 69 990,999,999 99
Ba’anja Uarg Honer Ticak Tetap 999.999.999.99 999.994099.99
Pengembaiian Belanja Honorarium 999.999.999.99 999,\)9@999499
Fa~gembavan Beiania Uang Honsr Telap 999.999.999.99 999.994.959.00
Pp-gerta ar Belanya Uang Horor Tidak Tetap 999.990.989.99 999.968.999.99
Belara arglamty 999.999.999.99 909.999.695.99
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" Pengembalian Belanja Lembur 980.500.890.98 999.999.999.99

Pengembatian Belanja uang lembur 999.699.999.99 999.999.999.99
Eelanjé\l;kasi 999:999.999.99 999.999.999.69
Pengembalian Belanja Vakasi 900.999:990.99

Pengembalian Belanja Vakasi
Betanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
Belanja Pegawai Transito

- Pengembalian Baianja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
* Pengambalian Belanja pegawal (Tunj. Khusus/kegiatan}

Pengeimballan Befanja Pegawai Transito

- Belanja Pehsiun dan Uang Tunggu

Belanja Pensiun dan Uang Tunggy PNS

Belahja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara

Belarja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

Pelanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Poiri (Lama)

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNVDephan

Belanja Pensiun ¢an Uang Tunggu Poli

Pengembalian Belanja Ponsiun dan Usng Tunggu
Pengembaian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggy Pajabat Negara
Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNUDephan
Pengembalian Bglanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

" Pengembatian Beianja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Poki (Lama)
. Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggqu TNIDepghan

Pengembalian Belanja Pensiun dan Jang Tunggu Polri
Belanja Asuransi Kesshatan

Belanja Askes PNS

Belanja Askes Pejabat Negara

Belanja nskes Feupins Pensiun

Balanja Askes TNUDephan

Belanja Askes Polid

Belanja Askes Veteran

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
Pengembalian Belanja Asuransi Kesshatan
Pengembalian Belanja Askes PNS

Pengembalian Belanja Askss Pejabat Negara
Pengembalian Bslanja Askes Penerima Pensiun
Pengémbalian Befanja Askes TNiDephan .
Pengembalian Belanja Askes Polri

Pengembalian Belanja Askes Veteran

Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuve

.Balanja Barang & Jasa

Belanja Barang

Belanja Keperluan Sehac-hari Perkantoran

Befanfa Inventaris Kantor

Belanja pengagaan bahan makanan

Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKS! {bersifal kontaklual)
Belanja Barang Operasional Lainnya

Belarija Bahan

* " Belanja Barang Transitp
“Belanja Barang Perjan
" Befanja Barang Non Operasional Lainnya

Pengembalian Belanja Barang Operasional
Pengembalian Belanja Keperiuan Sehari-hari Perkantoran
Pengembalian Betanja Inventaris Kantor
Pangembalian-Belanja pengadaan bahan makanan
Pengembalian Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKS! (bersifat konrakiuat)
Pengembalian Befanja Barang Operasional Lainnya
Pengembalian.Belanja Bahan

Pengembalian-Betanja Barang Transito

Pengembaiian Belanja Barang Perjan

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja Jass

Belanja Langganan daya dan jasa

Belanja Jasa pos dan giro

Belanja Pengeluaran bebas poria

Belanja Pembiayaan surveyor

Belanja Jasa Konsultan

Belanja Sewa

Belanja Jasa Lainnya

Pgnrgembalian Belanja Jasa

_ Pengembatian Belanja Langganan daya dan jasa
" Pengembalian Beianja Jasa pos dar giro

Pengembalian Befanja Pengeluaran bebas porio
Pengembalian Belanja Pembiayaan surveyor

F lian Belanja Jasa !
Pengembalian Belanja Sewa
Pengembalian Belanjs Jasa Lainnya

999.999.999 89
999.993.999.99
499 999.999.99
000.995.929.99
9389:999.998.99
:999.999.999.99
999.999.999.99
99%.999.999 99
999.999.999.99
999.099.999.99
996.580.859.99
099.999.999.99
909.999.999.99
©99:999.999.99
999,999.999.99
99.999.999.99
9989,999.999.99
°999.999.999.99
989.999.099.99
999.999 999 99
999.999.999 99

*.999.999.999.99

$39.999.899.99
999.989.999.99
§98.895.990.98
©99.999.999.99
989.988.999.99
999.999.998.89
980.999.999.99
B09.999:999.99
999.998.899.99
999.999.998.99
999.999.909:99
9989.999.999.98
699:999.999.99
999.986.989.99
955.889.099.99
999.999.899.89
999.999.999.99

. 999:999.999.99

989.989.999.99
899.839.999.99
999.999.989.99
959.999:968.99
999.809.999.99
899.995 9689.99

. 999.899.999.99

999.999.999.99
999.999.999.99
999.990.999 98
$99.999.989.99
£99.909.999.9%
999.999.999.99
999:999.999.99
$99.989.999.99
999:999.999.89
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999:999.99
999.899.999.99
©99:999.999.99
499.999.899.99
989.999.969.99
989:999.099.99
99.999.989.95
999.999,999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
099.908.989.99
999.999.998.99
999.999 990.99
999.599.989.88
999.999.999.99
999.899.909.99
999.959.899.99

959.999.998:99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.969.53
999.999.999,99
999.999 999.99
999.985.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.989.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
$99.999.998.99
999.999.990.99
999,899.999.99
999.999.999.89
999.999.989.99
999.999.999.99
$99.999.999.99
999.999.999.99
999.999.998 99
999.999.999.99
999.999.999.99
959.999.969.99
999.999,899.98
999.999.999.99
959.999.999.49
999.999,999.99
999.995.995.95
999.999.999.99
999.999.989.99
999.999.999.99
998,999 990,99
959.999.999.99
999.999.999.99
999.999.969.98
999.999.999.99
999.999.998.99
999.999.999.99
999.999.999.98
©99.999.989.99
999.999.999 89
985.999.959.99
999.999.989.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.998.99
999.989.999.99
999.999.999.99
999.999.809.98
999.999 999.99
999.999.999.99
999.999.999.98
999.999.999.99
909.999 599 99
999.999.999.99
999.990.959.99
99.999.999.99
999 999.995.99
999.999.998.98
999.999.999.99
999.999.599.99
999.999.999 99
999.965:890.99
999.999.:999.99
299.999699.99
999.999,999 99
999 995.999.93
©99.999.989.98
999.999.909.99
999.909.999.99
$99.999.999.99
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Belanja-Pemeliharaan-- TR A e e St e - " - 988.999.999.99 599.999.999.99
Befanja Biaya Pemefih Gedung dan B: 999999.999.99 999.999.999.99
Belanja Biaya F ik Gedung dan B Lainnya 999.989.999.99 999 999,§99.99
Belanja Biaya Pemefiharaan Peralatan dan Mesin 999:999:999.99 999.999.999.99
Belanja'Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya $99.899999.99 999.999.999.09
Befanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9959.999.999 .99 999.999,§99.99
Beldnja Biaya Pemeliharaan irigasi 999.599.999.99 099.999.989.99
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 999:998.999.99 999 099 599 98
Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya -999.998.899.99 999.999.399.99
Pengethbalian Belanja Pemeliharaan 999.999:999.99 999,999.090.09
‘Pengembalian Belanja Biaya Pemetiharaan Gedung dan Bangunan - 589.599.909.99 999,999 599 99
Pe lian Belanja Biaya P Gedung dan Bangunan Lainnya ' 969.995.998.99 999.999.999.99
P ian Belanja Biaya F ih Peralatan dan'Mesin 998.999.999.99 999 999.999.99
lian Belanja Biaya Pemeli Peralatan dan Mesin Lainnya 89.899.999.99 999.999.999.99
Pengembahan Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan $99.999.999.99 999 999999.99
P ja Biaya F i Irigasi 999.999.989.99 905.999.999.99
“*Peng ian Belanja Biaya Pemeli Jaringan 999.999.999.99 999.999:699.99
Pengembalian‘Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya §90.909:999.99 999.999.999 99
‘Belanja Perjalanan 999.999.999.99 999.999:999.99
" Befanja perjalanan biasa 990.999.958.89 999.599,999.99
Balanja parjalanan tetap 999.999.099.99 999.992.929 99
Belanja perjalanan lainnya 999.988:990.99 999.99¢.899.99
Pengembalian Belanja Perjafanan 998.998:990.98 999.999.999.99
Pengembalian Belanja perjalanan biasa 999.696/999.99 999.992.999.99
Pengembalian'Belanja perjalanan tetap 989.991.999.99 990.999:999.99
Pengembalian Belanja perjatanan lainnya 999.993.999.58 999.999.999.99
Belanja Pembaysran Bunga Utang $99.890.999.99 999.9691999.99
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri 399.890.999.99 999.999:999.99
Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan '099.999.899.99 999.996:699.99
Belania Pembayaran Biavakewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Perhendaharaan 990,999 999 92 009 999:900 80
Belanja Pembayaran imbalan Bunga Pajak {SPM-IB Pajak} -"999.999.999.99 999.999:999.99
Balanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan 999:895.999.99 999.999.999.99
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) 999 999 995 .99 909.994'999 69
Beianja Pembayaran Biayakewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya $99.999.999.99 999.999.999 99
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah " 999.999.990.99 999.995.999.98
Belanja Pembayaran Biayakewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara $89.999.998 99 999.999.999.09
Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan 1 999.:990.999.99 999.999.009.99
Be[anla Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya 999:959.999.99 999.999.999.99
Peng ian Belan|a Pembay Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek 2 990,999,999.99 999.999,999.99
. Pengembaiian Beianja Fembayaran Bunga Surat Utang Perbenaaharaan 900.999.999 99 999.990.999.99
P Belanja P Y jiban lainnya - Bunga Surat Utang Perbendaharaan 999.996.999.99 999.938.999.99
P:ngemba]mn Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-iB) . 909.999.999.99 §99.989.899.99
Pangembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan 999.999 999.99 999.950.999.99
Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) 9900.999.999.99 999.099.999.99
Pengembatian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya 995.999.999.99 999.999.990.99
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Otligasi Negara - Rupiah 909.999.990.99 999.999.999.99
Pengembalian Belanfa Pembayaran Biaya/kewajiban iainnya Bunga Obligasi Negara 999.996.999.99 990.899.999.99
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan 209.989.999.99 999.999.999.99
Perigembalidn Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya 999.999.099.99 999.989.899 99
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN $99.999.999.99 999,999.999.89
Belanja Pembayaran Bunga Surat Ulang Perbendaharaan - Valas .999:689.999.99 999.999.999.89
Belanja Pembayaran Biayakewajiban fainnya - Bunga Surat Utang Negara 999,809 999.99 999.999.999.99
Belanja Bunga Pirjaman Program 999.995.999.99 999.999.998.99
Belanja Biaya/kewajiban fainnya Terhadap Pinjaman Program 999.999.990.99 999.999 999.99
Belanja Bunga Pinjaman Proyek 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek + 999.999.999.99 990.999.999.99
Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas 699.699.999.99 999.999.999.99

Belanja Biayakewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

Belanja Bunga Utang LN dan Penjadualan Kembali Pinjaman Program

Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Finjaman Proyek

Belanja Biayakewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembai Pinjaman

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendak

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Ltang Perbendaharaan - Valag

Pengembalian Belanja Pembayaran Biayakewsjiban lainnya - Bunga Surat \Jtang Negara

Pengemballan Belanja Bunga Pinjaman Program

Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhauap Pinjaman Program

Pengembalian Befanja Bunga Pinjaman Proyek

Pengembalian Biayakewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek

Pengembalian Biaya Obligasi Negara - Vaias

Per Befanja Biay jiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

Pangembalian 8e!anja Sunga Utang LN dai Penjadualan Kembai Pinjaman Brogram

Sengembatian Be'anja Bunga Mang LN dani Penjadualan Kemba¥ Pisjaman Proyek . v

Pengembalian Belanja Biayakewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang

Belarja Pamoayaran Discount Surat Parbendaharan Daiam Negeri

3eiar 3 Permbavaan Discount Surat Perdendaparaan Negara Diaiam Neger

Ssia~a Pe-tayarar Bayakewaitania “nya- Discoun’ Surat Ferbendaharaan Negara Dalam Negen

©99.690.909.99
999:999.998.99
999.089.999.99

-999.999.989 99

999.999.999.99
992,999 999.99
999.909.999 99
999,999 999.99
999.998.999 99
999.999.999.99
©96.998 999.99
999.999.998.98
999.999,889.99
:999.999.999.99
993 999.995 99
999:990.699.99
999,999.999,99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.996.93
999.999.999,99
999.999.999 09

999.999.998.99

999.999.999.99
999.998.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.989.999.99
999.999.999.99
999.999.699.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.9%9.990.99
©999.499.909.99
999.999.999 99
99.899.999.99
999 490 999.99
999.999.690.99
999.999.999.99
999 £99.990.09
999.999.999.99
990.099.998.99
999.909.999.99
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Bacarga Purcayaran Drsccunt Qokgasi Dalam Negeri s 999.699.990.99 $99.999.999.99
S reth aE Jacou Dijas Negara Dalam Negern . ©99.999.999.99 999.999.699.99
Seang Fertyars Sayakewaoan iannya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Lo 999.998.999.99 ©09.008.980.99
Pesgarzad an Beanj2 Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri $99.999,999.99 999.999.999.99
Sergereaia Seana Semsapaan Discount Oblgas Negara Dalam Negeri ; ) $99.969.999.99 999.999.899.99
Segemtaas Beana Semtay war Javakewaiban iannya - Discours Obligasi Negara Datam Negeri 999.999.999.99 999 999.999.99
Seiarys Femtiay aran Discount Surat Perbendaharaa Luar Negeri 999.998.999.99 999.999.999.99
Seargd Pered i Jocs.at Suat Perdendaharaan Negara Luar Negeri ; 209.999.999.99 999,999.999 89
Seana Percayardr B3y akewaizan annya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri . 999.999.696 99 995.993.899.99
Pengencalas Beanja Pembayacan Discount Surat Pertiendaharaan Negara Dalam Negen . 999.999.999.99 999.999.990.90
Prariaa Beays Semtayaan Discount Swat Perbendanaraan Negara Luar Negeri . ] 998.998.999.99 999.999.999.89
Ferpareaiar Beacia Fercay an Buayakewaiban lainnya - Discount Surat Perbendahiaraan Negara Liar Neged i 9989.999.999.99 999.999.999.99
Beiangs Pembayaran Ducount Quiigasi Luar Negar L 999.999.999.99 990.999.999.99
Seana Fecayaras Tscour Colgasi heqara Luar Negeri . . 999.999.889.99 999.999.999.99
Sedd Fertayaar Sayakewaptan lannya - Discount Obiigasi Negara Luar Negeri 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengercaasn Beangs Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri | 999.999.999.99 969.999.999.99
S gartaaan Beaya Pertayarar Dscount Onligasi Negara Luar Negeri 999.999.999.99 999.999.990.99
Fergertaan Seana Seriaywran Biayakewaiban iainnya - Discount Ovligasi Negara Luar Negeri =1 999.989.989.99 999.988 989 .99
Beard Sudied 999.999.989.99 999.909.999.99
Seiacya ;..eud Lambaga Keuangan 999.999.909.99 999.509.999.99
999.999.999.98 $99.999.999.99
W Sutsial Lembaga Keuangan = 999.999.999.99 999.399399.99
Serperrias” Beana Sotsi _embaga Keuangan ) £99.999.999.99 999.999:899.99
Saan) pmoags NorrKeuangan - BEM . 999.999.999.99 999.999:099.99
= 999.999 99999 999.999:999.89
999 899.999.09 999.999.999.99
. 999.999.899.99 999.999.999.99
% 999.999.999.9¢ 999.999.999.99
999.959.993.99 999.999.999 59
$55.359.253 .35 393.992.292.38
Soary sl W T anah 999.999.999.99 999.999.999.99
Peegarciiar Sursid Subud SBM . 999.999.999.99 999.999.999.99
TRk Seana 3080 Aas 999.999.999.99 999.999.999.99
FIeTaN Seand Xtsi Avid 999.9989.999 99 999,999.999.99
erQurLaea. Seara 3. Premum $99.999.999.99 990.999.960.09
deroercas Dearyd i34 oyak Baka : 9989.993.880.88 999.966.999.99
FArQaCtar Sena 525l My Suar . 999,959.899.99 999.999.990 99
fwartaa Seana Soosa Mg Siesel $99.999.999.99 000.095.909.99
Segerima Sey a3t Monyak Tanan . 999.999.999.99 999.996.999.99
Beams W T3 VonKeLangan - hen BBM 999.999.999.99 999.999.999.99
SeEa 38D DA 999.999.999.99 ©99.999.999.98
S ST 999.999.996.99 995.989.999.99
5.3 2 990.999.999.99 999.999.989 93
2ead Ss0 st . 999.999.999.99 999.999.999.99
Zeana Sty 966.999.999.99 999.998.999.99
T PRI T . 999.999.999.99 999.999.999.99
Sedrid 3352 THAMAd 270 599.899.999.99 ©99.999.999.99
Pengerntasan Sutnd hWo-BEM - HargaBiaya . 999.999.999.99 999.999.999.98
TR lEX feata S.is i pangan 999.999.999.99 +99.099.699.99
PG IMAT 5873 508D ST . 559.099.999.99 998.999 959.99
et Bera 5ot et 999.999.999.99 999.999 999.99
Uoeriae Seata 3.0 ot 990.999.999.99 ©92.990.209.99
FQECaE Seatd S 29l 0l 990.999.590 .99 999.999.969 99
P laar Beatatiisd sup 989.999.989.99 995.999.999 89
Fepe Cad e 5080 na;ataya .annya 9959.999.559.98 999.99D.999,99
Bandrea St s:E Noe-88M - Bunga Xredit/Penyertaan Resiko 099.999.999.99 $99.990.999.99
Seanztoso T 999.999.998.98 999.999.999 .99
E 999.999.999.99 990.999.999.09
999.909.999.99 999.999.999.99
999 969.999.99 989.999.999.99
$99.999.599.99 999.969.999 69
999.999.939.59 999.999 992.09
999.999.999 99 999.989.999.39
J. 999.959.999.99 999.999 999.99
999,999.599.99 999.999.999.99
©09.999.992.99 990.999.999.99
999.990.999.99 999.999.899.99
999.999.999.99 999.999.999.92
998,986 999.99 999.999.989.99
992.999.099.98 999.999.989.99
999,999 999.99 999.999.909.99
995.999.999.99 999.999.999.99
. 999.899.999.99 989.999 §99 99
» 999,999.699.99 999.999.999.99
F $99.989.999.99 899.699.999.99
t Sergercaids 5282 vo-E3M - Paax ' 999.899.993.98 999.899.999.99
R N S T - 1~ see.9ee980.00 909.998.999.98
[ TR Dea - ‘1. 999.990.999.90 995.999.999.99
£ o=t e Ll BN 999.995.969 .99 $99.999.990 90
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Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya 999.999.999.99 999.999.999.99
" Belanja Subsidi hajl 989.999.999.98 299.999.999.99
Belanja Subsidi kendaraan bermotor 980.999.980.99 999.599.599.89
Belanja Subsiditainnya 969.992.950.99 995.999.999.99
Pangembalian Subsidi Ron-B8M - Lainnya 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Subsidi hajt 989.999.999.99 999.999.999.99
Pengemnbalian Belanja Subsidi kendaraan bermotor 999.908.009.90 999.899.099.99
Pengembalian Belanja Subsidi lainnya 909.999.999.99 999.995.999.99
Belanja Subsidi dalam rangka PSC 999.999.889,98 899.999.999,99
Belanja Subsidi PT.KAI 999.999.999.09 999.999'999.99
Belanja Subsidi PT PELNI 999.99% 900.99 999.992.999.99
Belanja Subsidi PT.Pos dan Giro 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Subsidi TVRI 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Subsidi BULOG $99.999.999.99 . 999.999.999.99
8elanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya 999.999.900.99 999.999.899.99
Pengembalian Subsidi dalam rangka PSO 999.992.999.99 999.999.099.9%
Pengembalian Belanja Subsidi PT KA §99:999.999.99 999.998 599 99
Pengemnbalian Belanja Subsidi PT PELN 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Betanja Subsidi PT Pos dan Giro 999.999.999.99 $09.989.999.99
Pengembalian Balanja Subsidi TVRI £99.999.098.99 999.998.9%999 5
Pengembalian Belanja Subsidi BULOG 099.999.999.99 999.999.999.99 f
Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSQ Lainnya 999.598.999.99 999.999.999.98 ¢
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta 999,099,999.99 999.990.999.99
Befanja Subsidi Lembaga Keuangan B99,559.999.99 . 999.999.998.99 |
- Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan 999.999.900.99 999.999.990.98
Pengembalian Subsidi Parusahaan Swasta 999,899.999,99 999.990.999.99 -
Pengembalian Befanja Subsidi Lembaga Keuangan 999:999.999.99 999.999.998.09 |
Pengembalian Betanja Subsidi Lembaga Nen Keusngan 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Hibsh 999.999,990,99 990,999.999.90 -
Belanja Hibah Luar Negert 999.999.999.99 999.999.999.99 ;
Belanja Hibah-Xepada Pemerintah Luar Negeri §99.899.988.99 999.999.988.93 ;
Belanja Hibeh Kepada Organisasi Intarnasional 599 999.999 99 999.999.999.99
Pengembalian Belan[a Hibah Luar Negeni 999.999.999.99 999.990.998.99 |
Pengembalian BetanjrHibah Kepada Pemnenintah Luar Neger £089.909.999.99 999.999.999.99
Enqembaﬁan Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional 999.999.590.99 909.999.929.99 .
Belanja Hibah Dalam Negeri 999.999.999.99 999.990.999.99
BelanjaHihah Kepada Pemerintat Daeran 999.999.999.99 - 999.999.999.99
Pengemballan SelanjaHibah Daiam Negeri 999.999.999.98 999.999.999.99 ¢
Pengembaiian Gelanja Hibah Kepada Pemarintah Dageran 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Bantuan-sosial 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Bantuan sosial 999,999.999.89 $99.999.999.99
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM 999.999.980.99 999.898.00909 ¥
Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru 998.999.999.98 999.999.909.99 §
Belanja Bantuan-imbaf swadaya SekotahiLembaga 999.999.909.99 999.999.999.99 [
Belanja Bantuan Beasiswa 999.909.999.99 €09.999.990.99 §
Befanja Bantuan Sosial Lembaga Perbadatan 559.909.909.99 99.999.990.99 |
Belanja Lemhaga Sosial Lainnya 999.996.999.99 989.999.999 89 f
Pengembalian Bantuan Sovial i

Pengembalian Belanja Bantusn kompensasi sosial
Pengembalian Belanja Bantuan langsung {Block Grant) SekolahA embaga/Gury
Pengambaiian:Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolahl.emhaga
Pengembalian Belanja Bantuan Beasiswa
Pengembaiian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadalan
Pengembatian Belanja Lembaga Sosial Lainnyz

Bolanja Lain-lain
Pendapatan dad Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan
Pernbetulan Pembukuan Belanja RM TAB
Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negen TAB
Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB
Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB
Pembetulan Pembukedn Befanja Subsidi Pajak TAB
Pambetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB

999,999.999.99
999.999.999.99
999,999 989.98
958.999 999.99
999.999.999.99
489.998.989.99
999:990.929.98

999.999:988.99

999.999.999.99

999,889.9989,99 .

999.999.999.99

999.999.969.99
999.999.999.99 -
999.999.999.99
999.999.999.98
999.999.933 03
$99.999.999.99
909.998.999.99
999.998.998.99 ¢

o N Th ¢

ca M Am

PEC TS

999,999.9989.99 '
Belanjr-Operasi.Lain-lsin $80.999.999.99 999.099.599.99
Belanja Kerjasama Teknis Internasional 999.899.999.89 999.999.090.99
Beianja Pengeluaran Tak Tersangka £99:992.998.99 969.999.899.09
Belanja Cadangan Umum 999.999.989.99 999.999.999.99 °
Belgrja Pernilwsidang tahunan 999.999.999.89. 999.999.999.99 %
Belanja Pengembalian-pajak/PE berdasar SXO 969.992.999.99 999.599.909.99 .,
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNYPoiri 999.995:999.99 999.999.999.99 ;;
Belanja Cadangan dana reboisas 999.999.999.99 959.999.999.99 ¥
Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga 999.999:995.99: 959.999.999.99 ;¢
Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontjensi) 999.999.999.96 999.999.999.991
Belanja-Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk D.JP . £99.999.999.99 969.999.999.997
Belanja KON 969.999.959.99 999399‘999.9933
Belanja iain-igin It lainya 999.099.999.99

992.999.999.99¢
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Pengembatian Belanja Lajn-lain . . - . 999.999.990.90 - .J- . .999.999.990.99
Pengembalian Belanja Kefj Teknis - 499.509.999.00 959.999.999.99
F ian Belanja F Tak Tersangk 999.999:999.00 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Cadangan Umum *999.999:909:99 999.999.999.99
Peng ian Belanja Pamilusi tahunan 999.990:000.99 989.999.999.99
P Belanja P ian pajak/PE berdasar SKO < 7 960 009.80009 999.699.999.99
Pengembalian Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Poki ‘- 999.980.999.90 - 999.899.999.99
Pangembalian-Betanja Cadangan dana reboisasi 999590.990.09 999.999.900.90
Pengembaian Belanja Tunggakan dan kiaim pihak ketiga - 999.999.999.00 999.999.999.99
Pengembalian Balanja lain-fain | {ainnya o 999.900:900.89 ° 999.999 999.99
Pengembaiian Belanja Bagi hasi Biaya/Upah Pungut PBB uniuk DJP 999.889.999.59 999.999.999.99
: Pengembalian Belanja KONI . 999.989.999.00 999.999.999.99
- Pengembafian Belanja Lain-lain l ainnya 990.999.995.9¢ - 999.599.999.99
Belanja-Untuk Dagrah 999.999.999.59 999.099.999.99
‘Balanja;Dana Parimbangan 999.899.998.99 999.999.999.99
" Belanja-Bagi Hasli Pangapatan Pajak 599.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Bagi-hasil PPh ps! 21 untuk Propinsi . 999.999.990.98 999.999.999.98
- BelanjaBagi hasil PPh ps! 21 untuk KabupatenKota 9€9.999.999.99 999.590.989.99
Belanja Bagi-hasl-PPh pst 25/23 OP untuk Propinsi - ©99.999.990.99 - $99.999.999.99
" Belsnja Bagi hasilPPh pgl 25/23 OP untuk Kabupaten/Kota .. 989.909.990.99 999.999.999.99
Pengambalien Pajak Penghasilan - 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembaliar Betanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi 699-999.999.59 999.999 999 99
Pengembalian-Belanja Bagi hasil PPh ps! 21 untuk Kabupaten/Kota . " 999.890.909:99 999.999.999.99
. Pengembalian Betanja Bagi hasil PPh ps! 25/2% OP uniuk Propinsi 999.999.999.98 ¢ 999.069.999.99
Pengembalign Betanja Bagi hasil PPh ps! 25/23 OP unluk Kabupaten/Kota . 949.999.909.99 999.999.999.99
Belanja Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan - ~-880.990.989.59 999.999.999.99
Betanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi - -999.909:996.98 999.999.969.99
Belanja Bagi hasil PBB untuk KabupatenKola 999:959.099.99 . $99.999.999.99
Befanja Bagi hasil Biaya/upah Pungut PBB untuk Propinsi o - $99.909.960.60 - 999.999.989.99
Belanja Bagi hasii Biaya/pah Pungut PBB untuk Kab./Kota 999.999.890.99 99.998.999.99
Beianja P38 bagian P intan Pusal yaig dikempaiikan ke Raoupalerykota Y. BV b o YYY.89Y YUYy
Pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan - 999:999.900.99 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi . 999.999.999.99- 999.9989.999.99
Pangembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupatea/Kota po < - 90Bi899.969.99 999.999.999.99
Pengembalian Betanja Biagi hasil Biaya/llpah Pungut PBB untuk Propinsi . . 8 .} o09.900:090.99 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil BlayalUpah Pungut PBB untuk Kab./Kota . 999.999 999.99
Pengembalian Betanja PBB bagian F intah Pusat yang ke K ta + 908 998:BYL.BE- 999.999.990.99
Belanja BagiHssil Baa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . . - 1999.904.999.99 990.999.999.09
Belanja Bagi has# BPHTS untuk Propinsi 4771 988:009.999.99 999.999.999.98
Belanje Bagi hasll BPHTB uniuk Kabupaien/Kota . §59.990.999.98 999.999.969.99
Befanja BPHTB bagian Pemsrintai Pusat yang di ikan ke Kab Kota 999.999.899.99 999.099.999.99
Belanjs-BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan | 3'909:099.998 99 - 989.999.999.99
Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt Pel. BPHTB . 999:598.999.99 999.999.999.99
Belanja BPHT® Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian imbalan Bunga  999.499:989.99 999.999.999.99
Pengembalian Bea Pesplehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; 999:999.009.90 999.999.999.99 '
Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi 999.909.008.80" 999999 999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/kota '999.999:999:9¢ © 999.999.999.99
Pengembalian Belanja BPHTB bagian Pemeriniah Pusat yang ikan ke Kabupaten/ 99909299099 999.999.999.98
Pengsmbaiian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan - 890.999 999 89 $90.999.999.99
Pengembalian Belanja 8PHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm. Pengkt Pel. BPHTB - 4. 999.999:998.99 999,995 989.99
Penigembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian imbatan Bunga A . , 999.999.999.89 999.999.999.99
Belanja Bagi Hasil Minyak Bumi o $99.989.999.89: 999.999.998.92
Belanja Bagi hasi minygk bumi untuk Propinsi : ¢ 999.999.999.99 999.999.998.89
Belanja Bagi hesil minyak bumi uniuk Kab/Xota Penghasil . . -998.988.999.98 $99.999.909.99
Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya $00.992.898.99 - 989.980.989.99
Pengembakian Minyak Bumi 999.989.900.99. 999.999.999.99
+  Pengsmbalian Batanja Bagi hasil minyak bumi uniuk Propinsi . B . -'999.999.998.88 999.899.999.99
Pengembatian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab /Kota Penghasil . 999.999.999:99: 999.995 999 99
Pengembalian Betanja Bagi hasil minyak bumi uniuk Kab./Kota lainnya . . - $99.999.998:99 999.999.999.99
Betanja Bagi Hasil Gas Alam . . 999.999.999:99 999.999.999.99
Belanja Bagi hasil gas alam unluk Propinsi 999:992.990.99 999.999.999.99
Selanja 3agi hasil gas 3iam untuk Kab./Xota Penghasil 099.999.995:95 999.995.999.99
Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya 909.999.989.09 §95.999.999.99
Pengembalian Gas Alam E 2990.908.800.99 - 999.899.999.99
Pengembalian Beianja Bag: hasil gas alam uniuk Propinsi . 999.999.999:98 999.989.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk. .b./Kot2 Peaghasit 900.999.999.99 999.999.899.99
Pengembalian BelanjaBagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya $69.690.999.997 999 999 999.99
Belanja Bagl Hesil Pertambangan Umum . . 909.999.990.96 $99,999.599.99
Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi . - 999.999.099.98 999.999.999.99
BeanjaBagi hasil iuran tetap untuk Kab/Kota . I 999.989.989/88 998999 999 ¥9
Belanja-Bagi hasil royalt untuk Propinsi o - '§99/998.999.80 999.999.999.99
Betanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil - 999.999.900:00 999.999.999.99
. Belanja Bagi hasi royalti uniuk Kab./Kota lainnya . N T 999.999.996:99 999.999.899.89
1 Pengembalian Pertambangan Umum ’ . ' - 099.909:900:98 999.999.999.98
Pengembaian Belanja Bagi hasil iuran tetap uniuk Propinsi 999.899.090:09" 999.990.999.59
.. Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab.Kota - 999.999.909.98 999.996.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Propins] . 999.999.999.99 $99.999.999.99
Pengembaiian Belanja Bagi hasit royalti untuk Kab./Kota Penghasil 999.999.999.99 999.999.989.99
Pengembaiian Belanja Bagi hasit royalti untuk Kab./Kota fginnya - 999.999.908.59 | __see.gvvsgsss
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Belanja Bagi Hasii Kehutanan e - . -5 901.998.999.99, .. 999.999:999.99
Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi 599 995,999 59 999.999.999.99
Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota 999.999.999.99 999.999.999.99
Belanja Bagi hasil PSOH untuk Propinsi 990.999.999.99 999.999.999.99
Belanja-Bagi hasil. PSDH untuk Kab./Kota Penghasil 990.090.99989 1 - $99.099.999.09
‘Betanja Bagj hasil PSOH untuk Kab./Xota tainnya 564 999999 900,999 999.99
Pengembalian Kehutanan 999:999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH unluk Propinsi i #0800 099 90 999.999.990.99
‘Pengembalian Belanja Bagi hasil {HPH untuk Kab./Kota ©69:999.999.59 999.999.999.99
Pengembalian Beienja Bagi hasil PSOH untuk Propinsi 09Y090 0%0°99 -, 1990.9990.999.99
Pengembalian Belanja Bagl hasll PSDH untuk Kab./ota Penghasit 999 090998 99 - $99.999,999.09
Pengembalian Belanja Bagi hasit PSDH untuk Kab./Kota lainnya 999.900.999 95 999.999 999 99
Belanja Bagi Hasil. Perkanan 999:099.999.99° |  999.99.999.89
Belanja Bagi hasil Perkanan untuk Prapinsi - s +999.009.999.89 999.909.999.95
Betanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota { 1gRgIe0 §99.89 '998.989.999.99
Pengembalian Perikanan - '999:989.999.99 - 999.999.999.99
Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Proginsi . f90:800.900.00 999.999.989.69
Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Xota EREER A i ‘999.099.609.89. 999.999.999.99
Belanja Dene Alokasi Umum -9uD;999.999.99 999.999.999.99
Belanja OAU untuk Propinsi 999.999.999.95° 999.999.999.99
Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota 999:099.999.95 - 999.999.999.99
Pengembalian Dana Alokas! Umum 999.999.999.99 - - | 999.999.999.90
Pengembalian DAU untuk Propinsi 989.999.099.99 999.999.999.99
P ian DAL untuk Kab /Kola ' 4999.999.999.69 - 999.999.999.89
Befanja Dana Alokes| Khisus : o . 999.999:099.90. 999.999.999.99
Belanja DAK DR untuk DagrahPenghasil 966.600.999.99 ©99.999.999 99
Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan £99.999.599.99 999,999 999.99
Belanja-DAK Non DR untuk Kesehatan 900900.959.99 999.965.999.99
Betanja DAK-Non DR untuk Infrastruktur 999.999.069.99 - - *19:999.999. 99
Betanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah + '950.955.995.59 $55.599.599 35
Betanja DAK Nor DR untuk Kefautan dan Perikanan 999.999.995.99 $99 999 599 99
Belanja DAK Non DR untuk Pertanian . '999.999.999.98- 999.999.999.99
Psngembaiian Dana Alokdsi Khususe 999.999.099.99 989.989.990.99
Pangembalian DAK DR untuk Daerah Penghasi! ' 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian DAK Non DR untuk Pefidikan "~{- - -u99.00@ 00mi0p> 999.999.669.99
Pengembafian DAK:Non CR untuk Keschatan B ; v 920.808:000.90 £89.999.999.99
Pengermbalian DAK Non DR untuk Infrastruktur 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian DAX Non DR untuk Pemekaran Pemefintah 999.990.090:89 999:000.900.90
Pengembalian DAK Non DR untuk Kelzutan dan Perikanan 999.999.999.99 999.9986.599.99
Pengembalisn Belanja DAK Non DR untuk Pertanian 999.999.958 99 999.899.999.99
Belanja Dana Dtonomi Khusus dan Penyesuaian 999,999.999.99 999.999,999.§9
Belanje Dana Otoriémi Khusus 999.999.999.99 9949.999.699.59
Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua 999.000.009.99 | 999.999.999.99
Belanja Dana Dtonomi Khusus Lainnya 999.999.899.99 | 999.999.999.99
Pengemballan Darta Otonomi Khusus ) 999.999.999.39 999.999.399.99
Pengembalian Dana Dtonomi Khusus untuk Papua 900.509.890.99 999.999.989.99
Pengembalian Dana Otonomi Khusus Lainnya . ) ' 999.599.959 .99 999.999.959.99
Belanja Dana Penyesualan/Penyeimbang ' 690.099.999.99 999.999.999.99
Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Mumi 969.999.994.99 '_ 999.999.999.99
Belanja Dana Penyesuai yei g untuk Kabupaten/Kota Murni 959,999.999.99 999.999.899.99
Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propingi Ad hot i 999.999.990.99° | 989.999.999.89
Belanja Dana Penyesuai y8i g untuk K Ad hoe 929.999.999.9% 999.899.999.99
Pengembilian Murnl 999.099.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Dana P jan/Penyeimbang uniuk Propins! Murni ; L 999.959.999.99 990.999.995.99
P balian Dana Penyesuaian/Penyei 9 untuk Kab /Xota Murni : 999.999.999.98 999 999 933 09
F robafian Daha Peny éeuai yei g untuk Propinsi Ad hoe ) 999.999 999.98 999.999.999.99
Pengembalian Dand Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc '999.959.999.99 ) ' 999.999.999.99
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 999.999.999.99 999.999.999.99
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERAST 999.999.999.99 " 999.999.999.99
AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
KAS MASUK . SR
Penjualan Aset ' R - 949.999.999.99 - 999.999.999.99
Penjualan Aset $99.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Penjuaian Aset . . 999.999.999.99 ©99.999.999.99
Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah : -990.998:996.99 - 999.899.999.69
Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor - - 999.990.999.99 $99.999.999.99
Pendapatan Penjualan Sewa Bell . . 1 999.999.999.99 999.999.999.99
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing - * 699.999 999 95 $99.999.999.99
' Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang BerlebitvRusak/Dihapuskan " | 7999009 999.99 999.999.999.69
‘Pengonibalian Pandapatan Penjualan Aset e 999,990.990.99 999.999.999.99
Pengembalian Pendapatah Penjualan Rumah, Geding, Bangunan dan Tanah " 989.980.999.59' 999.999.999.99
PengembalianPendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor . 999.999.999.99 999.999.999.89
Pengembalian' Pendapatah Penjualan Sewa Beli © ' 999.999.899.99 999.999 999.99
Pengambalian Pendapatan Penjualan Aset Bexas Milik Asing 999.999,999 99 999.999.999.89
Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan - 999959599990 999 999.995.99
JUMLAH ARUS MASUK KAS 999.999.999.99" 999.999.998.99
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URAIAN XXX1 XXX0
: ! (1) (2) (3)
KAS KELUAR . s B o ¥
P-ngduaun Pembisyaan Dnlam Negeri ' 90V.999.999.99 969.990.999.99
Pnngllunnn Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan 999.999.909.99 999.999.909.99
Pengeluaran Pemblayaan Dalam Nogeri - Perbankan ' | 999.999.899.98 999.099.990.99
Belanja Pembayaran:Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dar Sektor Perbanm - '996.998.999.99 999.999.996.99
Belanja-Pengeiuaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Parbankan B $96.999.990.59 999.599.989.99

! yaan Dalam Noger - Perbankan

i Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
Pengambahan Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

Pangoluaran Pombiayaan:Datam Nageri - Non Parbankan

E Pengeluaren Pembtayaan Dalam Negari - Non-Perbankan
BelanjaPengeluaran.untuk Program Restrukturisasi
PengambailarPengeluaran untuk Program Restrukturisasi

- Pengembalian Pengeiuarar] untuk Program Restrukturisasi
- Pengeluazan Surat Utang Negara
Pangsliaran Obligaai Dalkm Negeri - Jangka Pendek
Belanja:Pengeluaran Pelunisan Obligasi ON - Jangka Pendek
Batanja Pengeiuaran-Pefunasan Obligasi ON- Jangka Pendek melaiui Penjaduaian Kembal:
Belanja-Pengefuaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melaiui Pembeiian Kembaii
PBelanja Pambayarafr UlanQ' Bunga Obiigasi Negara Datam Negerl - jangka Pendek
Psngembalian Surat Utang NegasalObligasi - Jk Pendek
Pengembaiian Pelunasan Qbligasi ON - Jangka Pendek
Pengembaian Peiunasan Gbligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
Pengembalian Pengeluarar) Pelunasan Obiigasi DN - Jangka Pendek metalui Pembelian Kembali
Pengembatian Belana Perjbayaran Wang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
Pengeluaran Obligas! Daiam Negeri - Jangka Panjang
Belanja Pengetuaran Pelunasan Obligasi ON - Jangka Panjang
Belanja Pengetuaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
BelanjerPengetuaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembail
Belanja PembayaranUtang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
Pongembalian Surat Utang Negara/Obligasi - Jk Panjang
Pengembalian Pelunasan Qbligasi DN - Jangka Panjang
Pengembalian Palunasan Obligasi ON - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
Pengembafian Pengeiuarap Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pempelian Kesnbali
Pengembahan'BeIan]a Pembayaran Utang Bunpa Qbligasi Nagara Dalam Negeri - Jangka Panjang
FSurat Utang P daharaan Dalam Negeri - jangkaPendek

Beian)a Pengeluacan Pelugasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

Belama Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembaii

Pang SuratUtang Perbend Daiam Negeri - jangka Pendek
Pengsmballan Penqelualan Pelunasan Sural Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

Pengeluaraif Obligasi Dajam Negari - Jangka Panjang
“  Belanja Pengeluarah Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

B ' :Pengeiaran Obligasi Dalam Negeri - Jangks Panjang
. vt Pengembziian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi ON - Jangka Panjang

+ Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utong Obligasi DN - Jarigka Panjang melalui Pembefian Kembaii
: Pengalusran‘Pelunasan Surat Utang Obiigasi LN
* Balanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Intarnasional
Belanja Pembetian Xembai Oblipasi Nepara Luar Negeri
Belarja Pembaydran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
Pengaluaran Pelunasan-Surat Utang Obligaai LN
. Pendqmba!ian Pengeluaran Peiunasan Obligasi internasional
Pengembalian Beianja Pembelian Kembali Obiigasi Negara Luar Nagari
Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bungz Obligasi Negara Luar Negeri
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negari
Cicitan Pokgk Uung Luar Negeri - Pinjaman Progum
Pengeluaran Femblayaan Cigilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
cifan Pokek Utang LN Pinjaman Program
ilan Pokok Utang Luar Nege:: - Pinjaman Program
. 2 Pembi Cicilat Pusok (Amorisasi) Utang Luar Neger] - Pinjaman Program
’ Pengsmbahan Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
Pengeluaxan Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
Pengg(nacan Cicilan Pokpk Wang LN Pinjaman Proyek
Cicilan Eokuk Utang Luar Negeri - Rinjaman Proysk
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
5 Pengembahan Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
Palunasan Pokok Ufang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
+ Pengalyaran Panjaduatan Kembaki Utang LN Pinjaman Program
Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
ian Polunasan Pokok Utang L.uar Negeri molaiui Penjadualan-Kembalai_Pinjaman Program
Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembaii Utang LN Pinjaman Program

. « Belanja Pengetoaran Peluasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjagualan Kembali

' Pengeimbalian Pengeluaran Pelunasan Swat Utang Obligasi DN - Jangke Panjang melalui Penjadualan Kembali

[ Belarfa PEnhgeluaran Palunasan Surat Ulang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melaiui Penjadualan Kembali
Belanja Petigelvaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang meialui Pembelian Kembali

f an Surat Utang F haraan DN - Jangka Pendek mejalui Penjadualan Kembali
Pengembahan Pengaluaran Pelunasan Sural Utang Perbendaharaan ON - Jangka Pendek mefalui Pembelian Kembali

RS

999.999.999.99
999.999.999.99
999:999'999.99
- 995.000.900.08
+:988:099.999.99
©99.999.960.09
990.999.900.09
998.999:999.99
.999.999.990.09
.. 999.009.999.99
999.999.899.99
+999.999,995.85
+998.999.998.99
999.949.999.99
- 009.909.989:99
$99.599.990.90

999.990.999.99
- DED.98.999 99
Bﬁl,?il.ﬁll."
9608.995.999:99
999.999.996.99
905.909.999.99
908 998.999.99
699.955.999.60
990.980.088.99
299:999.990.99

© . 999.999.990.99
£69.999.999.99

- 999.900.909:99
999:999.999.99

D o 9089000098

-986.999.989.90
1989:999.099.99%
909.699.008.99

. 398:999.998.88
-9808.999.999.99
999:990.809.99

i} ¢ 998.000.909.99

909.999.909.99

“f  -899.999.999.99

- 999.999.999.99

'989:999.999.99
900.999.999:99
$99.099.999:90
. /898.989.999.99
969.999.999.59
999.999.999.0%
*999.999:999.99

95t989.999'99

*'999.599.999:99
+ 1999.999.999.99
999.999.999 90
999.999:999.99
999.999:099.99
953.699.999.99
999.999.999.99
999.999.999.93
999/999/990:99
999.999.999.99
999.999.999:99
999.999.998.99
'999.909.999.99

- 999.999.089.99
£99.999.999 99

$99.999:980.89":

909.909.950 B9 °

T e494.999.999.99 -

950.949.999.99 - -

909:990.999.99 - -

999.999.999.9¢
999.999.999.99 -

999.999.099.99
$999.995.999.99
999.999.899.99
999.999.999.99
999.999.998.99
999.999.989.99
999.999.999.99
$99.999.999.98
999.999.999.90
999.999.999.98
999.999.989.99
989.999.999.99
999.999 998.99
999 999.999.99
990.999.999.99
999.999 999 .99
959.995.899.99
999.999.989.89
999.999.995 99
999.999.999.99
999.999 999.99
999.995 999.99
999.999.999.89
£99.999.999.95
$635.338.253.32
999.999.999.99
999.999.999.68
999.999.999.99
999.999.969.99
999.999.995.99
999.899.999.98
999.999.998.99
999.999.995.99
999.999.999.99
999.999.999.99
©99.999.989.99
999.909.999.99
999.999.999.99
989.999.889.59
£60.999.880.99
999.989 889.59
999.999.900.99
£99.999.899.99
999.998.889.99
998.999.999.98
999.999.999.99
996.999.989.99
999.999.990.99
999.999.899.99
999.999.999.09
899.999.999.99
999.999.999.98
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.989.90
990.999.999.99
999.999 999.99
999.999.609.99
909.998.999.99
990.699.999,99
999.996.999.99
999.999.999.99
999.909.999.28
999.999.998.99
999,999.999.99
999.999 990.99
999.990.889 59
909.999.999.98
999.999.999.89
999.990.959.98

999.999.
$09.990.999.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN'ARUS KAS
PEMERINTAH'PUSAT
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 37 Deseniber xxx0 ¢am xxxt
KODE LAPORAN 1 X0XXXX
TANGGAL * ¢ XNXXIXXXX
HALAMAN: T XXX
PROG-ID t XKXXXXXX
Oalam Rupiah
URAIAN XXX1 XXX0
(1) (2} {3
. Pelunasan Pohok Utang Lusr Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengelusran Penjadualan Keémbali Utang LN Pinjaman Proyek ...999.999.590.09 . 999.999.999.99
Pnngnmblllln -Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melaiul Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek *'999.999.999,99: 999,999.999.99
R ) Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek . 999.999.999.9¢ - 999.990.999.99
i ang Luar Negeri melalul Penjaduaian Kamball - Pinjaman Program © 999:990.899.99 999.998.999.99

alan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
Pengembihan Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembalt - Pinjaman Proyok
PEnermbaen PenGellaranpenjadwalan Xembail Bunga Utang Luar Negert .

Panyartaan Modal?emtﬂmﬂ T
Penyertaan Modal Pomennuh

ROURPD

Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN

PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengembalian. Panyertaan Modal Psmerintah pada BUMN
Pengembalian PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Intemasionaf

PMP untuk Badan internasional

Pangembalian Penyertaan Moda! Pemerintah pada Badan internasional
Pengembahan PMP untuk Badan Internasional

Pengemballan Pafyertian Modal Pemerintah Lainnya
Pengembakan Penyertaan Madal Lainnya

ROURPD

Piutang Pemerintah
- Plulang Rerheritaly KepadaiDaesah

. = Pivtang Pemerintah képadaBUMN

Piutang Pemerintat Kepada:Swasta

Pengembelian Plistdng Pamerintsh

Pengembalian Piitang Pemérintah Kepada Daerah

Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada BUMN

Pengembalian Piitang Pemeriniah Kepada Swasta

Penerusan Pinjaman-tuarNegeri - —

Penenssan-Pinjamand.uer Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan

Penerusan Fln]amarr Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
Pengomba(un lerunn Pinjaman Luar Negerl Tahun Anggaran Berfalan
Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negen Xepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Neger Kepada 8UMN Tahun Anggaran Berjaten
Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Laly
Pengembaiai Pensrusan Pinjaman Luar Nageri Tahun Anggaran Yang Lalu
Pengembalign Petierusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
Pengembalten Penerusan Plnjaman Luar Negeri Xepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain
Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain:

KAS MASUK

Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
Penyesuaian Penurunan Salde Rekening Khysus Karena Sefisih Kurs
Koreksi Penyssuaian Penurunan Saido Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

JUMLAH ARUS KELUAR KAS
. ARUS KAS BERSIH'DARI AKTIVITAS PEMBLAYAAN

AKTIVITAS NON ANGGARAN

Penerimaan Non Anggaran
Penerimaan Non Anggaran PFK

Penerimaan PFK 10 % Gaji

Penerimaan Setoran / Potongan PFX 10% Gaji PNS Pusat

Penerimaan Setoran / Patongan PFK 10% Gaji PNS Daerah

Penerimaan Setoran { Potohgan PFK 10% Gajt Palri dan PNS Poln

Penefimash Sétoran / Poldngan PFK 10% Gaji TN! dan PNS Dephan

Penbrim&dnPFK 2 % Guji. Tarusan

Peneimaan Setoran. Potingan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusal
Penerimaan Seigran / Potangan PFK 2% Pemuayaran Gaii terusan PNS Daerah
Penerimaan Setoran / Patongan PFK 2% Pembayacan Gaji Terusan POLR! dan PNS Poln
Penerimaan Setoran { Potongan PFK 2% Pemoayaran Gaji Tefusan TNI dan PNS DEPHAN
Pensrimaan PFK Beras BULOG

Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat

Penerimaan Setaran / Polongan PFX Bulog Polri & PNS POLRY

Penerimazn Setoran/ Potongan PFK Bulag TNI & PNS Dephan

Penerimaan PFK 2 % luran Kesehatan Pemda

Penenmaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Propinsi

Penerimaan Setoran PFX 2 % uran Asuransi Kesehatan Kabupaten/kota

988.999.999.99.
9899.999,999.99
$99.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
905.909.999.99
'999:999.999.90
990,999.999.99
999,999.999.59
999.999,999.89
999.999.999.99

999.999.998.89
999.999.999.99
989.998.989.99
999,999.999.99
299.999.999.99
999.999.999.99
9099.999.999.99
999.999.999.99
890.899.999.89
998.998,989.89
$99.999 999.99

999,999.999.93

999.999.998.99

998.900.999.99

999 599.899.99
=

999.099.999.99 .
999.989.999.59

.. 993.992.995.98

999.999.999 99

frsatrasnecs o sy
999.999.999 99 999.999.999.99
e —
999.999.999.99 999.999.999.99
fomar ey rerwrrer:
-996.999.999,99 . 999,999.999.89
S
934.999.999.99 999.989.999.99
999.999.999.98 999.999.998.99
999:995.899.99 999.999.999.99
' 9pu8dy gEdde - 999.999.999.99
-999.999.999.99 : 299.999.999.99
ey

‘999,499.949.99

$99.999.949.99

999.999.999.99

999,999 999.99

959:099.059.99 999.999.999.99
549.599.99 39.99 999.999.999.90
993,999.99!.99 999.999.999.99
999.999.999.99 999.999.999.99
999:659.999.99 999.999.999.99
999.999.999:99 199.899.998 99
999.999.999.99 999.999.999.99
599,950 590.99. $59.995 995 99
995.999.699 99 999.999.999.89
549,699.999.89 $59.999.959.99
999.992.995.99 999,999.999.99
999.999.999.99 999.999.999.99
999.999.999.99 999.999.999.89

999.999.999.88

999.999.999.99

939,999.999.99

999.999.,999.9%

pusmpectpyin
999.999.999.93

$99.999.999.39

999.999.999.99
999:999.898,99

999.999.999.98
999.999.989.99

$99.999.999,99
999.909.990.99

999.999.999.89
999.999.999 99

999 999.999.99
959.999.999.99

" 999.999.999.99 "
$99.996,299.99

999.999,969.99 999.999.999.99
999,565.989.99 989.859.609.99
999.999.998.99 999.998.999.99
999.999.993.99 999.999.999.99
.9998.999.999.89 999.999.995.99
999.999,999.99 . 999.999.889.99
999 599.999.99 999.999.999.99
999.999.999.99 $99.899.999.99
999.999.998.99 999.996.999.99

999.999.599.98
999.999.989.99
989.099.999.98
9293.992.999.93

909.999.999 99

999.969.995 29

998.999.995.99
999.999.999.99
999,999.999.99

999.899.999.99
999.999.999.98
599.999.999.98

999.999.999.99
$93.999.099.99

999.999.998.99
999 999.999 99
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Penenmaan Kmman Uanq dan Rekemnq BUN ke Kantor Pysat DJPb 500.000.000
i Kifiman-Uang dari R, g Sub BUN Yalas ke Rekening BUN
Penerimaan Kmmln Vang Dalam Rangka Reksus
Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke XPPN {berdasarkan SPMES /SPI-GU IsVSPM Penggant)

Penarimaan Kinman Vang dad Rekaning Khusus ke ing DJPY 500.800.000
Penenmaan Klﬁman Uang dan Rekenmg Khusus ke Rekemng 8UN
gt Penggantian dari Rekening Khusus

Penenmaan dan KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti
Renérimaan Xiriman Uang antar Rekening Khusus

Penerimasn Pemindahbukuan

Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN

Pemindahbukuan dar Bank.Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya

PR Pernmdahbukuan dari-Bank Operasional {BO} { ke BO Il dan sebaliknya

o P kuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
Pemmdahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional | ke Sentral Gi al Giro Gabungan dan sebalikny .
P hbukuan dan Bank o} ionat it ke Bank Tunggal/Bank Operasional |

“Penetimaan Transito -
Pengrimaan Transito
Penenmaan Pengembauan Uang Persediaan Dana Rupiah
F balian Uang P jiaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

“ i Pengrimaan Pengembahaa Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahyn Anggaran yang Laly

JUMLAH ARUS MASUK KAS

KAS KELUAR
_ Pengeiuarsn Non Anggaran
" Pengeluaran Non Anggaran PFK
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Keliga {(PFK) 10% Gaji
_Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%)
Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%
Pengembaian Peagrimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%}
"engembahan PenenmaanTunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri {3,25%})
- P Dana Pemeli dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
Fengembahan Penerimaan Dana Pensiun Persanel TNI dan PNS Dephan (4,75%)
Pengembahan Penetimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3.25%)

-Peng akan DanaF i dan Kesehatan TN) & PNS Dephan (2%)
Pengembal i Perhitungan Fihsk Ketiga {PFK) 2% Gaji Terusan
Pengembalian Penerimaan Asuransi K PNS (2%)

Pengembalian Peneri Asuransi Kesehatan Daerah (2%)

Pengt ilan Peneri Asuransi Kesahalan Poiri & PNS Polri {2%]

’ Pengembahan Penenmaan Asuransi Kesehatan TN! & PNS Dephan (2%}

999.999.999 8%

REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN-ARUS KAS
PEMERJN:TAH RUSAT
Untuk Tabun yang bera gan:31.0 ber xxx0 dam xxx1
KQOE LAPORAN XXX
TANGGAL + KKIKKIKXXX
HALAMAN . XXX
PROG-ID i RXXXAXX
Daiam Rupiah
: L URAIAN XXX1 XXX0
‘ (1) (2} {3
Penerimaan PFK Lain-lain 999.999.989.99 999.999.999.99
X Penerimaan SetoranPotongan PFK Lain lain 999.999.999.95. 999.998.969.99
3 d w Penerimaan Betoran Potonggn PFK Tabungan Wajib Perumanan PNS Pusat ‘§99.99909.09 999.999.999.99
. Penerimaan Sateran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah - 999.999.999.99 999.999.999 99
- R:onerimnn‘Wuol'Pamuinnh 999.999.999.99 " 999.949 999.99
Penerimaan potorgan WP dari SPM KPPN 999.809.999.99 999.999.999.99
Coe TR Pengri Setorah tintuk penerbitan WP - '998.990'999.99 999.999.999.99
‘ PBenerimaan Reimburasement Dalam Rangka Prefinancing (PP} dan PFK BUN Lainnya °999.999.999.99 999.999.999.99
) ‘ Renerimaan setoran sisa UP-PP 999.969.999.99 909.999.999.99
’ Penerimaan Réimbursement/ Pengganti PFK PP dan PPHLN 099" 999 299.99 999.999.999.99
Renerimaan Pengganlian UP PP Berasal dari SPM GU NNinii {Pengesahan) '990.999.999/09 999.999.999.99
Penerimaan Talangap dari Rekening Dana SAL 999.998,899.89 999.999.999.9¢
Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) N 999.999.599.99 969.999.969.99
Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong §99.560.559.68 999.995.999.99
Penggantian Dana dad REXSUS ke Rekening BUN karena frefinancing REKSUS 999.999.999.89 999.999.999.99
Penggantian Dana dari Pihak ketipa ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligibie) 999.969.999.99 999.998.999.99
Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kesong 999.995.999.98 999.999.999.9§
Pensrimaan.Kiriman Uang,. 989,998 996:99 939.999.958.9%
R Panerimaan-Kiriman Vang. 999.999.999.93 999.999.999.9%
FE Penedimaan Kiriman-Uaag Antar KPPN 7 §69.999.999.99 929.999.999.9¢
X . Peneriraan Kiriman Uang dan Kantor Pusat DJPh ke KPP - 999.999.999.99 §99.999.899.9¢
L Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat BJPL 999.999.999.99 999.999.989.91
Renerimaan Kiriman Uang darf Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN 999.999.999.99 999.899.996.9¢
| ©998.999.999.9% . 899.999.999.9¢

999.999.993 8¢

999.999.999.99
999.590,069.99. -
999.999.993 89

$99.899.999.8!
999.999,999.9
G988 999.999.9'

999.999.999.99 999.999.998.9
999.999.999.99 999.999.999.9
999.999.999.99 999.99.999.9
999.999.995.99 999.999.999.9
999.999.899.99 999.999.999.9
999.999.999.99 999.999.999.9
969.995.999.99 $99.999.999.9
#99.999.996195 999.089.999.
999.999.999.99 299.999.999.5

099.999.999.99
999.999.999.99

998.999.939.¢
999.999.908.%

'994.999.998.99

999.999.999.¢

999.999.999.99 999.999.999.4
509.908.990.99 999.999.999.¢
999.999.996.99 999.999:999.1
269.993.929.99° 899.999.999.¢
999.999.999.99 999.999.989 ¢
$99.999.999.99 999.999.999
-999,999.999.39 999.989.999.
999.999.899.99 999.999.999.
oo
999.999.999.99 999.999,999.
R
999.999.999.99 999.890.999
999.999.999.99 999.999.899
999.999.999.98 999.999.999
£99.999.999,95 995.999.999
999.999:999.99 999.999.999
998.999 999 99 999.999 999
999.999.999:99 999.999.999
$99:999.999.99 999.999.999
999.999.959.99 999 999.999
999:998.999.99 999.993.998
990.599.999.99 999.999.96¢
999.999.999.99 989.999.99¢
589.998.999.99 999.999.99¢
999.999.999.69 999.999.99¢




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember xxx0 dam xxx1

KODE LAPORAN + XXXXXXX
TANGGAL T XXPOUXXXX
HALAMAN T XXX
PROG-ID XXX
Oalam Rupiah
URAIAN XXX1 XXX0
(1) (2) (3)
Pengembatian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketigs (PFK) Beras Bulog 990.999,995.99 999.999.999.95
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat 999.999.999.99 999.999.999.99
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri 999.999.993.99 989.999.999 99

Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan

Penerimasn PFK 2 % luran Kesehatan Pemda

Pengembatian Penerimaan Setoran PFK 2 % furan Asuransi Kesehatan Propinsi
Pengembalian Penenimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
Pangembalian Penerimaan PFK Lain-lein

Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain

Pengembalian Penerimaan PFX Tabungan Penimahan PNS Pusat
Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
Pelunasan Wesel Pemerintah

Peiunasan Wesel Pemerintat

Pembayaran PFK Prefinancing dan PFX BUN Lainnya

Pembayaran UP-PP (DU/TU)

Pembayaran PFK PP {Prefinancing)

Pembayaran SPM-GU Nitil {Pengesahan ke Rekening BUN)

Pengembaiian Talangan Dana SAL . .

Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible

Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong

Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus

Pengisian Rekening Dana SAL

Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosang

Pengeluaran Kiriman Uang
Pengeluaran Kiriman Uang
Pengeluaran Kiriman Uang antar KPP
Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb
Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat 0Pt ke KPPN
Pengeluaran Kidman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke Rekening BUN
Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb
Pengelyaran Kirman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
Pengeluaran Kifiman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN
Pengeluaran Kiriman Uang gari Rekening Kbusus ke Rekening DJPb 500.000.000
Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
Pembetutan P Peneri Penggantian dari Rekening Khusus
Pengeluaran dan KPPN ke Rekening DJPb 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus
Pengeluaren Pemindahbukuan
Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN
Pengeluaran Pemindahbukuan dar Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (B0) ! ke BO Il dan sebaliknya
Pengeluaran Pemindahbi dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Cperasionalj
Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/O ionai | ke Sentral Gi Giro Gabungan dan sebalikny

Pengeiuaran Pemingahbukuan dari Bank Operasional |I! ke Bank Tunggal/Bank Qperasional !

Pengeluaran Transito
Pengeluaran Transito
Pengetuaran Uang Persediaan Dana Rupiah
Pengeivaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/iibah Luar Negeri
Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)

JUMUAH ARUS KELUAR KAS
ARDS KAS BERSIH DART AKTIVITAS NON ANGGARAN
KENAIKAN/PENURUNAN KAS

SALDO AWAL KAS
SALDO AKHIR KAS

999.999.999.99
$99.999,993.99

999.999 99999
999.999,999.99

999.999.998.9¢

999.999,999.99

999.999.999.99
999.999.998 99

999.999.999.99 £99.969.999.99
998.999.999.99 999.899.999.98
996.999,999.99 999.999.999.99

999.999.999 99
999.899.999.99

999.999 993.99

999.999.99%.98

9990 999.998.99
999.999.999.99

999.999.999.99
999.999.999.99

999.989.998.99
998.999.999.99
998.999.999.99
999.999.999 99
999.995.689.99
999.999.899.99
999.999.999.99
999.999.998.89

F92.999.998.99

999.999.999.99
999.999.999.99
$99.999.998.98
999.999.999.99
999 .999.995.99
999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99
993.999.990.99

999.099.999.99

$98,998.999.99

999.989.999.59

999.999.999.93

999.999,999.99
989.999.999.99
§99.999.999.99
$99.999.999.99
999.999.999.99

999.999.999.99
999.999.99¢ 09
999.999 999 89
999.999.999.99
999.999.999 99

999.999.999.99
999.999.999.99
999.999 999.99
999.999.999.99
999.998.999.99

£990.930 999 08 £09.999.995.55
999.999.999.99 999.999.999.99
999.999.992.99 $99.999.999.98

999.996.999.99
999.999.999 99
999.999.999.99
©99.999.999.99
099 299 994 99

999.999.999.95

999.999.999.98

992.899.995.99
999995 999.99
999.999 999.99
999.999.999 93
999.999.999.99
998.995.999.99

999.999.899.99
999.999.999.99
999.899.699 99
999.999.992.98
999 .999.999.99
999.989.99¢.99

999.999,999.89

999.999.999.99

999.929.995.99

295.999.958.38

999.699.990.99
999.999.999.9¢
995.099.999.59

999.999.999 99
999.999.909.99
999.999.999.99

999.999.999.99

$98.999.999.99

999.999.999.99

999.999.994.99

999.999.998.99

995.999.993,99
ez

999.999.999.99

998.599.949.9%

999.999.999.99

959.999.999.93
eyt




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



LAMPIRAN V D

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPU
BLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG

o i B TEATORAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX KODE LAPORAN : LRAKT
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN 1 XX
PROG. ID 1 XXXXXXXX
REALISASI DIATAS % REAL.
No. URAIAN ANGGARAN | REALISASI (DIBAWAH) ANGG.
ANGGARAN
1 2 3 4 5 &
A, [PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
& Pendapatan Perpajakan 999,599,999,999 999,999,999,99% 999,999,999,999 9999999
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak 999,999,999,9599 999,999,999,999) 999,999,999,999, 99999 y9)|
¢. Pendapatan Hibah 999,994,999,999! 999,999,999,999 999,999,999,999] 99959,99
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 999,999,999,999; 999,999,999,999| 999,999,999,999, 99999,99
B. JBELANJA NEGARA
Belanja Pegawai
Belanja Barang 999,999,999,999| 999,999,999,999, 999,999,999,999] 99999 99
Belanja Modat 999,999,999,999| 999,999.999,999 999,999,999,999 99999,49|
Pembayaran Bunga Utang 999,9995,999,999, 999,999,999,999 994,999,999,999 99999,99
Subsidi 999,999,999,99‘5 999,999,999,995 9599,999,999,999! 99. 999
Hibah 999,999,999,999. 999,999,999,999| 999,999,999.959) 99999,991
Bantdn Sosial 999,999,599,999 999,999,999,999 999,999,999,999| 99999,99
Belanja Lain-lain 999,999,999,999' 999,999,999,999] 999,999,999,999 95999.99]
JUMLAH BELANJA NEGARA 999,999,999,999, 999,999,999,999. 999,999,999,999 99999,99
C. BELANJA UNTUK DAERAH
4 Belanja Dana Perimbangan 999,999,999,999| 999,959,999,999 999,999,999,999 99999,99|
b. Belanja Dana Otcnomi Khusus dan Penyesusian 999,999,999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999, 99999,99)
JUMLAH BELANJA DAERAH 999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,999, 99999,99!
D. [PEMBIAYAAN
2. Penerimsan Pembiayuan 999,999,999,9499) 999,999,999,999) 999.999,999.999 99999.99
b. Pengeluaran Pembisyaan 999,999,999,999; 999,999,999,999 999.999,999,9991 99999,99




LAMPIRAN VE
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM ~ AKUNTANSI DAN  PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM AKUNTANSI INSTANS!
NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER XXX1 DAN XXX0

( DALAM RUPIAH )
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA. : XXXXXXXOO( KODE LAPORAN I NSANPT
TANGGAL :
HALAMAN X
PROGRAM ID + XOOVXKIX
JUMLAH Kenalkan (P )
NAMA PERKIRAAN XXX1 XXX0 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 999,999 | 999999 | 999999 | 999,999
Kas di Bendahara Penerimaan 999999 | 999999 | 999999 | 999999
Piutang Bukan Pajak 999,999 | 999,899 | 999999 | 999999
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ang 999,999 | 899999 | 999,999 | 999999
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 999,999 | 999995 | 999998 | 999999
Plutang Lainnya 999,999 | 999,999 | 999999 | 990,999
Persediaan 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999999
JUMLAH ASET LANCAR 999,999 | 999,999 | 999,999 | 699,999
ASET TETAP
Tanah 999,999 | 999,999 | 999999 | 999,999
Peraiatan dan Mesin 999,999 | 999,999 | 999,989 | 999,999
Gedung dan Bangunan 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
Jalan, Irigasi dan Jaringan 990,999 | 899999 | 999,999 | 999999
Aset Tetap Lainnya 999,999 | 999999 | 999,999 | 999,899
Konstruksi Dalam Pengerjaan 999,999 | 999999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH ASET TETAP. 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran 999,999 | 999,999 | 999,699 | 999,999
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi 999,999 | 999989 | 998999 | 999,899
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 999,999 | 999 999 | 999,999 | 999999
Aset Tak Berwujud . 999,999 | 999,999 | 999,899 | 999,999
Aset Lain-lain 999,999 | 999,090 | 999,999 | 999,999
JUMLAH ASET LAINNYA 999,999 | 999,993 | 999,999 | 999,999
JUMLAH ASET 999,998 | 999,899 | 999,999 | 999,999
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari Rekening Khusus 999,999 | 989,999 | 999,999 | 999,999
Uang Muka dari BUN 999999 | 999,999 | 999,999 | 999,099
Uang Muka dari KPKN 989999 | 999,999 | 999,899 | 999 999
Pendapatan yang Dit hil 999,999 | 999999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH KEWAJIBAN 999,999 | 999,989 | 999,999 | 999,999
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR :
Cadangan Piutang 999,999 | 999,999 | 999,999 | 899989
Cadangan Persediaan 999,999 | 999,999 | 9909999 | 999999
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 999,999 | 999,999 | 999,999 | 998,998
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 999,999 | 999999 | 999999 | 999999
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH EKUITAS DANA 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 999,999 | 999,999 : 999,999 | 999,989

Salinan sesuai dengan aslinya; ~ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN R};/}:UB\I/_IIQ
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM  AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ...
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro U

ttd.

JUSUF ANWAR



LAMPIRAN VI B
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang terdiri
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. .

Menteri/Pimpinan Lembaga,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya; ttd,-
Kepala Biro Umum

JUSUF ANWAR




LAMPIRAN VILA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM ~ AKUNTANSI DAN  PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini ......... tanggal ...... bulan ........ tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi
Laporan Realisasi Anggaran antara kementerian negara/lembaga/bagian
ANGGATAN. ccrv e eni s snrererensens kode {.urvnr ), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA),

dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya
disebut Bendahara Umum Negara.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi,
berupa:

1
2
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........
4

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun
anggaran...........
Pada tanggal......... bulan....... tahun........

Selanjutnya Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisas
Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran yang diproses
berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sa:ia, yang
hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil
Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan
dasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Bendahara Umum Negara, A.n. Pengguna Anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum ttd,-

JUSUF ANWAR




LAMPIRAN VII B
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini ......... tanggal ...... bulan ........ tahun...... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi  Anggaran  antara  kantor  wilayah/koordinator ~ wilayah  kementerian  negaralembaga
......................................... kode {...........), yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditien Perbendanaraan. ... eeenreermeroeereessesmessnssssennes kode
(orrrenrrersnienne ): yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran
sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........

2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun anggaran..........

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........

4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun anggaran...........
Pada tanggal......... bulan.......tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem
Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi {BAR) ini.

Kesalahan/ket_idakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar
perbaikan terhadap dat; dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n, Kuasa Bendahara Umum Negara, An. Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro

oo 2

ttd,-

men, JUSUF ANWAR



LAMPIRAN VIIC
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG
SISTEM AKUNTANS! DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini ......... tanggat ...... bulan ........ tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah.............coo..oveecronerivrnunses kods (......... ),

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi,
berupa:
1. Laporan Realisasi Anggaran Belfanja periode....... tahun anggaran........
2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun anggaran..........
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........
4

Pada tanggat......... bulan.......tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem
Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak
termisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini,

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar
perbaikan terhadap data daf laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya; ttd,-
Kepala Biro Umum
u.b. JUSUF ANWAR

Rartemen,

2N
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F ORMULIR AKUNTANSI BMN

1. TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
1.1. BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL — Form Ak.1.1.01

a. Penjelasan Umum :
Buku Inventaris Intrakomptabe] tingkat UAKPB dipetgunakan untuk mencatat BMN
yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan

disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang Pcnglslan BI Intrakomptabel adalah
sebagm benkut

b. Cara Pengnsnan

(I) _Diisi dengan nama UAPB,
(2). Diisi dengan nama UAPPB-EI »
(3). . Diisi dengan nama UAPPB-W
(4). Diisi dengan nama UAKPB 1
(5). Diisidengankode UAPKPB" =~ = -
(6).  Diisi dengan nomor urut halaman
(7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok
(8). Diisi dengan kode sub-sub kelompok
(9). -Diisidengan kode perkiraan - - ; .
(10).  Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansx berjalan -~
(11).  Diisi dengan nomor urut pencatatan - °
(12).  Dfisi dengan tanggal pembukuan
(13).  Diisi dengan tanggal perolehan ‘
(14).  Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang
(15).  Diisi dengan merk/type -
(16).  Diisi dengar T untuk mutasi berxambah atau K untuk mutasi berkurang
(17).  Diisi dengan transaksi
(18).  Diisi dengan dasar mutasi
(19). - Diisi dengan jumlah barang
(20).  Diisi dengan satuan barang
(21).  Diisi‘dengan harga barang per-satuan -
(22). . Diisi dengan jumlah harga barang
(23). . Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik
(24).. - Diisi dengan jumlah bardng dengan kondisi rusak ringan
(25).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat
(26).  Diisi dengan periode-akuntansi-tahun berjalan yang dikehendaki
(27).  Diisi dengan total kolom'9 pada akhir Perlode Akuntansi
(28).  Diisi dengan total kolom 12 pada akhlr Periode Akuntansi
(29).  Diisi dengan total kolomi 13. pada akhlr Periode Akuntansi
(30).  Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi
(31).  Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi

LAMPIRAN Viii
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2005 TENTANG

PELAPORAN

o



UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPB

Kode UAKPB

D).
2e(2)...
e (3)...

eee(4)...
25

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPTABEL
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Form — Ak.1. 1.01

Halaman: ...(6)...

SUB-SUB KELOMPOK~

SUB K 7).
KODE SUB-SUB KELOMPOK. :....(8)...

KODE PERKIRAAN (9.

No

(1)

ldentitas Barang

" Penambahan/Pengurangan

Jumlah

Tanggal‘ —
Pembukuan | Tanggal -
Perolehan

(12)

Nomor Urut ..
Pendaftaran

(14)

Merk/
Type

T/K

(16) |

p o “Dasar
Transaks: = _ :

ISaldo-Awal Periode
dkuntansi ..(10)... -

(17) (13)
. . N J

Mutasi

Barang

a9y

Satuan
Barang

(20)

Harga Barang 3"- »»;i(ondisi Bararig

jumlah | B |RR

Satuan “ RB

| (22)

(21) 123) {24)] (25)

Posisi per

(27)

(28) 129 60) 31
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UAPB (D). Form — Ak.1.05
UAPPB-E1 Seeif2)... :
UAPPB-W (3. R \ . Halaman:...(6)...
UAKPB Sl
Kode UAKPB : ...(5)... =
BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPTABEL
SUB-SUB KELOMPOK : (7)
KODE SUB-SUB KELOMPOK - ...(3)...
KODE PERKIRAAN (9.
Identitas Barang .| Penambahan/Pengurangan : Harga Barang _ Kondisi Barang
No Tanggal -y T ” - Jumlah Satuan - :
Pembukuan | Tanggal Nomor Urut {Mer T/K ‘Transaksi { Dasar Mutasi | Barang Barang | saan | Jumlah B RR RB

Perolehan | Pendaftaran: | Type

Saldo Awal Periode , =
Mkuntansi-...(10)...

oo ‘ ¢ ! : i
(11) (12) (13) (14 Y5} ye) 7. . ' (18) (19) (20) 21 22) ey ey | @29

Jumlah per ... (26) ' o2

28 291030 31)




i
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1.3. BUKU BARANG BERSEJARAH- Form Ak.1.1.03

a. Penjelasan Umum

Buku Barang Bersejarah untuk tingkat UAKPB dipergunakan untuk mencatat BMN yang
memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang. Barang
Bersejarah meliputi BMN yang termasuk dalam Bidang Barang Monumen (1.07) atau
barang lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan

sebagai barang bersejarah. Pengisian Buku Barang Bersejarah tingkat UAKPB adalah
sebagai berikut:

b. Cara Pengisian

(1).  Diisi dengan nama UAPB

(2).  Diisi dengan nama UAPPB-E1

(3).  Diisi dengan nama UAPPB-W

(4).  Diisi dengan nomor urut halaman

(5).  Diisi dengan nama UAKPB

(6). Diisi dengan kode UAKPB

(7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok

(8).  Diisi dengan kode sub-sub kelompok

(9).  Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan
(10).  Diisi dengan nomor urut pencatatan
(11).  Diisi dengan tanggal pembukuan
(12).  Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang
(13).  Diisi dengan merk/type
(14).  Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(15).  Diisi dengan jenis transaksi
(16).  Diisi dengan dasar mutasi
(17).  Diisi dengan jumlah barang
(18).  Diisi dengan satuan barang
(19).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik
(20).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan
(21).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat
(22).  Diisi dengan lokasi fisik aset bersejarah
(23).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjalan yang dikehendaki
(24).  Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
(25).  Diisi dengan total kolom 12 pada akhir Periode Akuntansi
(26).  Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi
(27).  Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi
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P

UAPB Do) Form — Ak.1.05
UAPPB-E1 e (2)...
UAPPB-W eee(3).en Halaman: ...(6). ..
UAKPB en(d)...
Kode UAKPB :...(5)..
BUKU BARANG BERSEJARAH
SUB-SUB KELOMPOK (7).
KODE SUB-SUB KELOMPOK s (8)
' ; Kondisi
Tanggal | Nomor Urut | Merk/ y . Jumlah Satuan Lokasi Fisik
No- I pembukuan | Pendaftaran | T ype K Transaksi Dasar Mutasi Barang | Barang | g |RR | RB BMN

(10) (11)

(12)

(13) §(14)

aldo Awal Periode
HUkuntansi ...(9) ...

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21

(22)

Jumlah per

(24)

(26)

(27)
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BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL - Form Ak.1.1.02

a. Penjelasan Umum :

Buku Inventaris Ekstrakomptabel untuk tingkat UAKPB dipergunakan untuk mencatat
BMN yang tidak memenuhi~ kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang. Pengisian BI
Ekstrakomptabel tingkat UAKPB adaldli sebagai berikut:

b. Cara Pengisian
(1). -Diisi dengan nama UAPB
(2). . Diisi dengan nama UAPPB-EI]
(3). ~ Diisi dengan nama UAPPB-W
(4). - Diisi dengan nomor urut halaman
(5). = Diisi dengan nama UAKPB
(6). ' Diisi dengan kode UAKPB " °
(7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok
(8). - Diisi dengan kode sub-sub kelompok =
(9). = Diisi dengan kode perkiraan
(10).  Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan
(11). - Diisi-dengan.nomor urut pencatatan
[12).  Diisi dengan tanggal pembukuan
{13). - Diisi dengan tanggal perolehan
[14). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang
(15). ~ Diisi dengan merk/type ' e
(16). - Diisi dengan T untuk-mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(17).  Diisi defigan transaksi
(18).  Diisi dengan dasar mutasi
(19).  Diisi dengan jumlah barang
(20).  Diisi dengan satuan barang
(21).  Diisi dengan harga barang per satuan =
(22).  Diisi dengan jumlah harga barang
(23).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik
(24). . Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan -
(25).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat ™
(26).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjalan yang dikehendaki
(27).  Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(28).  Diisi dengan fotal k6lom 12 pada akhir Periode Akuntansi
(29).  Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi
(30).  Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi
'(31).  Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi



MENTER| KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

1.4. BUKU PERSEDIAAN- Form Ak.1.1.04

a. Penjelasan Umum .

1. Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang.
2. Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan.

b. Cara Pengisian

(1). Diisi dengan nama UAPB

(2).  Diisi dengan nama UAPPB-F!

(3). - Diisi dengan lama UAPPB-W

(4).  Diisi dengan nomor kartu

(5)." Diisi depgatt nomorhalaman. - . - , A

(6). " Diisi dengan nama UAKPB . . .. - : o

(7). Diisi dengan kode UAKPB

(8).  Diisi dengan jenis Persedjaan

(9). Diisi dengan satuan barang

(10). Diisi dengan nomor urut pencatatan

(11). Diisi dengan tanggal transaksi _ :

(12). Diisi dengan Nama Pemasok atau Unit Pemakai

(13). Diisi dengan ju\mlah‘satuqn barang persediaan yang masuk

(14). Diisi dengan harga barang persatuan yang'masuk

(15).. Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar

(16).. Diisi dengan jumlah saldo barang pérsediaan

(17). Diisi dengan nifai barang persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan
harga beli terakhir : o

(18).. Diisi dengan paraf dan nama petugas yang mengelola barang persediaan



(32).

(33).
(34).
(35).

(36).

(37).
(38).
(39).
(40).
(41).
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Penaksiran harga tanah dilakukan jika dokumen sumber perolehan tidak diketahui,

- dan penaksiran nilai tanah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Penaksiran

nilai tanah dilengkapi dengan berita acara penaksiran.

Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIPA/SKO atau
Non APBN sumber dana lainnya, atau diisi dengan Berita Acara Penaksiran
dengan mencantumkan nomor dan tanggal Berita Acara Penaksiran.

Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan tanah tersebut
Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggung)awab
UAKPB, tanda tangan dan stempel dinas

Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktulal yang menyetUJm
KIB, tanda tangan dan stempel dinas

Diisi dengan nomor.urut pencatatan Catatan Mutasi/ Perubahan

" Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan
Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan
Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan

€733 219
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UAPB () Form - Ak.1.2.01
UAPPB-EL :...(2)... a. No.KIB (@)
UAPPB-W :...(3)... b. Kode Barang Ll

KARTU INVENTARIS BARANG

TANAH
BIDANG : TANAH
KELOMPOK = (6
SUB KELOMPOK _ | teeTenn
SUB-SUB KELOMPOK fnn(8) e
UAKPB (9.,
KODE UAKPB ¢ .(10)...
I. UNIT BARANG 1. PENGADAAN
1. Luas tanah seluruhnya Soofll). M2 1. Cara Perolehan — ..(26)...
2. Luas tanah untuk bangunan c(12)0 M2] 2. Dar Lee(27).
3. Luas tanah untuk sarana lingkungan (/BTN vl I Tgl. Perolehan  : --(28)...
(jalan, taman dan lain-lain) 4. -HargaperM2 :Rp..(29)..
4. Luas tanah kosong ..(14)..... M2] - Harga seluruhnya  :Rp ...{30)...
5. Lokasi ; - ‘Dasar harga 3
- Propinsi sa(13). 5. Sumber Dana  ;..(32)..
- Kodya/Kabupateil *) (6 e,
- Kecamatan S(17) No. ~(32).
- Kelurahan/Desa *) L8 Tgl. ~(32)
- Jalan se(19). 111 UNIT PEMAKAL
- RT/RW/RK T (20)... 1. NamaUnit  :..(33)..
6. Tanda-tanda Batas Tanah 2. Alamat ca(33)..
Utara B
- Timur Df22).
- Selatan Dof(23).
- Barat L(24). V. CATATAN PENGISI
7. Surat-surat hak atas tanah O PO PO PSSR R USROSV OTRUT ORI
a.1..(25) .. L f34).
bl (25) o e e
e (25)... - P
Disetujui Tgl. D (36). Diisi tgl, (33).
Nama pejabat e 136). Nama ~(35)...
Pabatan strukturat s f36)... abatan (35)...
[Tanda tangan T (36)... [Tanda tangan (35)...
Kan stempel dan stempel

*) Coret yang tidak perlu

12
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CATATAN MUTASI/PERUBAHAN

Nomor Jenis

Tanggal Kuantitas Harga
Urut Transaksi .

(37) (38) 39 @y | - (4])
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1.5.2. KIB Bangunan Gedung — Form Ak.1.2.02

KIB Bangunan Gedung dibuat untuk setiap Bangunan Gedung. Cara Pengisian KIB
Bangunan Gedung sebagai berikut:

(1).
(2).
3).
(4).
().

(6).
(7).

(8).

9).
(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).
(17).
(18).
(19).
(20).

21).

(22).
(23).
(24).
(25).
(26).
(27).
(28).
(29).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E1

Diisi dengan nama UAPPB-W

Diisi dengan nomor KIB

Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok

Diisi dengan nama Kelompok

Diisi dengan nama Sub Kelompok

Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok

Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan luas lantai banguan dalam M?

Diisi dengan jumlah lantai

Diisi dengan type/standar bangunan menurut ketentuan yang berlaku khusus untuk
rumah instansi

Diisi dengan tahun berakhir pembuatan bangunan tersebut sesuai dengan berita
acara serah terima pekerjaan atau tahun bangunan digunakan

Diisi dengan nomor IMB

Diisi dengan tanggal IMB

Diisi dengan nama provinsi

Diisi dengan nama kotamadya/kabupaten

Diisi dengan nama kecamatan

Diisi dengan nama kelurahan/desa

Diisi dengan nama jalan

Diisi dengan nomor/nama RT/RW/RK

Diisi dengan nomor KIB Tanah tempat bangunan didirikan

Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan bangunan

Diisi dengan cara perolehan, Pembangunan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran

Diisi dengan tanggal perolehan

Diisi dengan kondisi saat bangunan diperoleh

Diisi dengan harga/nilai bangunan pada saat diperoleh

Diisi dengan ‘“‘Perolehan” jika harga didasarkan pada biaya perolehan, atau
“Taksiran™ jika harga/nilai bangunan ditentukan berdasarkan harga taksiran (nilai
wajar pada saat perolehan) . Penaksiran harga bangunan dilakukan jika dokumen
sumber perolehan tidak diketahui, dan penaksiran nilai bangunan didasarkan pada
ketentuan yang berlaku. Penaksiran nilai bangunan dilengkapi dengan berita acara
penaksiran.

Dusi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIPA/SKO atau
Non APBN sumber dana lainnya atau diisi dengan Berita Acara Penaksiran dengan
mencantumkan nomor dan tanggal Berita Acara Penaksiran.

Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan bangunan tersebut
Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab
UAKPB, tanda tangan dan stempel dinas

Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui
KIB. tanda tangan dan stempel dinas

Diist dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan



(36).
(37).
(38).
(39).
(40).
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Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan
Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan
Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan luas Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
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UAPB RRCAE Form - Ak.1.2.02

UAPPB-El e(2)... a. No. KIB ().

UAPPB-W (3 b. Kode Barang . (5)...

KARTU INVENTARIS BARANG
BANGUNAN GEDUNG
BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK - . . T CledfB)..
CSUBKELOMPOK | L7
* SUB-SUB KELOMPOK Fe(8).

UAKPB t (9)... T

KODE UAKPB :(10)...

1. UNIT BARANG 11. PENGADAAN

1. Luas bangunan (). M2 |. - Cara Perolehan .(24)..

2. Jumlah lantai S f12). lantai } 2. Darn (25)...

3. Type Se(13). 3. Tgl Perolehan .(26)...

4. Tahun selesai dibangun/digunakan Sae(14). 4. . Kondisi Perolehan W(27)...

5. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) : 5. Harga . (28)...

No. ...(15)... STGL: ..(16).. 6. Dasar Harga (29)...

6. Letak Bangunan 7. Sumber Dana (30)...
Propinsi S 4 S PR
Kodya/Kabupaten *)= Da(18)..

Kecamatan s (19)...
Kelurahan/Desa *) L (20).. I UNIT PEMAKAL
Jalan D (21).., 1. Nama Unit S 31).
RT/RW/RK L2 2. Alamat S(34).
7. No. KIB Tanah :000004 {23)... T O OO S
1V, CATATAN PENGISI
A3
Disetujui Tgl. La(34). Diisi tgl. D33
Nama pejabat Daf34).. Nama a(33)..
Jabatan struktural San(34)... Jabatan S (33
Tanda‘tangan L34).. Tanda tangan . (33)...
dan stempel dan stempe!

*) Coret yang tidak perlu
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CATATAN MUTASVPERUBAHAN

Nomor

Urut

(35)

Tanggal

(36)

Jenis

Kuantitas Luas Harga

Transaksi

(37 (38) (39) (40)
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1.5.3. KIB Alat Angkutan Bermotor ~ Form Ak.1.2.03

KIB Alat Angkutan dibuat untuk -setiap Alat Angkutan Bermotor (darat, apung dan
udara). Cara Pengisian KIB Alat Angkutan-Bermotor sebagai berikut:

(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
9).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).
(19).

(20).
(21).
(22).
(23).
(24).
(25).
(26).

(27).
(28).
(29).
(30).
(31).
(32).
(33).

/34),

(35).

136).
(37).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E]

Diisi dengan nama UAPPB-W

Diisi dengan nomor KIB

Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok

Diisi dengan nama Kelompok

Diisi dengan nama Sub Kelompok

Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok

Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan merk

Diisi dengan type

Diisi dengan tahun pembuatan

Diisi dengan nama pabrik pembuat

Diisi dengan negara pembuat

Diisi dengan tempat perakitan

Diisi dengan daya muat orang dan barang .

Diisi dengan bobot mati kendaraan

Diisi dengan daya mesin misalnya untuk kapal dalam PK, atau untuk angkutan
darat bermotor isi silinder dalam CC

Diisi dengan sistem penggerak kenderaan

Diisi dengan jumlah mesin penggerak

Diisi dengan jenisbahan bakar yang digunakan

Diisi dengan nomor mesin kendaraan

Diisi dengan nomor rangka kendaraan

Diisi dengan nomor BPKB untuk alat angkutan darat bermotor atau vang sejenis
Diisi dengan nomor polisi untuk alat angkutan darat bermotor, atau nomor pengenal
kendaraan untuk alat angkutan laut dan udara bermotor

Diisi dengan kelengkapan yang dimiliki

Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran

Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan kendaraan

Diisi dengan tanggal perolehan

Diisi dengan kondisi saat alat angkutan diperoleh

Diisi dengan harga/nilai alat angkutan pada saat diperoleh

Diisi dengan “Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau
“Taksiran” jika harga/nilai alat angkutan tersebut ditentukan berdasarkan nilai
wajar pada saat perolehan.

Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIPA/SKO atau
Non APBN sumber dana lainnya

Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan kendaraan
tersebut

Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab
UAKPB, tanda tangan dan stempel dinas
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{38).

(39).
(40).
(41).
(42).
(43).

MENTER! KEUANGAN
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Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetijui
KIB, tanda tangan dan stempel dinas

Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
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UAPB RN /RE Form - Ak,1.2.03
UAPPB-E1 :...(2)... a. Nomor KIB veeld) ..
UAPPB-W  :...(3)... b. No. que Barang ta(5)..
KARTU INVENTARIS BARANG
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
BIDANG : ALAT ANGKUTAN
KELOMPOK tn(6)...
SUB KELOMPOK H ) I
SUB-SUB KELOMPOK  :..(8)...
UAKPB wif9)..
KODE UAKPB  ~ :...(10)...
I. UNIT BARANG III. PENGADAAN
I. a. Merk ol l. Cara Perolehan (28)...
b. Type Sa12). 2. Dari (29)...
c. Tahun Pembuatan (13). Tgl. Perolehan .(30)...
2. a. Pabrik Da(l4). 4, Kondisi Perolehan (31)...
b. Negara D(15). 5. Harga . (32)...
¢. Perakitan sa(16)... 6. Dasar Harga ..(33).
3. Daya Muat Sa(17) 7. ”Sumber Dana ..{34).
4, Bobot S (8.
3. Daya Mé&sio/Isi Silinder ¢ ..¢79)... | .
6. Mesin Penggerak D f20).
Jumliah
7. Mesin Sef21)..
8.  Bahan Bakar - (22 IV. UNIT PEMAKAI
9. No. Mesin ... (23)... I - Nama-Unit sanf(35)..
10.  No. Rangka D (24). 2. Alamat L35
11, No.BPKB caes. | ' R
i2.  No. Polisi L. (26 .
II. PERLENGKAPAN V. CATATAN PENGISI
Lo e (36)
A27) e
e
Disetujul Tgl. D (38).. Diisi tgl. La(37).
f\zma pejabat c o (38)... Nama (370
‘abatan struktural C(38)... Jabatan (37)..
T anda tangan . (38)... [Tanda tangan ~ A37) .
[an stempel an stempel

*) Coret yang tidak periu

2
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CATATAN MUTASI/PERUBAHAN

Nomor Jenis :
Tanggal , , Kuantitas Harga
Urut Transaksi
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1.5.4. KIB Alat Persejataan— Form Ak.1.2.04

KIB Senjata Api dibuat pada umumnya untuk senjata api atau alat persenjataan lainnya

yang dipandang. perlu untuk dibuatkan KIB. Cara Pengisian KIB Alat Persenjataan
sebagal berikut:

(1.
(2).
(3).
(4).
(3).
(6).
(7).
(8).
(9).

(10).
(11).
(12).
(13).

(19).

(15).
(16).

(17).

(18).
(19).
(20)..
21).
(22).
(23).
24

(30).
(31).
(32).
(33).

(34).

(25)
(26).
(27).
(28).

(29).

‘ ‘Diisigdérfé‘aﬁ nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E{ -

Diisi dengan nama UAPPB- W

Diisi dengan nomor KIB

Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok

Diisi dengan nama Kelompok

Diisi dengan nama Sub Kelompok

Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok

Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan nama jenis senjata

Diisi dengan'mtierk senjata

Diisi dengan type (nomor prototype) misalnya M16, AK47, FN45 dan lain-lain
Diisi dengan kaliber atau ukuran senjata

Diisi dengan nomor pabrik senjata

Diist dengarrtahun pembuatan

Diisi dengan nomor dat tanggal surat bukti kepemilikan senjata tersebut

Diisi dengan perlengkapan yang dimiliki, misalnya loop, sangkur, dll

Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran
-Diisi den gan nama orang/badan/instansi asal perolehan senj ata

Diisi den gat mnggal perolehan ‘

Diisi dengan kondisi saat senjata diperoleh

Diisi dengan hargafnilai senjata pada saat diperoleh

-Diisi--dengan--“Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau
“Taksiran” ji J'ka harga/nilai senjata ap1 tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar
pada saat perolehan.
~Diist denganAPBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIPA/SKO atau
Nor APBN sumber dana lainnya

Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan senjata tersebut
Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggung]awab

- UAKPB; tanda tangan dan stempel dinas -

Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui
KIB, tanda tangan dan stempel dinas

Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan

Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan

i
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: Hid
UAPB. /B , : S ' Fotur S
UAPPB-E1 . . (2)... o No.KIB Ceed
UAPPB-W  :...(3)... ~ b. No. K’?c“l‘t’ana,rqgg  oe(S)e

KARTU INVENTARIS BARANG
ALAT PERSENJATAAN =~

f BIDANG : ALAT PERSENJATAAN
KELOMPOK =~ :..(6)... ;
SUB KELOMPOK ST '
SUB-SUB KELOMPOK  :...8)... .
UAKPB Senf9)..
KODE UAKPB sen(10)... L
I. UNIT BARANG IIL PENGADRA
1. Nama : (D). I Cara Perolehan; ,:..;
! 2. Merk c(i2). 2 Dai  _ i
i 3 Type 13 3. Tg!. Perolehan: ;.
4. Kaliber s (14)... 4... - Kondisi Perolpi}aﬂ
: S. Nomor Pabrik Df(iS). S. Harga o
6. TéhunPembuatan safl6).. : 6. Dasarharga . .,/ (2
nA 7. Surat dan tanggal surat . ...(77)... , 7. Sumber dana D
i IL PERLENGKAPAN  D.UNITPEMAKAL .~
L NamaUnit . 7.(
PR OO 2 Alamat
2 (18). ‘
...... Cheereerensenneees
B . ) . Ce et e ( -
" Disetujui Tgl. (29 ' Diisi tgl. }
Nama pejabat D (29 Nama
Jabatan struktural (29, : " Jabatan
i Tanda tangan Caa(29).. ' Tanda tangan
q dan steinpel o ‘ dan stempel
*) Coret yang tidak perlu )
10 }! S
A
\
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CATATAN MUTASY/PERUBAHAN

Nomor

Urut

(30)

Jenis S ST B e
o Kuantitas Harga
Transaksi - Co ' <
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1.6. DAFTAR INVENTARIS RUANGAN (DIR) — Form Ak.1.3.01

DIR dibuat oleh UAKPB dibuat per sub-sub kelompok barang dalam rangkap 2 (dua)
dan d1perbaharu1 _]lka ada_perubahan. DIR asli ditempel dalam ruangan bersangkutan
sedangkan tembusannya dlslmpan sebagaj arsip untuk keperluan pengendalian dan
pengawasan, Perubahan/perpmdah barang, harus dilaporkan. kepada Penangung]awab
UAKPB oleh Pen n.dengan sepengetahuan Atasan langsung terkait
dan-petugas: Al tansx—BMNmemutakhlrkan DIR yang bersangkutan.

Setiap terjadi perubahan/perpmdahan barang harus dilaporkan kepada penanggungjawab
UAKPB oleh penanggung)awab ruangan dengan sepengetahuan atasan langsung yang
bersangkutan

Setiap terjadi pergantian penanggungjawab ruangan harus dllaporkan oleh -atasan
langsung yang bersangkutan kepada penanggungjawab UAKPB dengan melampirkan
DIR yang lama untuk diterbitkan DIR yang baru. -

Untuk buku-buku non perpustakaan yang terdapat dalam ruangan supaya dlbuat Katalog

Cara pengisian DIR adalah sebagai berikut:

(1).  Diisi dengan nama UAPB

(2).  Diisi dengan nama UAPPB-EI . - =

(3).  Diisi dengan nama UAPPB-W 1

(4). - Diisi dengan nama UAKPB

(). Diisi dengan kode UAKPB. ’

(6).  Diisi dengan nama ruangan ' -
(7).~ Diisi dengan nomor ruangan

(8).  Diisi dengan nomor urut pencatatan

(9).  Diisi dengan nomor urut pendaftaran BMN

(10). - Diisi déngannama barang per sub sub kelompok barang

(11). Diisi dengan merk/type =~ .

(12). Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok

(13). Diisi dengan tahun perotehan ~ =~ -

(14). Diisi dengan jumlah barang

(15). Diisi dengan keterangan yang dlperlukan

(16). . Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIR

(17).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP; dan tanda tangan penanggungjawab ruangan
(18). Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggunglaWab UAKPB
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UAPB  :.()..
UAPPB-E!: ...(2)...
UAPPB-W : ...(3)...

‘MENTERI KEUANGAN
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DAFTAR INVENTARIS RUANGAN

Form - Ak.1.3.01

(DIR)
UAKPB S (4)...
Kode UAKPB: ...(5)...
Ruangan Ld6)..
Nomor (7).
Nomor Tanda Pengenal Barang ,
No Urut Nama Merk/ | Kode - Tahun Jumlah
Urut | Pendaf Barang Type | Barang | Perolehan | Barang Keterangan
taran ' ‘
(8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (13)
............ o (16). ..

Penanggungjawab Ruangan Penanggung Jawab UAKPB

Nama :...(18)..
NIP 180

Kepala ... (17)...

Nama
NIP

(7).
sL17)
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1.7. DAFTAR INVENTARIS LAINNYA (DIL) - Form Ak.1.3.02

Daftar Inventaris Lainnya (DIL) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat BMN

yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB. Cara pengisian DIL adalah sebagai berikut:

(L).
(2).

(3).
(4).
().

(6).
).

@).
(9.

(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E1

Diisi dengan nama UAPPB-W

Diisi dengan nomor urut halaman DIL
Diisi dengan nama UAKPB

.Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan nomor urut pencatatan -

Diisi dengan nama barang

Diisi dengan kode barang per subssub kelompok

Diisi dengan nomor urut pendaftaran

Diisi dengan merk/type barang

Diisi dengan tahun perolehan

Diisi dengan jumlah barang

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan tempat/lokasi barang berada

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIL

Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab ruangan
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UAPB sl _ . Form - Ak.1.3.02
UAPPB-El . ..(2).. o Halaman : ...(4)...
UAPPB-W  :..(3)... S

DAFTAR INVENTARIS LAINNYA

UAKPB Do (5)...
Kode,UA’KP_BK,: wi(6)...

No. Nama Kode ‘Nomor Identitas Barang N
Urat ) g Barang | Orut Merk/" [ ~Tahun Jumlah | Satuan | Lokasi
& £ ‘Pendafiaran 1“* ‘Pérolehati’ -§ Barang | Barang
(7) ) (%) (10) (11 (12) (13 L (14) (15)
.......... vy (16) i
Penanggungjawab UAKPB

Kepala ...(17)...

Nama :...(17)...
NIP Ca(17)..
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1.8. LAPORAN BMN SEMESTERAN

Laporan BMN Semester pada tingkat UAKPB disusun untuk melaporkan pdéisj BMN
pada awal dan akhir semester serta mutasi BMN selama satu semester. Laporan BMN
Semesteran UAKPB - meliputi Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan BMN

Ekstrakomptabel, Laporan BMN Gabungan , Laporan Barang Bersejarah dan Laporan
Persediaan,

1.8.1. LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAKPB -~ Form
Ak.1.4.01.01

Laporan BMN Intrakomptabel Semesteran tingkat UAKPB disusun daIam k1a51ﬁka31
sub sub kelompok barang dengan cara penglsxan sebaga1 benkut

Sy
s L
ae A

(I Dus1 dengan nama UAPB S
(2).  Diisi dengan nama UAPPB-E]
(3).  Diisi dengan nama JAPPB-W
(4).  Diisi dengan nomor urut halaman
(5).  Diisi dengan semester yang dilaporkan
(6).  Diisi dengan tahun anggaran
(7). Diisi dengan nama UAKPB
(8). Diisi dengan kode UAKPB
(9).  Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(10).  Diisi dengan tanggal berakhirmya semester
(11).  Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub sub kelompok
uamug
(12).  Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(13).  Diisi dengan satuan barang
(14).  Diisi dengan kuantitas saldo awal periode peiaporan
(15).  Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(16).  Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester
(17).  Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester
(18).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(19).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(20).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(21).  Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(22).  Diisi dengan total jumlah kolom 5
(23).  Diisi dengan total jumlah kolom 7
(24).  Diisi dengan total jumlah kolom 9
(25).  Diisi dengan total jumlah kolom 11
{26).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(27).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangani penanggung jawab UAKPB

>~

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UAPB SNTD ¢ ) I . Form — Ak.14.01.01
UAPPB-E1 - ._...(2.... Halaman: ...... ...
UAPPB-W . ..(3).....
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
SEMESTER: ............ (5) e
TAHUN ANGGARAN: .........(6)........

UAKPB T (7).
Kode UAKPB : ... {8)...

Perkiraan Neraca / Sub-sub Kelompok Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

Barang Satuan Per...... 9 Bertambah Berkurang Per .... (10)
Kode Uraian Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) {20) 21)

fotal (22) (23) (25)

Penanggungjawab UAKPB
Kepala ...(27)...
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E]

1.8.2. LAPORAN BMN. EKSTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAKPB -
Form Ak 1.4.01.02 :
" , ,
Laporan BMN: Ekstrakomptabcl Semesteran tingkat UAKPB disusun dalam klasifikasi
sub-sub kelompok barang dengan cara penglslan sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB-E1
(3). Diisi dengan nama UAPPB-W .
(4). Disi dengan nomor urut halaman ,
(5). Diisi defigan semester, yang dilaporkan
(6).  Diisi dengan tahun anggaran
(7). Diisi déngan nama UAKPB
. (8). ".'D1151 déngan kode UAKPB
(9). Diisi dengan tanggal dimnutainya semester
(10).  Diisi déngan tanggal berakhirnya ‘semester
(11).  Diisi dengan kode perklraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok
barang.
(12).  Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(13).  Diisi dengan satuan barang
(14).  Diisi dengan kuantitas saldo-awal penode pelaporan.
(15).  Diisi dengan nilai saldo awat periode pelaporan -
(16).  Diisi dengan kuantitas.mutasi bertambah selama satu semester
(17).  Diisi.dengan nilai mutasi bertambah selama satu sernester
(18).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurdng selama satu semester
(19).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi betkurang selama satu semester
(20).  Diisi déngan kuantitas:saldo akhir periode pelaporan
(21).  Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(22).  Diisi déngan total jumlah kolom 5
(23).  Diisi dengan total jumlah kolom 7
(24).  Diisi dengan total jumlah kolom 9
(25).  Diisi dengan total jumlah kolom 11
(26).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(27).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP, danditandatangani penanggung jawab UAKPB
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UAPB . ...().. - * Form- Ak.14.01.02

UAPPB-E1 : .. (2. . f Halaman: ......(4)........
UAPPB-W . . (3).... " K |
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA : N
EKSTRAKOMPTABEL o
SEMESTER: ...........(5).cooovooe
TAHUN ANGGARAN: .........(6)... ...
UAKPB L (7). A R R L .
Kode UAKPB : ...(§)... o : oA o S I : -
Perkiraan Neraca / Sub-sub Kelompok oL Saldo Awal - B ; Mutasi ' i .~ Saldo Akhir
Barang ‘ o Per “."':_'"(9) - N Bertf«imbah' » “7' Béfkurang * . Per ﬁ 0) .

7Ni1_ahi

Nilai

Kode  Uraian , “Kuantitas | - Nilai =~ ;“Kuantitas'f Nilai Kuantitas: XKuantitas

(1) (12) ay- | ao | oas S ae an. a8 | oaw | e ol e

Total B ] 2

e S : Kepafa 2. . o =

NIP oo (27
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1.8.3. LAPORAN BMN GABUNGAN SEMESTERAN UAKPB - Form

Ak.1.4.01.03

Laporan BMN Ekstrakomptabel Semeéteran tingkat UAKPB disusun dalam klasifikasi
sub-sub kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:

(1.
(2).
(3).
4).
().

(6).

).
(8).
(9).

(10).

(11).

(12).

(13).
(14).

(15).
(16).

(17).

(18).
(19).

(20).

(21).
(22).
(23).
(24).
(25).
(26).
(22).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E|

Diisi dengan nama UAPPB-W

Diisi dengan nomor urnt halaman

Diisi dengan semester yang dilaporkan

Diisi dengan tahun anggaran

Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan tanggal dimiilainya semester

Diisi dengan tanggal berakhimya semester

Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok
barang .

Diist dengan nama perkiraan dan nama barang o~

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan .

Diisi dengan nilai saldo awal-periode pelaporan . )
Diisi dengan kuantitas mutasi bertdinbah selama satu semester -

Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester.

Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester

Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semester

Diisi dengan kuantitas satdo akhir periode pelaporan

Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan '

Diisi dengan total jumlah kolom 5

Diisi dengan total jumlah kolom 7

Diisi dengan total jumlah-kolom 9

Diisi dengan total jumlah kolom 11

Diisi dengan tempat dan tanggal pelapomn

Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangani penanggung jawab UAKPB
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UAPB D). Form ~ Ak.1.4.01.03
UAPPB-E1 : . . 2).... Halaman ... (4).......
UAPPB-W .. (3).... / .
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
SEMESTER: ............ (5).viinnni,
TAHUN ANGGARAN: ........(6).......

UAKPB N/ -
Kode UAKPB : ... (8)... .

Perkiraan Neraca / Subssub Kelompok Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

Barang Satuan Per ..... ».(9) i Bertambah’ Berkurang Per....(10)
Kode Uraian 7Kuantitas Nilai Kuantitas. | - Nilai Kuantitas Nilai

Total

(22)

Penanggungjawab UAKPB
Kepala ...(27)...

(25)
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1.8.4. LAPORAN BARANG BERSEJARAH SEMESTERAN UAKPB - Form

Ak140104 LN Y ‘-*10"(

Laporan Barang Bersejarah Semesteran tmgkat UAKPB dlsusun dalam klasifikasi sub-
sub kelompok barang dengan cara pengls1an sebagal benkut

(1).
().
)
(4).
(3).
(6).
(7).
(8).
%)
(10).
(11).

(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).
(19).

Diisi dengan nama U_APB s

Diisi dengan nama UAPPB-E1 Lo

Diisi dengan nama UAPPB-W '

Diisi dengan nomor urut Hatamas =" " 7

Diisi dengan semester yang dilaporkan.

Diisi dengan tahun anggaran

Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan tanggal dlmulamyﬁsemc&ter

Diisi dengan tanggal berakhirnya semester’

Diisi dengan kode perkiraan neraca ‘dan kode barang per sub-sub kelompok
barang ‘

Diisi dengan nama perkiraan dan hama: barang

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan

Diisi dengan kuantitas mutast bertambatrsetanta sat semester
Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
Diisi dengan kuantitas saldo akhir periade: pelaporan

Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan. ' ™ ‘

Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangam penanggung JawaanAKPB

R
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UAPB D ). Form-Ak. 1.4.01.04
UAPPB-E1 . (2.
UAPPB-W . . (3)....... ‘ halaman: ... {4)..... :
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA )
BARANG BERSEJARAH
SEMESTER: ............ I ’
TAHUN ANGGARAN: .........(6)
UAKPB S (), -
Kode UAKPB : ... (§)...
Perkiraan Neraca / Sub-sub Kelompok Barang Saiafo Awdl “"Mutasi Saldo Akhif ’:
Satuan Per @ - - Per.......(10)
( Kuz;;l-t-i.tasf Bertambah Berkurang (Kuantiiéis)-" :
Kode Nama -+ (Kuantitas) (Kuantitas) Lo
(11) (12) (13) ayg b ay ] ae (17)
. T . e Iy 4
: o e (18).
K . Penanggungjawab UAKPB -
- iKefpala ..f:,(19).4.~
Co (A9
NIP ... (19)
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1.8.5. LAPORAN PERSEDIAAN UAKPB - Form Ak.1.4.01.05 |

a. Penjelasan Umum

1. Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu Periode Akuntansi
untuk melaporkan nildl perSedlaan pada akhu‘ sémester.

2. Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
diketahui oleh penanggungjawab UAKPB. '~

3. Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak
atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga
karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi.

b. Cara Pengisian
(1).  Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi dengan nama UAPPB-E!
(3). . Diisi dengan natha UAPPB-W
(4).  Diisi dengan semester yang dilaporkan,
(5).  Diisi dengan tahun anggaran yang dllaporkan
(6). Diisi dengan nama UAKPB, -~ "~ -
(7).  Diisi dengan kode UAKPB,
(8).  Diisi dengan tanggaliakhir dari suatu semester
(9).  Diisi-dengan subkelompok barang
(10).  Diisi dengan uraian bidang barang,
(11).  Diisi dengan nilai persediaan.
(12).  Diisi dengan jumlah pada kolom 3
(13).  Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinya rusak
(14).  Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinya usang.
(15).  Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan
(16).  Diisi-dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelola persediaan - ,
(17).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan tanda tangan penanggungjawab UAKPB.

-

17
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UAPB el coi e - Formr— Ak.1,4.02.05 -
UAPPB-El  :..(2)...
UAPPB-W  :..(3)..

' LAPORAN PERSEDIAAN .
~Semester : .o(4)...

"Tahun Anggaran: ...(5),.. L’, e

UAKPB " (g,
Subkelompok Barang Nilaj - *
Nama
) (10) T A
Jumplah (12)..]
Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp ............ (13)..... dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilaiRp ............ (14)..... dalam kondisi usang.
15).00y ..

Mengetahui, Petugas Pengelola Persediaan
Penanggungjawab UAKPB
Kepala ...(16)...
Nama :...(16)... Nama : ...(17)...
NIP  :...(l6)... NIP  :..(17).
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1.9. LAPORAN BMN TAHUNAN UAKSE ™~

Laporan BMN Tahunan ba‘da tingkat UAKPB dlsusu‘n'untuk melaporkan p051s1\ BMN
pada awal dan akhir Penode Akuntans1 serta mutasi BMN selama satu Periode
Akuntansi. Laporan BMN. ‘Semesteran UAKPB meliputi Laporan BMN Intrakomptabel,

Laporan BMN Ekstrakomptabel .Laporan BMN- Gabungan, dan Laporan Barang
Bersejarah. . IR ;

1.9.1. LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAKPB - Form Ak.
1.4.02.01 ‘

Laporan BMN Intrakomptabel Tahunan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok
barang déngan cara pengisian‘sebagai berlkut "
(1).  Diisi dengan nama UAPB

(2).  Diisi dengan nama UAPPB El

(3). Diisi dengan nama UAPPB W

(4).  Diisi dengan nomot urut t halaman

(5).  Diisi dengan tahun anggaran pelaporan

(6).  Diisi dengan nama UAKPB . '

(7). Diisi dengan kode UAKPB :
(8).  Diisi dengan tanggal ditnulainya takiun 2 anggaran
(9).  Diisi dengan tangga:l berakhirnya tahun anggaran

(10). Diisi dengan kode perklraan nefaca dan kode barang per sub-sub kelompok

barang
(11). Diisi dengan nama pefklfaan daﬂ Trama: barang
(12). Diisi dengan satuan barang
(13). Diisi dengan kuantitas saldo awal penodepelaporaﬂ .
(14). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan * .
(15). Diisi dengan kuantxtas mutasi.bertambah selama satu Periode Akﬂntan51
(16). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Perlode Akuntansi -
(17). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntahm
(18). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi-berkurang selama satu Periode Akuntansi
(19). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(20). Diisi dengan nilai saldo akhir ‘periode pelaporan
(21). Diisi dengan total jumiah kolom 5
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 7
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 9
(24). Diisi dengan total jumlahkelom 11 -

-(25). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan

(26). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAKPB

g e
3
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UAPB (D) : g Form — Ak.1.4.02.01
UAPPB-E1 : 2. 2 E Em_maw:w. 5 .d).
UAPPB-W : (3. .. s : , B
‘LAPORAN BARANG MILIK NEGARA g -

N

- £ "INTRAKOMPTABEL
" TAHUN ANGGARAN: ... ... (),

UAKPB  : ...(6).. S |
Kode UAKPB : ...(7).... Co ,

H

Perkiraan Neraca/Sub-sub F&on.:_uox . Coy ...m&ﬂm&im_ o Mutasi ‘ . o M,Mm_noyg:
Bang - o | P @ T Beamban e G
Kode Nama : .. ,,,_A,.cm_::mm ) ..‘Zzﬁ ‘] Kuantitas Nilag Kuantitas §  Nilai = Kuantttas. | Nilai .. § =
(10) (11) - Y (12, BE 3 1 m:& : Q.&.‘ = (16). . (18) (19) : KNE . L .
Tol | @) @3 =

‘ : ; o . - o ...... , \N.w\ .......

- , : : L o o  Penanggungjawab UAKPB k
s : RS : R Kepala ...(26)...
. ’ : .
) LT e (26). e .
g NIP .o f26)

40)
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UAPB D) Form — Ak.1.4.02.02
UAPPB-E1 . . ... 2).... o ) Halaman =~ :...4)...
UAPPB-W . . (3. ‘ S - B
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN: _....(5).........
UAKPB L (6. S
Kode UAKPB : ... (7).... ] . v ) : . :
Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok ) nSaldoAv&}'al S co : Muta51 “ o o Saldo Akhir :
Barang Satuan :i ' Pgr\.f.l.:...;.(S) Beftanlhah: . ' 'Berkur'ang Per ... ©)
Kode Nama | Kuantitas ‘Nilai | Kuantitas Nilai ~ | Kuantitas | Nilai Kuantitas |  Nilai

(10) (11) ay | an b oaw | oay | aer | an | as ag | o

(22)

Total (21)

Penanggungjawab UAKFB
Kepala ...(26)...
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1.9.3. LAPORAN BMN GABUNGAN TAHUNAN UAKPB Form Ak. 1.4.02.03

Laporan BMN Gabungan Tahunan dlsusun dalam klasxﬁkam sub-sub kelompok barang
dengan cara pengisian sebagal berkuti.... o o

(1). Diisi dénganlharna UAPB

(2).  Diisi déngan'nama UAPPB-El

(3).  Diisi dengan.nama UAPPB-W.. .. ...

(4). - Diisi'dengannomor urut halaman

(5).  Diisi dengan tahun anggaran pelaporan

(6).. Diisi dengannnama UAKPB

(7). Diisi -dengan kode UAKPB:

(8).  Diisi dengan tanggal d1mu1amya tahun anggaran

(9).  Diisi dengan-tanggal berakhirnya tahun anggaran

(10). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub
kelompok barang. .. g

(11). Diisi denganinama perklraan dan nama barang

(12). Diisi dengan; satuan barang’

(13). Diisi dengan kuantitas saldé) awal periode pelaporan

(14). Diisi dengannilai saldo awal periode pelaporan

(15). Diisi dengan kuantitas mutasx bertambah selama satu Periode Akuntansi

(16). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selarha satu Periode Akuntansi

(17). Diisi dengankuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi

(18). Difsi dengan n11a1 kuanntas muta51 berkurang seiama satu Periode .
Akuntansi ’ T o "

(19). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan .

(20). Diisi dengan nilai saldo akhirperiode pclaporan

(21). Diisi dengan total jumiah kolom 5 :

(22). Diisi dengan tetal jumleh kolom 7

(23). Diisi dengan total jumlah kolom 9

(24). Diisi dengan total jumlah kolom }1

(25). Diisi dengan‘tempat dan taﬁggal pelaporan

(26). Diisi dengan;jabatan, nama,NIP tanda tangan penanggung]awab UAKPB
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UAPB S (... ‘ Form - Ak.1.4.02,03
UAPPB-E1 : ... ... .. Halaman  :...4)...
UAPPB-W . 3. . :
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN: ... ..... (5).........
UAKPB T (6).... ) :
Kode UAKPB : ... (7). N . ‘ o ;
Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Saldo Awal - g - Mutasi - Saldo Akﬁir :
Barang Sauan Per.......... (8) 1 “‘Beﬁ’ambab . ; Berkurang Per......... :(9)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Niiai . Kuantitas

‘ ‘ Pena’nggungjayvabf UAKPB
. ) Kepala ...(26)...
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1.9.4. LAPORAN BARANG BERSEJARAH TAHUNAN UAKPB - Form

Ak.1.4.02.04

Laporan Barang Bersejarah Tahunan tingkat UAKPB disusun dalam klasifikasi sub- sub
kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:

(1).
(2).
(3).
(4).
(2).

(6).
7).

(8).
(9).
(10).

(11).

(12).
(13).

(14).
(15).
(16).

(17).
(18).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-EI _
Diisi dengan nama UAPPB-W
Diisi dengan nomor urut halaman
Diisi dengan tahun anggaran
Diisi dengan nama UAKPB

Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan tanggal dimulainy»atahmyanggaran

Diisi dengan tanggal berakhirnya tahuh anggaran

Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok
barang :

Diisi dengan nama perkiraan dan namé barang

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan

Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun angaran

Diisi dengan kuantitas mutasi bcrkurang selama satu tahun anggaran

Diisi dengan kuantitas saldo akhir penode pelaporan

Diisi‘dengan tempat dan tanggal pelaporad - ' ;-
Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangani penanggung Jawab UAKPB ‘

i s o g s
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UAPB .. . (1)..... Form-Ak. 1.4.02.04
UAPPB-E1 . . (2).....
UAPPB-W . . (3)...... L halaman: ....(4).....
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
TAHUN ANGGARAN: .........(5)
UAKPB . (6)....
Kode UAKPB : ... (7)...
Perkiraan Neraca / Sub-sub Kelompok Barang ; : Mutasi Saldo Akhir
Saldo Awal )
Satuan Per 8) - Per.......(9) -
A Bertambah Berkurang (Kuantitas) 5
(Kuantitas) .
: N (Kuantitas) :

(Kuantitas)

14)

(10) (11) (12) (15) ' (15)
4 s = S R L -
b S (17)
" Penanggungjawab UAKPB

Kepala ...(18)...
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2. TINGKAT UNIT 'AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG-
WILAYAH (UAPPB:W)

2.1. BUKU INVENTARIS,‘INTRAKGMPTABEL UAPPB-W - Form Ak.2.1.01

Buku Inventaris - Imrakbmptéb“el‘“ tingkat UAPPB-W dipergunakan untuk mencatat

¢ BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan
disusun dalam klasfikasi sub kelompok barang. Buku Inventaris Intrakomptabel UAPP-
W disusun berdasarkan Laporan BMN Intrakomptabel UAKPB di wilayahnya kerjanya.
Peng151an BI Intrakomptabel adalah sebagal berikut:

(1). Diisi dengan nama UAPB
~ (2). Diisi dengan nama UAPPB-E1
(3). Diisi dengan nama UAPPB-W ..
 (4). Diisi dengan kode UAPPB-W
(5). Diisi dengan nomor urut halaman BI
(6). Diisi dengan nama sub kefompok BMN
(7). Diisi dengan kode suh kelompok BMN :
(8).  Diisi dengan kode perkiraan ‘
(9). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berJalan o
(10).  Diisi dengan nomor urut peficatatan
(11). Diisi dengan tanggal pembukuan
(12).  Diisi dengan nama-nama UAKPB Lo
(13).  Diisi dengan penode semester laporan BMN yang diterima
(14).  Diisi dengan' T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(15). . Diisidengan jumlah BMN. - : -
(16).  Diisi dengan satuan BMN : )
(17).  Diisi dengan-harga BMN
(18).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Ba1k
(19).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan
(20).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat
(21).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjatan yang dikehendaki
(22).  Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(23).  Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
(24).  Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(25).  Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
(26).  Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
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UAPB fen(l)... Form Ak.2.1.01
UAPPB-E1 f(2).. Halaman: ....(5)... ‘
UAPPB-W fees(3)...
Kode UAPPB-W  :...(4)... ; .
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL
- NAMA SUB KELOMPOK BARANG (6)...
KODE SUB KELOMPOK BARANG [/
* KODE PERKIRAAN L (8)...
Tanecal : = : & m « - Kordisi ,
angga : ’ e . atuan . —
No Pemnbukuan Nama UAKPB Semester T/K .Jum.‘lal? Barang Bar?ng . Harga Barang ‘B% ] RR BB -

widoedo.  |Saldo Awal Periode Akuntansi ...(9).., - . SR _ ;
10| an R ay Vay | an, | a9 | a uy | ay | o
Posisi per ... (2]) T2 23 e 029 ..00..
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2.2. BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL UAPPB-W - Form Ak.2.1.02

Buku Inventaris Ekstrakomptabel. tingkat UAPPB-W dipergunakan untuk mencatat
BMN vyang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang _ dilakukan secara
berkesinambungan dan:disusun dalam klasfikasi sub kelompok barang. Buku Inventaris
Ekstrakomptabel UAPP-W disusun berdasarkan Laporan BMN Ekstrakomptabel
UAKPB di wilayahiiya ketjanya.

Pengisian BI Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

(1). . Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi dengan nama UAPPB-E]
(3). Diisi dengan nama UAPPB-W
(4).  Diisi dengan kode UAPPB-W
(5).  Diisi dengan nomor urut halaman BI
(6). - Diisi dengan nama sub kelompok BMN
(7).~ Diisi dengan kode sub kelompsk BMN
(8).  Diisi dengan kode perkiraan '
(9).  Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan
(10).  Diisi dengan nomor urut pencatatan
(11). Diisi dengan tanggal pembukuan
(12). --Diisi dengan nama-nama JAKPB
(13).  Diisi dengan periode semester laporan BMN yang diterima
(14).  Diisi déngan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang -
(15).  Diisi dengan jumlah BMN ‘
(16).  Diisi dengan satuan BMN
(17).  Diisi dengan harga BMN
(18).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik
(19).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan
(20).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat
(21).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjalan yang dikehendaki
(22). Diisi dengan totalkolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(23).  Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
(24).  Diisi dengan totalﬁkolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(25).. Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
(26).. Diisi dengan total'kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
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UAPB seell)... i ' o ‘_Form Ak.2.1.01
UAPPB-E1 . (2)... :Halaman:‘...(S)...
UAPPB-W 2ee(3)... .

Kode UAPPB-W feei(d)...
BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL

NAMA SUB KELOMPOK BARANG .(6)..
KODE SUB KELOMPOK BARANG Ced7).
KODE PERKIRAAN C(8).
' " Kondisi
No Tanggal Nama UAKPB Semester T/K { Jjumlah Barang:“ . Satuan Harga Barang E i
Pembukuan . ; 1 Barang | B RR

] N |
oo SaldoAwalPeriodeAkuntansi..._(9),.._.; R i o _ ) . .
10) (11) (12) oAy law | oas) | de 17y (18 (19 (20)

Posisi per ... (21) I C(22).. 23y ey, ] . co..




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2.3. BUKU BARANG BERSEJARAH.UAPPB-W - Form Ak.2.1.03

Buku Barang Bersejarah tingkat UAPPB-W dipergunakan untuk mencatat BMN yang
memenuhi  kriteria aset bersejarah (heritage assets) yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasfikasi sub kelompok barang. Buku Barang
Bersejarah UAPPB-W. disusun berdasarkan Laporan Barang Bersejarah UAKPB di
wilayah kerjanya.

Pengisian Buku Barang Bersejarah adalah sebagai berikut:

(1). Diisi dengan nama UAPB

(2).  Diisi dengan nama UAPPB-EI

(3).  Diisi dengan nama UAPPB-W

(4). Diisi dengan kode UAPPB-W

(5).  Diisi dengan nomor uriit halaman BI

(6). Diisi dengan nama sub kelompok BMN

(7). Diisi dengan kode sub kelompok BMN...

(8).  Diisidengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan

(9).  Diisi dengan nomor urut pencatatan
(10).  Diisi dengan tanggal pembukuan
(11). Diisi'dengan nama-nama UAKPB
(12).  Diisi dengan periode semester laporan BMN yang dltenma
(13).  Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(14).  Diisi dengan jumlah BMN Lo
(15).  Diisi dengan satuan BMN
(16).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik
(17).  Diisi dengan jumlah BMN.dengan kondisi Rusak Ringan
(18).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat
(19).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjalan yang.dikehendaki
(20).  Diisi dengan'total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(21).  Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
(22).  Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(23).  Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
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UAPB (). ~ Form Ak.2.1.03
UAPPB-E1 (). Halaman: ...(5)...
UAPPB-W ee(3).ne S
Kode UAPPB-W e (d)...
BUKU BARANG BERSEJARAH
NAMA SUB KELOMPOK BARANG 1..(6)...
KODE SUB KELOMPOK BARANG (7).
T: 1 i S Kondist
No p angga Nama UAKPB Semester | T/K [Jumlah Barang atuan i D
embukuan : Barang | : B RR 1 RB

wedvioewe  |Saldo Awal Periode Akuntansi ...(8)... o : . :
9) (10) (11 : (12)4 (13) ’(14), 1 (15) (1,,,6)' 7 :;(17)'/ - (18)

Posisi per .... (19)

2 | | 23
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2.4. LAPORAN BMN SEMESTERAN UAPPB w

Laporan BMN Semesteran pada tingkat UAPPB-W_ dipergunakan untuk melaporkan
perkembangan BMN selama satu semseter dan dilaporkan setiap akhir semester,
Laporan BMN Semesteran UAPPB-W mehputx Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan

BMN Ekstrakomptabel, Laporan BMN Gabungan Lafjoran Barang Bersejarah, dan
Laporan Persedlaan ‘

2.4.1. LAPORAN- BMN I.NTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAPPB-W - Form
Ak. 2.4.01.01 "

Laporan BMN intrakompta‘bél Semesteran ﬁngkét UAPPB-W disusun dalam klasifikasi
sub kelompok barang, dengan cara pengisian sébagai berikut:

(1). Diisi dengan nania UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB-E]
(3). Diisi dengan nomgr urut halaman ...
(4). Diisi dengan semester yang dilaporkan
(5). Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan
(6). Diisi dengan nama UAPPB-W S
(7). Diisi dengan kode UAPPB-W
(8). Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(9). Diisi dengan tanggal berakhirnya semester ‘
(10).  Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
(11). Diisi dengan nama perkiraandaa. nam&«bara.ng SR :
(12). Diisi dengan satuan barang
(13). Diisi dengan kuantitas saldo awal: permde pelaporan
(14). Diisi dengan nilai sal_do awal periode pelaporan = ©
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi-bertarbah-selama satu semester
(16). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester
(17). Diisi dengan kuantitas miutasi berkura:ng selama safy semester
(18). Diisi dengan nilal kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(19). Diisi dengan kuantitas satde -akhir peﬁade pelaporan
(20). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(22). Diisi dengan total jumlah kolomi7,”
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(24).  Diisi dengan total jumlah kolom 11,
(25). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan =
(26).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP tanda tangan penanggung]awab UAPPB-W
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UAPB RSN ) - ‘ - Form Ak.2.4.01.01
UAPPB-E1 FURURIY 7] JU ’ : Halaman: ......(3)........
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA k
INTRAKOMPTABEL
SEMESTER : ..ooooeeeeecf)uneannnn.

~TAHUN ANGGARAN : ......... (5)...
UAPPB-W T (6).... N
Kode UAPPB-W  : . (7).

Perkiraan Neraca/ . :"Saldo Awal . a4 Mutasi o Saldo Akhir
Sub Kelompok Barang Satuan” Per...(8) Bertambah Berklirang Per ... (9)
Kode Naina 1 Kuantitas -Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas § . Nilai Kuantitas Nilai |

(10) an az | a3 (14 s (16) (17) (18) a9y (20)

Total 23)

........... (25). ... ...
Penanggungjawab UAPPB- W
Kepala ...(26)..

NIP .....(26)...
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2.4.2, LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAPPB-W -
Form AKk. 2.4.01.02 PR ! .
Laporan BMN Ekstrakomptabel Semesteran tingkat UAPPB-W  disusun dalam
klasifikasi sub kelompok barang, dengan cita pengisian sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama UAPB |
(2). Diisi déngan nama UAPPB-E1 _
(3). Diisi dengan nomor urut halaman....... ... ...
(4). Diisi dengan semester yang dilaporkan
(5). Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan
(6). Diisi dengan nama UAPPB-W ~
(7). Diisi dengan kode UAPPB-W
(8). Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(8). Diisi dengan tanggal berakhirnya Semester
(10). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
(11). Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(12). Diisi dengan satuan barang
(13). Diisi dengan kuantitas saldo awal perlode pelaporan
(14). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi bert‘gilmbah selama satu semester
(16). Diisi dengan nilai mutasi bértanibah selama satuisemester
(17). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester -
(18). Diisi dengan nilai kuantitas mutast: berkurang selama satmsemester
(19). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(20). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(21). Diisi dengan total jumlah kolem 35,
(22). Diisi dengan totatjumlah kolom 7,
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 9. ... -
(24). Diisi dengan total jumlah kolom 11,
(25). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(26). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda fangan penanggungjawab UAPPB-W

64




»

MENTERI KEUANGAN
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UAPB cevnvane(d)enne Form Ak.2.4.01.02
UAPPB-E1 RSN ) R Halaman: ...... 3.
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL
SEMESTER : o........ el e,
TAHUN ANGGARAN : ......... (5)eeecnne.
UAPPB-W L (6.
Kode UAPPB-W (7).
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal L 0 Mutasi Saldo Akhir » w
Sub Kelompok Barang ~ Per...(8) ' Bertaribah Berkurang Per ... (9) s T
Satuan e — ¢ =
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas | - Nilai Kuanfitas Nilai Kuantitas Nilai

(10) (1 (12) (13) f(1'4) . 5(15)‘ 1 e A1) L1y a9

(24)

Total A 21

t : Pcnangghng‘jawab UAPPB-W
Kepala ...(26).
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2.4.3. LAPORAN BMN. GABUNGAN. SEMES-CFEMN UAPPB-W - Form Ak.
2.4,01.01 ;

Laporan BMN Gabungan Semesteran tihgkat UAPPB- W dlSLlSUI‘l dalam klasifikasi sub
kelompok barang, dengan cara penglslan sebagal benkut
(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB-E!
(3). Diisi dengan nomor urut halaman~
(4). Diisi dengan semester yang dxlaporkan
(5). Diisi dengan tahlin anggaran yang bersangkutan
(6). Diisi dengan nama UAPPB-W
(7). Diisi dengan kode UAPPB-W
(8). Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(9). Diisi dengan tanggat-berakhirsiya sémestey -
(10).  Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
(11). Diisi dengan nama perklraan dan namg barang
(12). Diisi dengan satuan barang '
(13). Diisi dengan kuarnititas saldo awal penode pelaporan
(14). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan ‘ :
(15). Diisi dengan kuantltas mutasi berfambah'selama-satu’ semester
(16). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester
(17). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurarig setama Satu semester .
(18). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang sefama‘satu semester
(19). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periédé pelaporan
(20). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan o
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(24). Diisi dengan total jumlah kolom 11, . =
(25). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan ~
(26). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggung)awab UAPPB Y



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
UAPB vernenn (D). Form Ak.2.4.01.03
UAPPB-E1 vereeeni(2)ennnn. : Halaman: ...... 3)........ 2
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
- SEMESTER : ....ccc.is()nnnnnnnnn
"TAHUN ANGGARAN : .........(5)........
UAPPB-W T (6).... ) ! '
Kode UAPPB-W (7). :
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal e Mutasi Saldo Akhir
',;r T = - - "
Sub Kelompok Barang Satuan ; ‘Per ... (8) Y ch"t’an;bafj‘ — ‘Berkurang , Per ... (9)
Kode Nama Kuangitas Nilai Kuantitas'{ - Nilai- ;| Kuantitas Nilai Kuantitas  Nilai

(10) an 12) ay = ady. . oas. | ae an | ay | a9 0 Cob

o

Total N EEERT ——  p— : X
SR N 2 i 1. @ (24) =

T ’ : , 125). B
o ’ :i'Pc:narjgg\)hgjéwﬁb UAPPB-W
) Kepalgi“ (26)...
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2.44. LAPORAN BARANGE BERSEJARAH SEMESTERAN UAPPB-W - Form

Ak.2.4.01.04

Laporan Barang Bersejarah Semesterian tingkat UAPPB-W disusun dalam klasifikasi sub
kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:

(1.
).
3).
(4).
(3).
(6).
(7).

(8).

(9).
(10).
(11).
(12).

(13).

(14).
(15).

(16).

(17).
(18).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB- El

Diisi dengan nomor urut halaman ‘
Diisi dengan semester yang dﬂaporkan

* Diisi dengan tahun anggaran

Diisi dengan nama UAPPB-W.

Diisi dengan kode UAPPB-W

Diisi dengan tanggal dimulainya semester

Diisi dengan tanggal berakhirnya semester

Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang

Diisi dengan satuan barang ‘

Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan .

Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester

Diisi dengan kuantitas mutasi-berkurang selamna satu semestet

Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan

Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan

D1151 dengan jabatan, nama, NIP, dan dltandatangam penanggung jawab UAIPB

g T A LT ST
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UAPB D) . Form-Ak 2.4.01.04 "
UAPPB-E1  :...0)... | | )
‘ halaman: ....(3).....
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
SEMESTER: ........ 7 ) T
TAHUN ANGGARAN: ........(§)
UAPPB-W o (6).... ’
Kode UAPPB-W : ... (7)...
Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang o L Mutasi Saldo:.Ak ‘V'r
Saldo Awal : i
Satuan Por 8 ; - Per..... (9)
(Kue;ﬁ;i}jé) Bertambah =~ - Berkurang (Kuaﬁtitfls)

" (Kuantitas): - (Kuantitas)

(10) (11 (12 ay | aw | ay | we

3 SR I/ N .
i Penanggungjawab UAPPB-W
~ Kepala .. (18)..,

a9 .
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2.4.5. LAPORAN PERSEDIAAN UAPPB-W - Form Ak.2.4.01.05

Laporan Persediaan tJAPPB-W merupakan rekapitulasi dari Laporan Pérs:ec'iiaan*
UAKPB. Pengisian Laporan Persediaan UAPPB-W adalah sebagai berikut :

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB-E!
(3). Diisi dengan nomor halaman
(4). Diisi dengan nama semester yang bersangkutan
(5).  Diisi dengan tahun anggaran.
(6). Diisi dengan nama UAPPB-W
(7). Diisi dengan kode UAPPB-W
(8). Diisi dengati tangggal berakhlmya suatl: semester ,
(9). - Diistdéngan nomégufbtpencatatan .~ g
(10). Diisi dengan nama UAKPB.
(11). . Diisi dengan.nilai'barang. pakal habis .
(12). Diisi dengan nilai barang tak habis pakai
(13). Diisi dengan nilai barang bekas dipakai : ~
(14). Diisi-dengat jumlah niilai persedian (jumlah kolom 3;4 dan 5)
(15). Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kolom 3
(16). Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis pakai pada kolom 4
(17).  Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dipdkai pada kolom 5
(18).  Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6
(19). Diisi dengan nilai persediaan yang sudah rusak
(20). Diisi dengan nilai persediaan yang sudah usang
(21). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan iaporan
(22). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab UAPPB-W
(23). Diisi dengan jumlah seluruh UAKPB
(24). Diisi dengan jumlah UAKPB yang melaporkan pada periode pelaporan
(25).  Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada periode pelaporan
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UAPB: ...(I)... Form Ak.2.4.01.05

UAPPB-EI teeel@)en | Halaman w(3)...
LAPORAN PERSEDIAAN

Semester: ...(4)...
Tahun Anggaran: ...(5)...

UAPPB-W tn(6)...
Kode UAPPB-W HES 7/ N
Nama dan Kode Bidang~ . Nilai
Barang Pakai Barang Tak | Barang Bekas | ",
No. Nama UAKPB Habis Habis Pakai | Dipakat Ber ..; (8)
402 b 4.03
o) 1) a7 7 a3 19
Jumlah 15 T (16) (17} o 18)

Keterangan: v ' v

I. Persediaan senilai Rp e (19).... Dalam kondiéi rusak
2. Persediaan senilaiRp ....., (20).... Dalam kondisi usang

w(24). :

=]

Kepsala ..(22)...

. Penanggung Jawab UAPPB-W

Nama

o (22)...
NIP (22}
Catatan ;
Jumlah seluruh UAKPB w(23)...
UAKPB yang mengirim Laporan o (24)...
UAKPB yang belum mengirim Laporan w(25)...

71




MENTERI KEUANGAN
HEPUBLIK INDONESIA

SR T A AT W SRR LA A T

2.5. LAPORAN BMN TAHUNAN UAPPB-W

Laporan BMN Tahunan pada tmgkat UAPPB- W . dipergunakan untuk melaporkan
perkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi é{an dilaporkan setiap akhir tahun.
Laporan BMN Tahutiafi Hieliputi Laporan B’MNTntrakomptabel Tahunan, Laporan BMN
Ekstrakomptabel Tahunan, Laporan BMN Gabungan Tahunan, dan Laporan Barang
Bersejarah Tahunan. . : .

2.5.1. LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPPB-VW - form Ak,
2 2.4, 02 01"

Laporan BMN Intrakomptabel Tahunan tingkat UAPPB-W disusun dalam klasifikasi sub
kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut;

(1).  Diisi dengan.nama UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB-EI
(3). Diisi dengan nomor urut halaman
(4). Diisi dengan tahun anggaran yang dxlaporkan
(5).  Diisi dengan-nama UAPPB-W ‘
(6). Diisi dengan kode UAPPB-W
(7). Diisi denganitanggal dimulainya tahun anggatan
(8). Diisi dengan tanggal berakhimya fahun 2 anggafan s -
(9). Diisi dengan kode perkiraan neraca 8an kede barang per sub kelompok barang
(10). Diisi.dengar nama, perkiraan dan nama barang . S
(11). Diisi dengan satuan barang . R
(12). Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan
(13). Diisi dengan'nilai saldo awal periode pelaporan
(14). Diisi dengankuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(15). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran-
(16). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama stu tahun anggaran
(17). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(18). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode.pelaporan
(19). Diisi dengan nilai saldo akhir pertede-pelaporan -
(20). Diisi dengan total Jumlah kolom35, ;
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(22). Diisi dengan total jumltahkotom 9y~ -~
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 11, ‘
(24). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan

(25). Diisi dengan Jabatan nama, NIP, tanda tangan penanggung]awab UAPPB W

FE B AR L o RO RS e e
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UAPB ). Form Ak.2.4.02.01
UAPPB-E1 wl2)eeiiil . Halaman::.....(3)........
’LA'PORAN BARANG MILIK NEGARA )
: “INTRAKOMPTABEL
"TAHUN ANGGARAN : -......(4)........
UAPPB-W C(5)... -
Kode UAPPB-W .. (6)...
Perkiraan Neraca/ 'Saldo,Avyal ) Mutasi . Saldo Akhir
Sub Kelompok Barang : Per...(7) : Bertambah Berkurang Per...(8)
: Satuan R - - =
Kode Nama | 1 Kuantitas ~Nilai Kuantitas |* Nilai Kuantitas ~Nilai _ Kuantitas | = Nilai

)

o)

arn

-~ a3y | a9 |- s (16) a7 oy | ay

Total

20) (23)

Penanggungjawab UAPPB-W
Kepala ...(25) ..

,,,,,,,,,, (25) ..
NIP (25) . .
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2 5.2. LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPPB-W - Form
Ak.2.4.02.02

]

fLaporan BMN Ekstrakomptabel Tahunan tingkat UAPPB-W disusun dalam klasifikasi
sub kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut:

Diisi dengan nama UAPB
Diisi dengan nama UAPPB- El
Diisi dengan nomor urut halaman o
Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutam
Diisi dengan nama UAPPB-W ;
. Diisi dengan kode UAPPB-W~-- - - = » -~
, /DIISI dengan tanggal dlmulamya tahun: anggaran
Diisi dengan tanggal berakhimya tahun anggaran
{9). :Diisi déngan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
*0). " Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang -
£11). Diisi dengan satuan barang
=2). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan
£73). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
[14). Diisi dengan kuantitas-mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
5).  Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
6). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
7). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
28).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
119).  Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
220).  Diisi dengan total jumlah kolom 5,
£27).  Diisi dengan total jumlah kolom 7,
&2). Diisi dengan totat jumlahkotom 9,
3). Diisi dengan total jumlah kolom 11, ,
_4). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
‘*" Diisi denganJabatan nama, NIP tanda tangan penanggungjawab UAPPB-W
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UAPB SN Form Ak.2.4.02.02
UAPPB-E1 FORRRN 7.7 R Halaman: ...... (3)........
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN : ......... (4).......
UAPPB-W Lo (5.
Kode UAPPB-W Do (6)..
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal - Mutasi Saldo Akhir - -
Sub Kelompok Barang Per ... (7) Bertambah Berkurang Per... (8) -
Satuan - ~— RA-— .
Kode Nama Kuantitas | = Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kudntitas Nilai
(%) (10) (1) (12) 3 149 (15) Cae) S a as) 19
Total : — 3 ] ‘
2| | ey . 23 : 24)
.......... L, €25):
e ) - 'Penanggungjawab UAPPB:W

‘Kepala: ...(25)....

NIP .....25). ... ..
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2.5.3. LAPORAN BMN GABUNGAN TAHUNAN UAPPB-W - Form Ak. 2.4.02.03

Laporan BMN Gabungan Tahunan tlngkat UAPPB W dlsusun dalam klamﬁkam sub
kelompok barang, dengan cara penglslan sebagal benkut

(1),
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).

7).

(8). ..

(9).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).
(19).
(20).
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(22).
(23).
(24).
(25).

Diisi dengan ri-ama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E1

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan tahun anggaran yang bex‘sangkuta.n

Diisi dengarf nama UAPPB-W

Diisi dengan kode UAPPB-W ‘

Diisi dengan tanggal dimulainya tahun. anggaran

Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran

Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok barang
Diisi dengan nama perkiraan dan-nama barang

Diisi dengan satuan barang i

Diisi dengan kuantitas saldo awal pertode pelapo1an

Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan

Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran

Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran

Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran

Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggal an
Diisidengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
Diisi dengan nilai saldo akhir per:ode pelaporan
Diisi dengan total jumiah kelom 5,. .. 0 e
Diisi dengan total jumlah kolom 7,

Diisi dengan total jumlah kolom 9,

Diisi dengan total jumlah kolom 11,

Diisi dengan tempat dan-tanggal pelaporan -
Diisi dengan }abatan nama, NIP tanda tangan penanggung]awab UAPPB-W




MENTERI KEUANGAN o ,
UAPB e ... REPUBLIK INDONESIA Form Ak.2.4.02.03
UAPPB-E1 PN 7.) IR - Halaman: ...;..(3)........
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA g
INTRAKOMPTABEIL DAN EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN : _.....{4)... ...
UAPPB-W (5. : g
Kode UAPPB-W ... (6)...
Perkiraan Neraca/ Saido Awal ) "~ Mutasi ' Saldo Akhir
Sub Kelompok Barang Per...(7) Bertambah = ' Bérkurang Per... (8).
Satuan - e : ———— - : »
Kode Nama Kuantitas Nilai Ké}antitas . Nilai Kuantitas “Nilai Kuantitas * Nilai - A
9) (10) an az | a3y | a9 |- asy | ae ay | s (19
Total | - ) 1. L C :
20) - Sy @2 R | @ o . (23
) iy (24).

f’enanggungjawab UAPPE-W
* Kepala ...(29)... -
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2.54. LAPORAN BARANG BERSEJARAH TAHUNAN UAPPB-W - Form
Ak.2.4.02.04 e s

Laporan Barang Bersejarah Tahunan tmgkat UAPPB-W disusun dalam klasifikasi sub

kelompok barang dengan cara penglslan scbagal berikut: -.

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi denga:a nama UAPPB-EI
(3).  Diisi dengan nomor urut halaman
(4).  Diisi dengan tahun anggaran. .- .. " ..
(5).  Diisi dengan nama UAPPB-W
(6).  Diisi dengan kdde- UAPPB W '
(7). Diisi dengan tanggal dlmulamy.i tahun- anggaran
(8).  Diisi dengan tanggal berakhlrnya tahun anggaran
(9).  Diisi dengan kode perkiraan neraca din kode barang per sub kelompok barang
(10).  Diisi dengan nama perkiraain daﬁ‘*nmna‘baﬁng
(11). Diisi dengan satuan barang ‘
- (12).  Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan
(13).  Diisi dengan kuvantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(14).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang sslama satu tahun anggaran
(15).  Diisi dengan kuantitas saido akhir penode pelaporan
(16).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan .. . ... E
(17).  Diisi dengan jabatan, nama, N1P, dan. dltandatangam penangfzung jawab UAKPB
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R 4
UAPB N EPUBLIKINDONESIA ; Form-Ak. 2.4.02.04
UAPPB-E1 .. . ... .
. B halaman: .....(3).....
LAPORAN BARANG BERSEJARAH :
’ TAHUN ANGGARAN: .......(4)
UAPPB-W () ‘
Kode UAPPB-W . ... (6)...
Perki N / Sub Kel k Bar M i :
erkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang Saldo Awal ‘ utasi : Saldo Akhir
Satuan Per {..(7) e e Per....... 8
(Kuz;;l—t‘i'tas) ‘ . Bertambah - Berkurang (Kuantitas)
Kode ‘ --(Kuantitas) .~ (Kuantitas) :

9) (10) (17) (12) (13 t K ' (15)
L : o ; A
I . (116)A
! © . Penapggungjawab UAPPB-W
- _ Kepala'...(17)..
¢
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2.6. LAPORAN KONDISI BARANG (LKB) UAPPB-W — Form Ak.2.4.04

Laporan Kondisi Barang UAPPB-W merupakan rekapit{llasi Laporan Kondisi Barang

adalah sebagai berikut:

UAKPB, yang disusun dalam Kklasifikasi sub kelompok. Pengisian LKB UAPPB-W

(1).
(2).
3).
(4)-
(5)-
(6).
(7).
(8)-
).
(10).
(11).
(12).

(13).

(14).
(15).

(16).

(17).

/18).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan nama UAPPB-E1
Diisi dengan nomor urut halaman
Diisi dengan tanggal pelaporan .
D1151 dengan nama UAPPB-W

Diisi. dengan kode barang per- sab ke}ompok barang
Diisi dengan satuan barang - - o
Diisi dengan jumlah barang dengan kondm Baik pada saat tanggal pelaporan
Diisi dengan juiriidh baxang dengan kondm Rusak ngan pada saat tangga\
pe\aporan .

pelaporan -

Diisi dengan jumlah Kolom 8,

Diisi dengan jumlah Kélom 9,

Diisi dengan jumliaty Kelom 10, ,

Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan

Diisi dengan ]um\ah barang dengan kondm Rusak Berat pada saat tangga\

-

Diisi dengan jabatan, nama, ’\I‘P tanda tanz,au pumnggungmwab UAPPB- VV
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UAPB NGy o ' Form - Ak.2.4.04
UAPPB-E!l :...(2)... o - Halaman: ...(3)¢
LAPORAN KONDISI BARANG o o
: Per:i (@) ' Lt
UAPPB-W CS)
KODE UAPPB-W : ...(6)...
Kondisi §
No Sub Kelompok Satun . <0‘ ~‘5‘ oL ‘:
Nama Barang Blifj:g ~
@ @ T AT N
JUMLAH (14) (15) (16)
A1)

Penanggungjawab UAPPB-W
Kepala ...(18)...

Nama : ...(18)...
NIP Do (18) ..
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3. TII\GKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG- ESELON
1 (UAPPB-EI)

3.1. BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL UAPPB-E1 - Form Ak.3.1.01

Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat UAPPB-E! dipergunakan untuk mencatat BMN
yang memenuhi kriteria kapitalisasi. yang. dﬂakukan secara betkesinambungan dan
disusun dalam klasifikasi kelompok. Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat UAPPB-E1
disusun berdasarkan Laporan BMN Intrakomptabel UAPPB- W dan Laporan BMN
Intrakomptabel UAKPB di lingkunganh UAPPB-E]. ‘

Pengisian BI Intrakomptabel adalah-sebagai berikut:-

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nama UAPPB- Bl
(3). Diisi dengan kode UAPPB-E!
(4). Diisi dengan nomor urut-halaman-Bi-
(5).  Diisi dengan nama kelompok
(6). Diisi dengan kode kelompok
(7). Diisi dengan kode perkiraan )
(8). Diisi.dengan saldo awal Periode Akuntansz berjalan
(9). Diisi dengan nomor urut pencatatan g
(10). Diisi dengan tanggal pembukuan :
(11). Diisi dengan nama-nama UAPPB-W atau UAKPB
(12). Diisi dengan periode semester laporan yang dlteruna ‘
(13).  Diisi dengan¥ untuk mutasi bertanibah atd’u K infuk mutasi berkurang
(14). Diisi dengan jumlah BMN ‘ L
(15). Diisi dengan satuan BMN ~— - oo et
(16). Diisi dengan harga BMN '
(17). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Balk
(18).  Diisi dengan jumlah BMN.dengan kondisi-Rusak Ringan
(19). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat '
(20). Diisi dengan tanggal periode akuntansi yang dikehendaki
(21). Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(22). Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
(23). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(24). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuintansi
(25). Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi




MENTERI KEUANGAN R / :
UAPB s e(D)... REPUBLIK INDONESIA o Form Ak.3.1.01

UAPPB-E1 (@) . -~ . Halaman: ...(4)...
Kode UAPPB-E1  :...(3)... ‘ B
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL oo

NAMA KELOMPOK  BARANG ' (5)...

KODE KELOMPOK BARANG‘ RN ()
KODE PERKIRAAN ~ C7 RN/
Taneeal ' e Sat "~ Kondisi-
No angea Nama UAPPB-W/UAKPB -] Semester | T/K }Jumlah Barang atuan Harga Barang : ) ’
Pembukuan - : | Barang B RR RB

— : k Saldo Awal Pe;;nde Akuhtasi n
A @
©) (10) (11) o ay (ap| ayv | ay | a9 | ay | ay | a9

Posisi per ....... o) ""(.23)"" ""(24)""., 29,

o7
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3.2. BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL UAPPB-E1 - Form Ak.3.1.02

Buku Inventaris Ekstrakomptabel tingkat UAPPB-E1 dipergunakan untuk mencatat
BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi kelompok. Buku Inventaris
Ekstrakomptabel  tingkat UAPPB-E1  disusun berdasarkan Laporan BMN
Ekstrakomptabel UAPPB-W dan Laporan BMN Ekstrakomptabel UAKPB di lingkungan
UAPPB-EI.

Pengisian BI Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

(1). Diisi dengan nama UAPB

(2). Diisi dengan nama UAPPB-E1

(3). Diisi dengan kode UAPPB-EI

(4). Diisi dengan nomor urut halaman Bl

(5). Diisi dengan nama kelompok

(6). Diisi dengan kode kelompok

(7). Diisi dengan kode perkiraan v

(8). Daisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan

(9). Diisi dengan nomor urut pencatatan
(10).  Diisi dengan tanggal pembukuan
(11). Diisi dengan nama-nama UAPPB-W atau UAKPB
(12). Diisi dengan periode semester laporan yang diterima
(13). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(14). Diisi dengan jumlah BMN
(15). Dusi dengan satuan BMN
(16). Diisi dengan harga BMN
(17).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik
(18). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan
(19). Diisi dengdn jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat
(20). Diisi dengan tanggal periode akuntansi yang dikehendaki
(21).  Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(22). Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
(23).  Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(24). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
(25). Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
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UAPB
UAPPB-E1

Kode UAPPB-E1

(D).

el
eei(3)en

BUKU lNVEN"I‘ ARIS EKSTRAKOMPTABEL

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Form Ak.3.1.02
Halaman: ...(4)...

NAMA KELOMPOK BARANG S (5).n
KODE KELOMPOK BARANG - Ce(6)...
KODE PERKIRAAN 7).
1 - S . Kondisi 4 j
No Tangga Nama UAPPB-W/UAKPB Semester | T/K [jumiah Barang| 2*" | Harga Barang 2 B
Pembukuan - Barang B {1 ~RR ~RB
Saldo Awal Periode Akuntansi |
AN (8.
9 (10) (11) 12 |ay| 19 (15) (16) (17) 18 | a9
Posisi per ....... 20 ... 2 N} 29 | 29,
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3.3. BUKU BARANG BERSEJARAH UAPPB-EI Form Al\ 3.1 03

Buku Barang Bersejarah tmgkat UAPPB El dlpergunakan untuk mencatat BMN yang
memenuhi kriteria aset bersejarah  (heritage. assets) yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasfikasi kelompok barang. Buku Barang
Bersejarah tingkat UAPPB-EL disusun-berdasarkan-Laporan Barang Bersejarah UAPPB-
W dan Laporan Barang Bersejarah UAKPB di lingkungan UAPPB- El

Penglsmn Buku Barang Bersejarah adalah sebagai benkut

(1) ;Dusrden«gan nama UAPB- - e "“‘ e
(2). 'Diisi dengan nama UAPPB-E1 :
(3).  Diisi dengan kode UAPPB-El
(4).  Diisi dengan nomor urut halaman BI
(5).  Diisi dengan nama sub kelompok BMN
(6). Diistdengankodesub kelompok BMN =~
(7). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan
(8).  Diisi dengan nomor urut pencatatan
(9). Diisi dengan tanggal pembukuan
(10).  Diist dengan-nama-nama UAPPB-W/UAKPB ™
(11).  Diisi dengan periode semester laporan BMN yang d1ter1ma
(12). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(13).  Diisidengan jumlah BMN ‘ - -
(14).  Diisi dengan satuan BMN o
(15).  Diisi'dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik
(16).  Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan
(17).  Diisi dengan jurhlah BMN dengan Kondisi Rusak Berat
(18).  Diisi dengan periode akuntansi pada tahun berjalan yang dlkehendan
(19).  Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi
(20).  Diisi dengan total kolom 8 pada-akhir Periode Akuntansi:
(21).  Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi’
(22).  Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi
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UAPB f D)o ; | Form Ak 3.1.03
UAPPB-E1 f (@) _ Halaman:..(4)... -
Kode UAPPB-E1  :..(3)...

BUKU BARANG BERSEJARAH
NAMA KELOMPOK BARANG ().
KODE KELOMPOK BARANG L ().

Kondisi
Satuan —
Barang B

No | , Fansgal Nama UAPPB-W/UAKPB =

Pembukuan E $en{cster 'fi”"/K Jumlah Barang

cideedewwe |Saldo Awal Periode Akuntansi ...(7).{* % F | : o - e
8 %) 10) SO Al L ay a9y 1. a9 (16) a1y

Posisiper ... (18] . 1 g RS o0 | en.. |22,

N o L.
) !
X - . i .
N ¢ ;
. 4 1 -
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34. LAPORAN BMN SEMESTERAN UAPPB El - Form Ak.3.4.01

Laporan BMN' Semesteran pada tingkat UAPPB El dlpergunakan untuk melaporkan
perkembangan BMN selama satu semester dan dilaporkan setiap akhir semester. Laporan
BMN Semesteran pada tingkat UAPPB-El meliputi Laporan BMN Intrakomptabel,

Laporan BMN ;Ekstrakomptabel, Laporan BMN Gabungan Laporan Barang Bersejarah,
dan Laporan Persediaan.

3.4.1. LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAPPB-E1 - Form
Ak.3. 4 01.01

Laporan BMN Intrakomptabel Semest‘eran‘itin’gkat UAPPB-E] disusun dalam klasifikasi
kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut;

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nomor urut halaman
(3). Diisi dengéan semester yang dilaporkan ,
(4). Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan -
(5). Diisi dengan nama UAPPB-El
(6). Diisi dengan kede UAPPB-EL
(7). Diisi dengan tanggal dimulainya semester X
(8). Diisi dengan tanggal berakhimya semester ’ -
(9). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok
(10).  Diisi dengan nama perkiraan dah nama kelompok
(11). Diisi dengan satuan BMN =~ -~ :
(12). Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan
(13).  Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan - |
(14).  Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester
(15). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester
(16). Diisi dengan Kuantitas mutasi berkurang sefama satu semester -
(17). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(18).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(19). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 3,
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 1, :
(24). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(25).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPPB-El
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UAPB ...

UAPPB-EI
Kode UAPPB-E!

(D....

Perkiraan Neraca/
Kelompok Barang

Kode

“)

Nama

(10)

Total

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
y Form Ak.3.4.01.01°
Halaman Teeeee 2)...
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
SEMESTER : ............ () BT, -
_ TAHUN ANGGARAN: .see.(4).o. ©
o (5) : e
. (6) , ,
Saldo Awal - o . Mutasi " Saldo Akhir
Per...(7) e e e Per... (8)"
Satuan g Bmamba? - L Bcrkutang -
Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas', " Nilai Kuantitas Nilai
(11 a2 a3 . a# ‘as) 16 a7 (13) (19)
s ;. “ e . -
(20): e 22) ‘ (23)
L T Yot Fi o
ceeeenens (24). i
- S Penanggungjawab UAPPB-E |
L i ) Kepala ...(25)...
.......... f35).
NIP ...... (25).cceeiii
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3.4.2. LAPORAN BMN EKSTRAK.OMPTABEL SEMESTERAN UAPPB-E1 -
Form Ak.3.4.01.02

Laporan BMN Ekstrakomptabel Semesteran tingkat UAPPB-El  disusun dalam
klasifikasi kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut:
(1). - Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi dengan nomor urut halaman
(3).  Diisi dengan semester yang dilaporkan :
(4).  Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan -
(5).  Diisi dengan nama UAPPB-EI
(6). Diisi dengan kode UAPPB-E]
(7). Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(8). Diisi dengan tanggal berakhirnya semester
(9). Diisi dengan kode perkiraan neraca.dan kode barang per kelompok
(10). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok
(11). Diisi dengan satuan BMN ‘
(12). Diisi dengan kuantitas saldo awal perlodf: pelaporan
(13). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan:
(14).  Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester
(15). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester
(16). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang 'selama satu semester
(17). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(18). Diisi dengan kuantitas saldo a.khmpemde pelaporan
(19). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(21).  Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(22).  Diisi dengan total jumlah kolom 9, o
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 11, =~~~ _—
(24).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan :
(25). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggung]awab UAPPB El
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UAPB  ......(D).... . X Form Ak.3.4.01.02
: Halaman = :...(2)....
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA : <
EKSTRAKOMPTABEL ‘ ‘
.SEMESTER : ............ I -
" TAHUN ANGGARAN: _....(4).. .
UAPPB-EI Do (5)... : o
Kode UAPPB-EI D (6)... _ L _. . .
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal . Mutasi Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per ... 6’) E’e “@Q‘%h S ‘,' Bérk urang " Per ... (8)
Kode Nama Kuantitas | .+ Nilai Kuariiitas B Nilai | Kuantitss | - Nilai | Kuantitas Nilai -

9 (10) (1) (12) 13y | ~(1’4) : - s Cae 1 an - '(13) E (19)

Total 23 -

4. ...
. Penanggungjawab UAPPB-E1
4 K’;p;ila' ...(25)...
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343. LAPORAN BMN GABUNGAN SEMESTERAN UAPPB-El - Form
Ak3401.03 | - S

Laporan BMN Gabungan tingkat UAPPB El disusun dalam klasifikasi kelompok
barang, dengan cara pengls1an sebagalbenkut o

(1). Diisi dengan nama UAPB

(2). Diisi dengan npmor urut halaman - J

(3). "Diisi dengan semester yang. dilaparkan.... ... ..

(4). Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan

(5). Diisi dengan nama UAPPB-E1

(6). Diisi dengan kede UAPPB-El ,

(7). Diisi dengan tanggal dimulainya semester

(8). Diisi dengan tanggal-berakhimnya semester- - °

(9). Diisi dengan kéde perkiraan neraca" dan kode:barang per kelompok
(10). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok
(11). Diisi dengan satuan BMN i
(12). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan
(13). Diisi dengan nil4f sald6 awal période pelaporan -
(14). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester
(15). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu sgmester
(16). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selatna satu semester
(17). Diisi dengan nilai kuantitas mutasiferkurang selama satusernester
(18).  Diisi dengan kuantitas saldo akhirperiode pelaporan
(19). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pefaporan -
(20). Diisi dengan total jumlah kolom 5, % B -
(21). Diisi dengan tofal jumlah kolom 7. . . ... ..
(22). Diisi dengan total jumnlah kolom 9, “ -
(23). Diisi dengan total jumlah kolom 1§, . . <
(24). Diisi dengan tempat dan tanggal pejapordn ) CT ~
(25). Diisi dengan Jabatan nama, NIP tanda tangan penanggung]awab UAPPB El

v ae

Q"
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UAPB voeee(D e X Form Ak.3.4.01.03
f Halaman :...... 2)...
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA ~
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
SEMESTER : ....ccc..ce.(B)ennnnnnns
TAHUN ANGGARAN: ....(4)....
UAPPB-EI i AS).... :
Kode UAPPB-E1 . (6)...
Perkiraan Neraca/ Salda Awal Mutasi ‘ Saldo Akhir
Kelompok Barang Sau;an Per... (7) Bertambah . E " Berkurang Pcr);.. ) ”
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas | Nilai 7 Kuantitas Nilai ~ Kuantitas : Nilai
9 (10) (11) (12) (13) (14) a7 - (18) a9
Total (20) (21) (22) (23)
- ' : ik L 24 .
> o ?engnggungja'glab l}APPB-El
i i -~ Kepala.,. (25)...
25
NIP. .. o(25). e
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e 5 wseste

3.4.4. LAPORAN BARAN G BERSEJARAH SEMESTERAN UAPPB-E1 - Form

Ak.3.4.01.04

Laporan Barang Bersejarah Semesteran tingkat UAPPB-E! disusun dalam klasifikasi
kelompok barang dengan cara pengisian sebagal ber1kut: :

(1).
(2).
).
(4).
).
(€).
().
(8).
(9.
(10).
(11).
(12).
(13).
(19).
(15).
(16).
(17).

DllSl dengan nama UAPB

Diisi dengan nomor urut halaman ‘

Riisi dengan nama semester yang bersangkutan... .

Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan

Diisi dengan nama UAPPB-E1

Diisi dengan kode UAPPB-EI

Diisi dengan tanggal dimulainya semester

Diisi dengan tanggal berakhirnya semester - -

Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok barang
Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang ,

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan

Diisi dengan kuarititas muitasi bertaibah Selama satu semester

Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester

Diisi dengan kuantltas saldo akhir periode pelaporan

Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan

Diisi dengan jabatan, naina, NIP;- dandltandatangam penanggung Jawab UAPPB-
El

o
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UAPB NN 7 § I Form-Ak. 3.4.01.04
halaman: ... (2).....
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
¥
SEMESTER : ......(3) 7
TAHUN ANGGARAN: ........(4) L
UAPPB-E1 D (S) . :
Kode UAPPB-E1  : ... (6)... or
Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang L ‘ Mutasi Saldo Akhir'
S Saldo'Awal .
atuan Pe 7) Per.......(8)
(Kr ”"t."t(') - Bertambah Berkurang (Kuantitas)
Kode Nama i vant as {Kuoantitas) {Kuantitas)
§ PR AR WY e & ,‘v, G ) ‘-,
9 (10) (1) ooay L an s b e _ as) - o
R S U h 5
e (I8, .
_ Pénanggungjawab UAPPB-E}
: . Kepafd ..(17).. T -
e 05 N
NIP..... (i7)....

95



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.4.5. LAPORAN PERSEDIAAN UAPPB El Form Ak 3 4 01.05

Laporan Persediaan UAPPB- El merupakan rekap1tu1a51 dan Laporan Persediaan
UAPPB-W dan Laporan Persediaan UAKPB di’ lingkungan' UAPPB-E1. Pengisian
Laporan Persediaan UAPPB-EI adalah sebagal benkut

(1). Diisi dengan nama Kementenan Negara/Lembaga

(2). Diisi dengan nomor halaman

(3). Diisi dengan nama semester’ yang bersangkutan

(4). Diisi dengan tahun anggaran -

(5). Diisi dengan nama UAPPB-EI

(6). Diisi dengan kode UAPPB-E!

(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya semester

(8). Diisi dengan nomior urut pencatatan C

(9). Diisi dengan nama UAPPB-W/UAKPB - m - - smeoi
(10). Diisi dengan nilai barang pakai habis ii :
(11). Diisi dengan nilai barang tak habis pakai @ . =
(12). Diisi dengan nilai barang bekas dipakai e g
(13). Diisi dengan jumlah nilai persedian {jumlah kolom 3,4 dan 5)
(14). Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kalom 3 :
(15). Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis:pakai pada kolom 4 T
(16). Diisi dengan jumiah nilai barafig békas dipakai pada’ k(ﬂom 5 . o e
(17). Diisi dengan jumlah nilai persediaan padakolom 6 , I
(18). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuwatan laporan A
(19). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggunglavvab UAPPB El
(20). Diisi dengan jumlah seluruh UAPPB- W/UAKPB: -
(21). Diisi dengan jumlah UAPPB-W/UAKPB yang melaporkan pada peno“depelaporan
(22). Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada penode pelaporan::

e e mu.,r.l o R e S

\

SR A TR SRR ey
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- REPUBLIKINDONESIA
UAPB : ...(I)... ’ " Form Ak.3.4.01.05
Halaman ...(2)...
LAPORANPERSEDIAAN
Semester” (30
o " Tahur® Anggaran: .. (4) -
UAPPB-E1 e(5)...
Kode UAPPB-EI (6) e :
- - Nama dan Kodé Bxdang ' Jusslah
No. Na.ma UAPPB- Barang Pakai Barang Tak Barang BeEas Per ..(7)
W/UAKPB Dipakai

Habls

Habis Pakai
11402 ‘~

(8) (9) (10) (11) o (12) - (13)
Jumlah 1% a5 (16) 17
Lo I
Ao Penanggung Jawab UAPPB El
a A D Kepala L (19).
Nama ...(19)..{
NIP w(19)...
Catatan : ~ :
Jumlah seluruh UAPPB- W/LAKPB : e (20).
UAPPB-W/UAKPB, yang mengirim Laporan a2y
UAPPB-W/UAKPB yang belum mengmm Laporanl e w(22) .y
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3.5. LAPORAN BMN TAHUNAN UAPPB-E1 - Form Ak3.4.02

Laporan BMN Tahurian ;pada tingkat UAPPB-El  dipergunakan untuk melaporkan
perkembangan BMN selama safu, Penodg Akuntansi .dan dilaporkan setiap akhir tahun.
Laporan BMN Tahunan pada tingkat UAPPB Ei ‘meliputi Laporan BMN Intrakomptabel,

Laporan BMN Ekstrakomptabel Laporan ‘BMN Gabunga.n dan Laporan Barang
Bersejarah. . b

3.5.1. LAPORAN BMN- INTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPPB El - F orm
Ak: 3 4.02.01 : : .

Laporan BMN Intrakomptabel Tahunan tmgkat UAPPB ‘El dlsusun dalam klasxﬁka51
ke&lqmpck batangdehgan; gmyﬁnglsm seb: aga% :

(1). Diisi deugan nama UAPB
(2).. Diisi dengan nomor- aruthalaman- :
(3).  Diisi dengan tahun anggaran yang berSangkutan
(4). - Diisi dengan nama UAPPB El =~
(5). Diisi dengan kode UAPPB-El
(6). Diisi dengan tanggal dimulainya tahun anggaran
(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran
(8). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok
(9). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok
(10). Diisi dengan satuan BMN -
(11).  Diisi dengan kuantitas saldo ‘awal periode pelaporan
(12). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(14). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(16).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama‘satu tahun anggaran
(17). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(18). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(19). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 11,
(23). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(24). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPPB-E1
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UAPB  .......(D.... REPUBLIK INDONESIA Form Ak.3.4.02.01
N Halaman : ... .. (2)
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA '
INTRAKOMPTABEL
TAHUN'ANGGARAN: .....(3)....
UAPPB-E! Lo fd)....
Kode UAPPB-EI (5.
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per ... (6) Bortambah Berkurang . Per ... (7)
Kode Nama Kuantitas I;Iilai Kuantitas - } .- Nilai - Kuantitas Nilai Kuantitas.v Nilai~ -

¥ ©) (10)

Total

& . ~ Penanggungjawab UAPPB-E|
. o Kepala ...(24)... -
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3.5.2. LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPPB-E1l: -~ Form
Ak.34. 02 02

Laporan BMN Ekstrakomptabel Tahunan gngkat UAPPB-EI disusun dalam klasxﬁkas1
kelompok barang dengan cara pengisian sebaga1 benkut

(1) D1151 dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan nomor urut halaman :
(3). ~Diisi dengan tahun.anggaran yang bersangkutan -
(4). Diisi dengan nama UAPPB-E1 ‘
(5). Diisi dengan kode WAPPB-E1
(6). Diisi dengan tanggaI dimulainya tahun anggaran
(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran
(8). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok
(9). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok
(10).  Diisi dengan satuan BMN
(11). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan
(12). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahunanggaran
(14). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun ang ggaran .
(16). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(17).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(18). Diisi dengan nilai saldo akh1rvper10de pelaporan
(19). Diisi dengan total jumlah kolom §,,
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 11,
(23). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(24). Diisi dengan Jabatan nama, NIP, tanda tangan penanggung)awab UAPPB El

H
I
i
]
|
i
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UAPB .......().... REPUBLIK INDONESIA Form Ak.3.4.02.02
, Halaman :......(2)...
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN: (3)
UAPPB-EI 7/
Kode UAPPB-E! . 05)..
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal . : Mutasi - Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per ... (6) ) Bertambah - Berkurang Per ... (7)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas s Nilai‘i " Kuantitas -} . Nilai Kuantitas Nilai ~
(8) (9) (10) (II) (13) (]5) (]6)- . ;‘(]7) (]8) .
Total ay. | @ |- ] en ey o
Penanggungjawab UAPPB-E|
Kepala ...(24)... -
‘ T N Y TR A
- : 3 " . NIP ...... (24)......iveei
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3.5.3. LAPORAN BMN GABUNGAN TAHUNAN UAPPB-EI Form Ak.3.4. 02 03

Laporan BMN Gabungan Tahunan tmgkat UAPPB El . dlsusun dalam klasifikasi
kelompok barang dengan ca.ra penglslan sebagal beukut ‘

(1). D1151 dengarmama UAPB
(2). Diisi dengan'nomor urut halaman
(3). Diisi dengan'tahun anggaran yang bersangkutan
(4). Diisi dengan'hama UAPPB -El .
(5). Diisi dengan kode UAPPB-E1
(6). Diisi dengan tanggal dimulainya tahun anggaran
(7). Diisi dengan tanggal bcrakhzrnya tahun anggaran
(8). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok
(9). Diisi dengan nama perkiraan-dan-nama kelempok
(10). Diisi dengan satuan BMN ‘
(11). Diisi dengan kuantitas saldo awal pcnode pelaporan
(12). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggagan
(14). Diisi dengan nilai mutasi-bertambatrselaina sati tahun anggaran
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(16). Diisi dengan nilai kuantltas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(17).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir perlode pelaporan i .
~ (18). Diisi dengan nilai salde-akhir peﬁode pelaporan :
(19). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(20). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
{21). Diisi dengan total juinlah kolom 9,
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 11, - =~ = .
(23).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan '
(24). Diisi dengan Jabatan, nama, NIP, ta.nda tangan penanggung]awab UAPPB El

NN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK IN
UAPB Do DQNESFA Form Ak.3.4.02.03
b Halaman' : ...... (2)...
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA ‘ '
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN'ANGGARAN: .....(3)..... - g
UAPPB-E! ). - R -
Kode UAPPB-E1 . (5)... | e
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal B Mutasi N Saldo Akhir
Kelompok Barang Sataan Per ... (6) Bortambah T Berkurang Per ... (7) =
Kode Nama ' Kuantitas Nilai Kuantitas | " Nilai Jantitas Nilai Kuantitas  §-* Nilai -

e |
B B S B -;- S
Total (19) - E . (21) 22) =

Lo :Periang'gungja:wab UAPPB-EI
o Kepala ...(24)...
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g o s e BB R RIS, (T T 3 LB AR, -t AR

3.5.4. LAPORAN BARANG BERSEJARAH TAHUNAN UAPPB E1l - Form
Ak.3.4.02.04

)" <

Laporan Barang Bersejarah Tahunan _tingkat UAPPB El dlsusun dalam kla81ﬁka51
kelompok barang dengan cara peng1s1an sebagai benkut e

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi dengan nomor urut halaman v i
(3).  Diisi:dengan tahun anggaranuyangbersangkutan
(4). Diisi dengan nama UAPPB-El
(5).  Diisi dengan kode UAPPB-E1 : L
(6). Diisi dengan tanggal d1mu1a1nya tahun anggaran o
(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran
(8).  Diisi dengan kode perkiraan neraca dam kode barang per kelompok barang
(9).  Diisi dengan nama perklraan dan nama barang
(10).  Diisi dengan satuan barang
(11).  Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pg:laporan ‘ :
(12).  Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu talun anggaran - -
(13).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang se"fama safu tahtin ahiggaran -
(14).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan '
(15).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan ‘ :
(16).  Diisi dengan Jabatan nama NIP dan dltandatangam penanggung Jawab UAPPB-
El
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UAPPB-E!
Kode UAPPB-EI

...
i (5)...

MENTERI KEUANGAN
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Form-Ak. 3.4.02.04

halaman: ...(2)

LAPORAN BARANG BERSEJARAH
TAHUN ANGGARAN: .........(3)

Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang

Nama

9)

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
Satuan Per .....(6) Per....... (7)
;'(Ku:;x.llt‘i-tas) - Bertainbah Berkurang (Kuantitas)

(Kuantitas) - §  (Kuantitas) S

T

(10 oy | (12 (13) 1y

() ,
o - Penanggungjawab UAPPB-E|

Kepala _(I6)... © )

105




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.6. LAPORAN KONDISI BARANG (L¥B) UAPPB-E1 - Form Ak.3.4.04

Laporan Kondisi Barang UAPPB-E! merupakan rekapitulasi Laporan Kondisi Barang
UAPPB-W dan Laporan Kondisi Barang UAKPB di lingkungan UAPPB-El, yang
disusun dalam klasifikasi kelompok barang. Penglslan LKB UAPPB-E! adalah sebagai

berikut:

(1).

(2).

).

(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10).
(12).

(12).

(13).
(14).
(15).
(16).
(1),

Diisi dengan nama UAPB ‘

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan tanggal pelaporan

Diisi dengan nama UAPPB-E|

Diisi dengan kode UAPPB-E1

Diisi dengan nomor urut pencatatan

Diisi dengan nama barang per kelompok barang .

Diisi dengan kode barang per kelompok barang

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan

Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal
pelaporan "

Diisi dengan jumlah barang dengan kOl’ldlSl Rusak Berat pada saat tanggal -

pelaporan

Diisi dengan jumlah Kolom 8,

Diisi dengan jumlah Kolom 9,

Diisi dengan jumlah Kolom 10,

Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPPB-E!
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UAPB Do) ~ Form - Ak.3.4.04
CE At TR R * Halamad: ... (2)...

'LAPORAN KONDISI BARANG : 70~
Per: ...(3)...

UAPPBEL a4l
KODE UAPPB-E] : .. (5)...

N Kelompok Kondisi
0 Satuan

Nama Barang o RR

16/ 1.

JUMLAH- - - 50 gy 1y (15)

..(16)...
Penanggungjawab UAPPB-E]
Kepala ...(17)...

Nama : ...(17}...
NIP o (17)
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4. TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)
4.1. BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL: UAPB - Form Ak.4.1.01

Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat UAPB dipergunakan untuk mencatat BMN yang
memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun
dalam klasifikasi kelompok. Buku Inventaris Intrakomptabel UAPB dlsusun berdasalkan
Laporan BMN Intrakomptabel UAPPB-EI.

Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut:

(1).  Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi-dengan kode UAPB L
(3). - Diist dengan tiogio; grut halémariBI -
(4). . Diisi dengan nama kelompok - -
(5). Diisi dengan kode kelompok
(6). Diisi dengan kode perkiraan . :
(7). -Diisi dengan saldo awal Periode Akuntan51 berJalan e
(8). ' Diisi dengan nomor urut pencatatan
(9). 'Diisi dengan tanggal pembukuan
(10). Diisi dengan nama-nama UAPPB-W atau UAKPB"
(11). Diisi dengan periode;semester laporan BMN yang diterima
(12). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkuran&
(13). ‘Diisi dengan jumlah BMN
(14).  Diisi dengan satuan BMN
(15). +Diisi dengan harga BMN
(16). Diisi dengan jumlah BMN dengan kOIldlSl Baik
(17). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak ngan ,
(18). Diisi dengan jumliah BMN dengan kondisi Rusak Berat
(19). Diisi dengan periode akuntansi yang dlkehendakl
(20). 'Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Penode Akuntansi
(21). Diisi déengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi :
(22). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi-- - : -
(23). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir‘Periode Akuntansi
(24). Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi : -
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UAPB 2 eesd)en REPUBLIK INDONESIA e
Kode UAPB 2 ee(2).ne , Halaman® ...(3};..
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL

] .

. Fdrm Ak4.1.01

NAMA KELOMPOK BARANG = = *:_.(%)..
KODE KELOMPOK BARANG - :.. (5.
KODE PERKIRAAN g (6.

Kondisi - - -

No Tanggal Nama UAPPB-EI =~ Scmtster T/K |Jumlah Baraﬁg =

H B
Pembukuan Harga Barang

RR

A Saldo Awal Period kunt_nsr_ e : o ' . 4 (
st e wee7)-e ',"‘ BT DR T : 'h'} 1 = i

® ) (10) e ol oan ae | oay | ag | oap | a

-
N - -~ g
i3 e
- W N
~ &
- -y
= 2 A v

Posisi per ...... (19).

L..fzz)...t ._3',‘.(2’3),-... o (24)..
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4.2. BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL UAPB - Form Ak.4.1.02

Buku Inventaris-Ekstrakomptabel” tingkat~ UAPB" dipergunakan untuk mencatat BMN
yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang dllakukan secara berkesmambungan dan
disusun dalam Kklasifikasi kelompok. Buku Inventaris Ekstrakomptabel UAPB disusun
berdasarkanLaporan BMN Ekstrakomptabel UAPPB- El.

Pengisian B] Ekstrakoniptabél adalah sebagai berikut: ~

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan kode UAPB
(3). Diisi dengan nomor urut halaman BI
(4). Diisi dengan nama kelompok
(5). Diisi dengan kode kelompok
(6). Diisi dengan kode perkiraan .
(7). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi beljalan .
(8). Diisi dengan nomor urut pencatatan
(9). Diisi dengan tanggal pembukuan
(10). Diisi dengan nama-nama UAPPB-W atau UAKPB ,: "‘
(11). Diisi dengan periode semester laporan BMN yang diterima
(12). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(13). Diisi dengan jumlah BMN
(14). Diisi dengan satuan BMN : . . .
(15). Diisi dengan harga BMN o - -
(16).  Diisi dgngan jumlah.BMN dengankondisi Baik. . .
(17). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rysak Ringan ﬂ
(18). Diisi dengan jumlah BMN.dengan kondisi.Rusak Berat- -
(19). Diisi dengan periode akuntansi yang dikehendaki .
(20).  Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi -
(21). Diisi dengan total kolom & pada akhir Periode Akuntansi
(22).  Diisi dengan total kK516m"9 pada akhir Periode Akuntansi
(23). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Peripde Akuntansi®
(24). Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periede Akuntansi.
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UAPB s e(D)-. REPUBLIK INDONESIA _ Form Ak.4.1.02
Kode UAPB 7 T , Halaman=...(3)...
BUKU INVENTARIS EKSTRAKOMPTABEL
NAMA KELOMPOK BARANG. C4)..
'. KODE KELOMPOK BARANG C(5)...
KODE PERKIRAAN : L L(B)...
| , . : St " Kondisi
Tangga R ¥ e atuan ; :
No Pembukuan Nama UAPPB-EI Se@ester T/K Jq?llah Barang ‘Barang Harga Barang B . RR RB
Saldo Awal Periode Akuntansi
e e e/ k
® ) (10) Sy (At oo@y poagi | ooay | oae |oan | oae )
U R P SR g S . o :
Posisi per ......(19). 1 el L@@y ..

Il
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4.3. BUKU BARANG BERSEJARAH UAPB—- Form Ak.4.1.03

Buku Barang-BefseJaIah tingkat ‘UAPB diperguriakan untuk mencatat BMN yang

memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) yang dilakukan

secara

berkesinambungan .dan disusun dalam klasfikasi kelompok barang. Buku Barang
Bersejarah tingkat UAPB disusun berdasarkan Laporan Barang Bersejalah UAPPB-EI.
Pengisian Buku Barang Bersejarah adalah’ sebagiu benkut

(1).

(2).
(3).
(4).

(5).
(6).
).
(8).
().
(10).
(11).
(12).

(13).

(14).
(15).
(16).
(17).
(18).

(19).

(20).
(21).

Diisi dengan nama UAPB

Dijsi dengan kode UAPB"

Diisi dengan nomor urut halaman BI

Diisi dengan nama kelompok BMN

Diisi dengan kode kelompok BMN

Diisi dengan saldo awal Periode Akuntan51 beljalan

Diisi dengan.nomor urut pencatatan

Dusx dengan;tanggal pembukuan

Dqs,l dengannama-nama UAPPB-E1

Diisi dengan periode semester laporan BMN yang diterima

Diisi dengan T untuk mutasi. bertambah atau K untukmutas1 berkurang
Ditsi dengan jumlah BMN

Dijsi dengan satuan BMN y

Diisi déngan jumlah BMN dengan kondisi Baik ‘
Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan -
Diisi dengan jumlah BMN dengen-kondist-Rusak Berat :
Diisi dengan periode akuntansi pada tahufi berjalan yang dxkehendam
Diisi dengan total kolem 6 pada-akhir Periode Akuntansi
Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi
Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi

“,
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MENTERI KEUANGAN : 7 3 )
UAPB e (D) REPUBLIK INDONESIA .. FomAk4.1.03
Kode UAPE o d)s , . © Halahan:,.(3)...
BUKU BARANG BERSEJARAH

NAMA KELOMPOK BARANG

KODE KELOMPOK BARANG . R

Tanggal
Pembukuan

‘|Semester| T/K Jl‘l:tv{l’]a:h‘Bal'ang . Satuan
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.4. LAPORAN‘BMN”SEMES‘TWWTB@?Mm Ak.4.4.01

Laporan BMN Semesteran pada ﬁngkat LAPB d1pergunakan untuk meleporkan
perkembangan BMN selama satu semester dan dilaporkan setiap akhir semester. Laporan
BMN Semesteran UAPB meliputi Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan BMN

Ekstrakomptabel,” Laporai BVMN "Gabutigaf; “Téporan Barang Bersejarah, dan’ Laporan
Persediaan. ;

i
1

44.1. LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL SEMESTERAN UAPB - Form Ak.
4.4.01.01

i e e o g 7 o] l“' aean oo

Laporan BMN Intrakomptabel Semesteran - tmgkat UAPB disusun dalam klasifikasi
kelompok, dengan-cara pengisian sebagai berikut:

(1). Diisi dengan nama UAPB : ,
(2). Diisi dengarksde AP =~ = =
(3). Diisi dengan nomor urut halaman ' . :
(4).  Diisi dengan semester yang dilaporkani :
(5). Diisi dengan tahun anggaran yang. bersangkutan
(6). Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya semester
(8). Diisi denganrkode perkiraan neraca dan kode kelompok
(9). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok '
(10).  Diisi dengan satuan-bagang -~ - e e
(11). D1151 dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan
(12). Diisi dengan nilai Saldo a®aT yCﬂOﬂL ‘Belaporas
(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambahselama satu semester
(14).  Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama safu semester
(15). Diisi dengan kuantitas’ TUtAST Berkurany selaria §afu semester
(16).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semeser
(17).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(18). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(19). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(20). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(21). Diisi dengan total jumlah kolom. 9
(22). Diisi dengan total jumlah kolom 1 I,
(23). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(24). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPB

N T RL UL st 2P
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MENTERI KEUANGAN

UAPB NS J T REPUBLIK INDONESIA Form Ak 440101
Kode UAPB .......02.... , Halaman  : .7 2(3).....x. .
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA : ™

~ INTRAKOMPTABEL
SEMESTER : ........... XY e ;‘;
TAHUN ANGGARAN : ......c.-(5)isucnns
Perkiraan Neraca/ Saldi Awal N Mutasi Saldo,Akhir '~
Kelompok Barang Satuan Pe}:;..(é) iBé‘rtambé;h ,. - = B Berkurang P erf‘{.. ) %

Kode Nama Kuantitas A Nilai Kuanfitas , Niia% : K&ér,i;ftas _Nilai Kuantitasjq . %

15

S e (23 i
- Penanggungjawab UAPB .
Kepala ...(24)... '



MENTERI KEUANGAN

UAPB veeeeee(D) e ; REPUBLIK INDONESIA Form Ak-4.4.01.02
Kode UAPB .......(2)..... Halaman  :...... 3.
’ LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
EKSTRAKOMPT ABELL
SEMESTER : ............ (Y T
TAHUNANGGARAN : ......... £ T
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal Mutasi . Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per...(6) . Bortambah N Berku}ang Per....(7)
Kode Nama Kuantitas Niléi Kuantitas Lf ,,”'N‘ilai ;L ) }(uantitas [ Nilai' Kuantitas N.ilai

Total

a9e = -

._..;.V..f., 23). i ’
Penanggurigjawab UAPB
Kepala ...(24)...




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.4.3. LAPORAN BMN GABUNGAN SEMESTERAN UAPB - Form Ak. 4.4.01.03

Laporan BMN Gabungan Semesteran tingkat UAPB  disusun dalam klasifikasi
kelompok, dengan cara pengisian sebagai berikut:

(1).
2).

3).
(4).

(5).

(6).
7).

(8).

(9).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).

(16).
(17).
(18).
(19).
(20).

(21).
(22).
(23).
(24).

Diisi dengan nama UAPB

Diisi dengan kode UAPB

Diisi dengan nomor urut halaman

Diisi dengan semester yang dilaporkan- -

Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan

Diisi dengan tanggal dimulainya semester -

Diisi dengan tanggal berakhirnya semester

Diisi dengan kode perkiraan neraca dankode. kelompok

Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok -

Diisi dengan satuan barang

Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan

Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan ~

Diisi dengan kuantitas mutasi bertartibah selama saty semester _
Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu semester

Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan

Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan

Diisi dengan total jumlah kolom 5;~ :
Diisi dengan total jumlah kolom 7, ‘ :
Diisi dengan total jumiah kolom 9,

Diisi dengan total jumlah kolom 11, :
Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Co
Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggung]awab UAPB
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UAPB

Form Ak.4.4.01
Kode UAPB

Halaman e (3)
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 3

INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
SEMESTER : ........ ---(4)

TAHUN ANGGARAN : ......... (5) NN
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal - Mutasi - Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per...(6) Bertambah Berkurang Per....(7)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitag Niléi
(14) (18)
Total T . '
(19) ; (20). - (21" e ko
e M B Sy T
eEeeeens . (23).
‘ Penanggungjawab UAPB
Kepala ...(24)...
............ (97 ) OV
NIP ......24)....c.............
119
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.4.4. LAPORAN BARANG BERSEJARAH SEMESTERAN UAPB - Form
Ak.4.4.01.04

Laporan Barang Bersejarah Semesteran tingkat UAPB disusun dalam klasifikasi
kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:

(1).  Diisi dengan nama UAPB
(2).  Diisi dengan kode UAPB
(3).  Diisi dengan nomor urut halaman
(4).  Diisi dengan semester yang dilaporkan
(5).  Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan
(6).  Diisi dengan tanggal dimulainya semester
(7). Diisi dengan tanggal berakhirnya semester
(8).  Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok barang
(9).  Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(10).  Diisi dengan satuan barang
(11).  Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan
(12).  Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu semester
(13).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu semester
(14).  Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan
(15).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(16).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan dxtandatangam penanggung Jawab UAPB
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UAPB

MENTERI KEUANGAN
().
Kode UAPB

REPUBLIK INDONESIA
3
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
SEMESTER: .....(4)
TAHUN ANGGARAN: ........(5)

Form-Ak. 4. 4.01.04
halaman: ..... (3)

Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang

Kode

(8)

Nama

Satuan

Sald_p Awal
Per ....(6)
(Kuantitas)

Mutasi

Saldo Akhir.

‘ Bertambah_
" (Kuantifas):

Berkurang
(Kuantitas)

“.31 (}ﬁ - J‘ %

(9 (10) ay v (12 azy. (14
(i5):- .

(21

Pgrianggungja"Wab UAPB

Kepala ,..(16)... -

e I6
NIP:...,.(16).....




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.4.5. LAPORAN PERSEDIAAN UARB - E nx,m.,A.kAA. ﬂlDS

Laporan Persediaan UAPB merupakan rekapxtulasl dari Laporan Persediaan UAPPB-EI.
Pengisian Laporan Persediaan UAPB adalah sebagax benkut

(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
7).
(8).
).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).
/19).
120).

!

Diisi dengan nama UAPB
Diisi dengan kode UAPB
Diisi dengan nomor halaman ‘
Diisi dengan periodg 1aporam. .« - s msnss s

Diisi dengan Periode Akuntansi pelaporan

Diisi dengan nomor urut pencatatan

Diisi dengan nama UAPPB-El

Diisi dengan nilai barang paka1 habis

Diisi dengan nilai barang tak habis paka1 B

Diisi dengan nilai barang bekas dipakai = -

Diisi dengan jumlah nilai persedian (jumJah kalom 3,4 dan 5)
Diisi dengan jumlah nilai barang pakai hgbis; pada kolom 3
Diisi dengan jumlah nilai barang tak habns paka1 pada kolom 4
Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dlpakar pada kolom 5
Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatenlaporas -~ -
Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab IJAPB
Diisi dengan jumlah seluruh UAKPB :

Diisi dengan jumlah UAKPB yang melaporkan pada periade pelaporan.

Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan;pada periode pelaparan

[ 2 . SUPPE L
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MENTERFKEUANGAN

REPUBLIKH*SDONES!A
UAPB SN(IRS L0 7. Fetm Aki44.01.05
Kode UAPB :...(2)... Halaman’...(3)..
o 'LAPORAN PERSEDIAAN. ..
Coo Semester: «..(4).. R R
Tahun Anggaran: ... (5) (P
a0 111, ,  Namadan Kede Bidarig p I
- Barang Pakai Barang Tak Barang Bekas Juntlah:. -
Ne. Nama UAPPB-E1 Habis Habis Pakai Dipakai

4.01 4.02

(6) (7) (8) %) (10) (11)
Jumiah 17 — a1 “(14)‘ 73
‘ (16)
, Penanggung }awab UAPB ..
o Kepa]a e 17)
& Nema * :.‘.({’7)..‘. :
NIP: C(17).
Catatan : . ) o REE
Jumlah seluruh UAPPB-EY =" = " " W (18).
UAPPB-E] yang mengitith Daporan "~ * 7 % " (9.

UAPPB-E1 yang belum mengirim Laporan: - San e 205



MENTEHIKEUANGAN%,
REPUBLIK INDONESJA..

45, LAPORAN BMN TAHUNAN UAPB L A

& RSOV ¢ e
ISP S '(ﬁ'i.‘*-,ﬁ aiisr N

Laporan BMN Tahunan pada tingkat UAPB  dipergunakan untuk melaporkan
perkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi dar dliaporkan setiap akhir tahun.

Laporan BMN Tahunan UAPB meliputi Laporan-BMN Intrakomptabel, Laporan BMN

Ekstrakomptabel, Laporan BMN Gabungan, dan Laporan Barang Bersejarah.

4.5.1. LAPORAN: BMN INTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPB - Form Ak
440201 * : R

. . - i i i
Laporapn. BMN Tahpaan tmgkat UAPB (hsusun dalam klasxﬁkam k‘:‘: "fnpgk dengan carat ‘
pengisian sebagar bénkut e L e |

(1) Dnsrdeng'an' namaUAPB ' L ; L { j
(2). Diisi dengan kode UAPB o * . s
(3).  Diisi dengan homor urut halaman R TN T
(4). Diisi dengan tahun anggaran yang bersangk“utan
(5). Diisi dengan tanggal dimulainya tahun anggaran
(6). Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran
(7). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode kelompok -
(8). Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok
(9). Diisi dengan satuan barang
(10).  Diisi dengan kuantitas . saldo awal. periode pelaporan -
(11).  Diisi dengan nilai saldo awal periode-pelaporan -
(12). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(13). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(14).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran.,. ‘L
(15).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggara.n,,‘
(16). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan. -~ = o
(17). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan
(18). Diisi dengan total jumlah kolom 5,
(19).  Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(21). Diisi dengan total jumlah kolom 11,
(22). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(23).  Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPB
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MENTERI KEUANGAN
UAPB ... ... REPUBLIK INDONESIA Form Ak 4.4.02:01
Kode UAPB ......02).... B : Halaman  :...... (3).......
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
'INTRAKOMPTABEL . .
TAHUN ANGGARAN : ........(4)....... . .
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal.- © . Mutasi Saldo Akhir
Kelompok Barang : Satuan Per...(5) ’ Bertambah + .- ~ Berkurang Per.... (6)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas | - Nilaiw = - Kiyantitas Nilai Kuantitas | Nilai . -

PR §
- -

Total ay . pEEL I o b .
....... o @Y e

Penanggungjawab UAPB

" o Achala 1.(23)»
N R P 2B,
NIP ...... (23)ciii,
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~ MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.5.2. LAPORAN BMN- EKSTRAKOMPTABEL TAHUNAN UAPB - Form Ak.
4.4.02.02 -

Laporan BMN Ekstrakomptabel -Fahunan- tingkat -UAPB  disusun dalam klasifikasi
kelompok, dengan cara pengisian sebagai berikut: ‘
(1). Diisi dengan nama JAPB
(2). Diisi dengan kode UAPB
(3). - Diisi dengannomor urut halaman
(4). Diisi dengan-aliun anggaran yang bersangkutan
(5). Diisi dengantanggal dimulainya tahun’ anggaran
(6). -Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran -
(7). Diisi dengankode perkifaan neraca dan kodekelompok
(8). Diisi dengan nama perklraan dan nama kelompok
(9). Diisi dengan satuan barang v
(10). Diisi dengan kuantitassaldo-awal penode pelaporan
(11). Diisi dengan nilai saldo awal periode _pelapqran -
(12). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(13).  Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran -
(14). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(15).  Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkufang selama satu ta:hun anggaran
(16). Diisi dengan kuantitas saldo-akhir periode petaporan - oo
(17).  Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan o R
(18). Diisi dengan total Jumlah kolom $, o
(19). Diisi dengan total jumlah kolom 7, » , ™
(20).  Diisi dengan total jumlah koJom 9, R :
(21). Diisi dengan total Jmnlah kolom 1 1,
(22).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan C
(23). Diisi dengan ]abatan nama, NIP, tanda tangan penanggung}awab UAPB

i
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UAPB SUURNY7 § B
Kode UAPB .......(2).....

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA -

MENTERI KEUANGAN

' EKSTRAKOMPTABEL

REPUBLIK INDONESIA

Halaman

Form Ak.4.4.02.02
L) 5

T

TAHUN ANGGARAN : .........(4).. ...

Perkiraan Neraca/ Saldo Awal: 7 Mutasi Saldo Akhir
Kelompok Barang Satuan Per...(5) ‘. : Bertambah - Berkurang Per .... 5(6)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitag. § - N‘vﬂalt.‘ . Kuantitas:' & Kuantitas Nilai

: . N

Loenel, 22 L0
1 Pepanggingjawab UAPB
. -Kepala 7‘;.“L(2\3:)A.;-"
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MENTERI KEUANGAN
»BE—FUBMK#NB@NES*A -

4.5.3. LAPORAN BMN GABUNGAN TAHUNAN U APB - Form Ak. 4.4.02.03
Laporan BMN Gabungm Semesteran. . tmgkat UAPB d_isusun dalam kla51ﬁkasi
kelompok, dengan cara penglslan sebagal benkut ’

(1). Dus1 dengan flama UAPB
(2). Diisi dengan kode UAPB
(3). Diisi dengan nomor ‘uru’t halaman ™
(4). Diisi dengdn tahun anggaran yang bersangkutan
(5). Diisi dengan’ tanggal dinfulainya tahun anggaran
(6). Diisi dengan tanggal berakhirnya tahun anggaran
(7). Diisi dengan Kode perkiraan neraca-dan- kpde kelompok
(8).  Diisi dengan nama perkiraan dan nama ke]ompok
(9). Diisi dengan satuan barang -
(10). Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan
(11). Diisi dengan nilai saldo aw awal | periode pelaporan
(12). Diisi dengan kuan‘ut)aq mutasi bertambah selama satu tahun anggaran
(13). Diisi dengan nilai mptasx bertambah selama satu tahun anggaran -
(14). Diisi dengan kuantlt:as mittasi berkurang sgl’éma satu tahun anggaran s
(15). Diisi dengan nilai kuanntas mutasi berkux:ang selama satu tahuqanggal an; .
(16). Diisi dengan kuantxtassaldaakhlrnpenod&pelaporan T s
(17).  Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan )
(18). Diisi dengan total jum]ah kolom 5, ’
(19). Diisi dengan total jumlah kolom 7,
(20).  Diisi dengan total jumlah kolom 9,
(21). Diisi dengan total juffilaikolom +1, ~ 7 7
(22). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(23). Diisi dengan Jabatan nama, NIP, tanda. tangan penanggung]a.wab UAPB

Bt (L S e, T ML gDy ViR



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA N
UAPB vevvenee{D e , Form Ak.4.4.02.02
Kode UAPB  .......(2).... ' ’ Halaman — : ....(3).......
- LAPORAN BARANG MILIK NEGARA - ~
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL :
TAHUN ANGGARAN : .........(4)......
Perkiraan Neraca/ Saldo Awal : ;Multasi o Saldo Akhir
Kelompok Barang ; Satuan Per...(5) Bertambah B e;k arang Per e (6)
Kode Nama Kuantitas Nilai Kuantitas ‘ N’iiai . b gI(uantita# i & _Nilai Kuantitas Nilai’ :

Total (18) (217) 21 )

Penanggungjawab UAPB
Kepala ...(22)...
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IR S P SN i D T 9t T R e

4.54. LAPORAN BARANG BERSEJARAH TAHUNAN UAPB - Form
AK.4.4.02.04 '

Laporan Barang Bersejarah Tahunan tmgkat UAPB dlsusun dalam k1a51ﬁk351 kelomp01<
barang dengan cara penglslan sebagai berikut: . v

(1). Diisi dengan nama UAPB ol '
(2).  Diisi dengan kode UAPB . e e e e
(3). - Diisi dengan nomor urut halaman ; ‘
(4).  Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan
(5).  Diisi dengan tanggal dimulainya tahun anggaran ;
(6). . Diisi derigan tanggal berakhirnya tahun anggaran . -
(7). Diisi dengan kode: perklraan neraca dan kode barang per kelompok barang
(8).  Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang '
(9).  Diisi dengan satuap barang :
(10).  Diisi dengan kuantitas saldo awal penode pelaporan .
(11).  Diisi dengan kuantitas- mutast bertambah,selmna satu tahun anggaran
(12).  Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran
(13).  Diisi dengan kuantjtas saldo akhir periode.pelaporan
(14).  Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan .
(15).  Diisi dengan Jabatan, nama, NIP, dan dltandatangam penanggung lawab UAPB

P



MENTERI KEUANGAN

UAPB D REPUBLIKINDONESIA ~ ©- - Form-Ak 44.02.04
Kode UAPB e (2 . - :
LAPORAN BARANG BERSEJARAH
TAHUN ANGGARAN: .........(4) , 2
Perkiraan Neraca / Sub Kelompok Barang Mutasi Saldo Akhir
Saldo Awal :
Satuan - Pe () PN Per .....,. ¢6)
Kr "'t'.'t ) Bertambah: . - Berkurang (Kuarititas) :
(Kuantitas (Kuantitas) - (Kuantitas) - :
b % o e 4

) ) ® ay

o I an - ) ¢ '(':fz)gl (13) =

off ey

N

, Q4) .......

‘ angfrnlglgur}_gjawab‘UAPB
- Kepala©...(15)...
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4.6. LAPORAN KONDISI BARANG (LKB) UAPB — Form Ak.4.4.04

Laporan Kondisi Barang UAPB mierupakan rekfipitt‘iilasi;LépQran‘Kondisi Barang UAPPB-EI, yang
disusun dalam klasifikasi kelompok barang. Pengisian LKB UAPB adalah sebagai berikut:

(1). Diisi dengan nama UAPB
(2). Diisi dengan kode UAPB
(3). Diisi dengan nomor urut halaman . -
(4). Diisi dengan tanggal pclaporan
(5). Diisi dengan nomormut pencatatan :
(6). Diisi dengan nama barang per kelompok barang
(7). Diisi dengan kode barang per kelompok barang
(8). Diisi dengan satuan barang ‘
(9). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan
(10).  Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal pelaporan
(11). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusa.k Berat pada saat tanggal pelaporan
(12). Diisi dengan jumlah Kolont §, A
(13).  Diisi dengan jumlah Kolom 9,
(14). Diisi dengan jumlah Kolom 10,
(15). Diisi dengan tempat dan tmggalpelaporan
(16). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UAPB

R




MENTERI KEUANGAN
UAPB oD REPUBLIK INDONESIA

Form - Ak.4.4.04
KODE UAPB (D).

Halaman: ...(3)...

LAPORAN KONDISI BARANG
Per:...(4)....

Kel k Kondisi ﬁ‘
No come Satuan
Nama Barang )
(5 () (7) ] %) (10) (1)
JUMLAH (12 (13 (14
.(15)...
Penanggungjawab UAPB

Kepala ...(16)...

Nama : ...(16)...
NiP Lo.(16) ...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-

JUSUF ANWAR

54, |8
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